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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA

WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

|

|

|
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerak
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dszaerah, perl
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kero
Perangkat Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undan
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan
Perangkat Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesi
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran  Negera  Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar

Daerah Nomor 191) sebagaimana telah beberapa k

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 35
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 261); |

MEMUTUSKAN: |

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pen: yelenggaraaﬁ
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan
fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional
keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tuga‘f‘
pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara
tegas disebutkan dalamm struktur organisasi yang
tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik tekni
maupun fasilitatif. |
Daerah adalah Kota Gorontalo. |
Pemerintahan Daerah acalah Penyelenggaraan urusaﬁ
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan cengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
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BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

Bagiarn Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2
Perangkat Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Perangkat Daerah mempunyai tugas menyelenggarak
urusan di bidang Pemerintahan Daerah untuk membantu
Wali Kota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi
Daerah, pembinaan administrasi kewilayahan,
pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan
Daerah, pembinaan keuangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi perangkat Daerah;

c. pengelolaan barang milik atau kekayaan Daerah yang
menjadi tanggung jawab Daerah;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunga
perangkat Daerah; [

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ata
pelaksanaan urusan di Daerah;

f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 5
Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:
sekretariat Daerah;
inspektorat Daerah; .
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; ,
dinas pendidikan dan kebudayaan;
dinas kesehatan;
dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
dinas ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan
perikanan;
dinas lingkungan hidup;

5 @moaoge
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dinas pengendalian perduduk, keluarga berencana,

pemberdayaan perempuar: dan perlindungan anak;

satuan polisi pamong praja;

dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat;

dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah; |
. dinas perdagangan dan perindustrian;

dinas komunikasi informatika dan persandian;

dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

°pg R

p. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

g. dinas perumahan dan kawasan permukiman;

r. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

s. dinas kearsipan dan perpustakaan; ‘

t. dinas perhubungan; 1

u. badan perencanaan, pembangunan, riset dan inovasf
Daerah;

v. badan keuangan dan aset Daerah; \

w. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia;
x. badan kesatuan bangsa dan politik;
badan penanggulangan bencana Daerah,;
badan pendapatan Daerah; dan
aa. kecamatan.

M=

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

\

Pasal 6 |

(1) Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah daﬂ‘u

bertanggung jawab kepada Wali Kota. |

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretarif
Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 7
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud delam Pasal %
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhaday
pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayana%
administratif.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 7, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan perumusan kebijakan teknis pemerintaha
dan  kesejahteraan  rakyat, perekonomian da
pembangunan, dan administrasi umum clan aparat
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Daerah secara berkesinambungan
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;

c. mengorganisir kegiatan perangkat Daerah melalui
koordinasi untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
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mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, perekonomian dan pembangunanL
serta administrasi umum dan aparatur untuk kelancaran
penyelenggaraan tugas pemerintahan;

membina hubungan kerja dengan perangkat Daerah dan
unit pelaksana lainnya yang tidak tercakup dalam tugas
perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja unit; ‘
mengendalikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan,
serta administrasi umum dan aparatur untuk
terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;i
mengonsultasikan pelaksanaan tugas unit dengan Wali
Kota untuk beroleh petunuk lebih lanjut;

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas unit melalui
rapat/pertemuan untuk peningkatan kinerja;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi
terkait baik lisan maupun tertulis untuk penyatuan
pendapat; |
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesua+i
bidangnya untuk tertibnya pelaksanaan tugas; dan |
melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkal?
sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 9

Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah terdiri atas:

a.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: |
1. Bagian Pemerintahan; |
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan ‘
3. Bagian Hukum. |
Asisten Perekonomian dan Pembangunan: |
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,; |
2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan |
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Asisten Administrasi Umum

1. Bagian Umum;

2. Bagian Organisasi; dan

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan clan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusun
kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum,
pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidan
kesejahteraan rakyat.
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Pasal 11 ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 10, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemermtahaﬂP
dan hukum;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bldang
kesejahteraan rakyat;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dari perangkaf
Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyat; ‘

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daeral?
di bidang pemerintahan dan hukum;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daeraﬂl
terkait pencapaian tujuan kebljakan dampzek dan faktor
yang mempengaruhi perncapaian tujuan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat; |

f. penyiapan  pelaksanaan pembinaan  administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber dayé
aparatur di bidang pemerintahan hukum, dan
kesejahteraan rakyat;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech sekretaris
Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dar
kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;

h. mengevaluasi pelaksanaen tugas unit secara berkala
untuk mengetahui perkembangannya;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan ba1k
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut; dan |

melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat.

Paragraf 1 ‘
Bagian Pemerintahan
Pasal 12
Bagian Pemerintahan terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

Kepala bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalaai
pasal 12 huruf a melaksanakan tugas penyiapan perumusat
kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kevnlayahaq
pertanahan dan kerja sama dan otonomi Daerah.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, kepala bagian Pemerintahan meny°lenggaraka#1
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bldang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahar
dan kerja sama dan otonomi Daerah;
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b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebljakan
Daerah di bidang  administrasi pt'menntahan‘
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonom}
Daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasan pelaksanaan tugas
perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayaham dan kerjasama dan otonomi
Daerah;

d. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
urusan pertanahan;

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaam
kebijakan Daerah di bidang administrasi pemenntaham
administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
Daerah; dan

f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan acministrasi di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sarna dan otonomi Daerah. |

Paragraf 2
Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Pasal 15
Bagian kesejahteraan rakyat terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Kepala bagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a melaksanakan tugas penyiapan,
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasan pelaksanaan tugas perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah ch
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, kepala  bagian  kesejahteraan rakyarc

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan masyarakat;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tuga
perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraar
sosial dan kesejahteraan masyarakat; |

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijjakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tuju
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial da
kesejahteraan masyarakat;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya; |

e. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pelayanan
kesejahteraan rakyat den budaya sesual kebutuhan
untuk menjadi program unit; \
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kerja untuk kelancaran tugas;

g. mengendalikan pelaksanaan tugas unit secara terpad
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

h. mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan untu}c
peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebirx
lanjut;

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepa14—
kepala bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuap
pendapat;

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawaha{l
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas; dan

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi. |

f. mengorganisir pelaksanaan tugas unit sesuai rnekanism£

Paragraf 3
Bagian Hukum

Pasal 18
Bagian hukum terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19 ‘

Kepala bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1%
huruf a mempunyai tugas melaksanakan penylapan
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumus
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan
dokumentasi dan informasi. |

\
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 19, kepala bagian hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serﬂa
dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijak
Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan huku
serta dokumentasi dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat Daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan infcrmasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.
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Bagian Keempat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan tugas membantu sekretaris Daerah dal

penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian
penyusunan Kebijakan Daerah bidang perekonomian dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaa.p
barang dan jasa.

Pasal 22 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarh

Pasal 21, asisten perekonomian dan pembangunan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidan
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksariaan tugas perangkat Daerah dg
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunen, pengadaan barang dan jasa;

c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, administrasi Pembangunan dan
pengadaan barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
di bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan
jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris
Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan
jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1 |
Bagian Administrasi Perekoriomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 23 |
Bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alarF
terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24 |

Kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber dayb
alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf
mempunyai tugas melaksanakan perigoordinasiaz
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaa
tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan bada;
usaha milik Daerah dan badan layanan umum Daerah
perekonomian, dan sumber daya alam. ‘
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Pasal 25 ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 24, kepala bagian administrasi perekcnomian dan

sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasiam perumusan kebijakan
Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah
dan badan layanan umum Daerah, perekonomian dan
sumber daya alam,;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat Daerah di bidang pembinaan badan usaha
milik Daerah dan bacan layanan umum Daerah,
perekonomian dan sumber daya alam;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik Daerah
dan badan layanan umum Daerah, perekonomian dan
sumber daya alam; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asiste
perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 26
Bagian administrasi pembangunan terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27 ‘
Kepala bagian administrasi pembangunan sebagaiman;
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tug
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusa
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tuga;
perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaa
kebijakan Daerah di bidang penyusunan progr
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, kepala bagian administrasi pembangunan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan. pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat Daerah di bidang penyusunan program
pengendalian program dan evaluasi pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi darn pelaporan; dan
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengaxp
tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29
Bagian pengadaan barang dan jasa terdiri atas:
a. kepala bagian;
b. subbagian pengelolaan, pengadaan barang dan jasa; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kepala bagian pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian, perumuisan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaar
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengad.'s;aﬂl;l
secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaa
barang dan jasa.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30, kepala bagian pengadaan barang dan jasa

menyelenggarakan fungsi; |

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pernbinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penylapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah di bidang pengelolaan pengacaan secara
elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaa_t
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secar
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaar
kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan baran
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secar
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang
dan jasa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asiste
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan denga
tugasnya. T

Pasal 32 |
Kepala subbagian pengelolaan, pengadaan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b mempunyai
tugas mengelola pengadaan barang dan jasa berdasarkan
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk terbitnyF
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pelaksanaan program kegiatan pengelolaan pengadaan
barang dan jasa.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32, kepala subbagian pengelolaan, pengadaan barang

dan jasa menyelengggarakan fungsi:

melaksanakan inventaris paket pengadaan barang/jasa;

melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

menyusun strategi pengaclaan barang/jasa;
melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen
pemilihan peserta;

e. menghimpun kebijakan teknis penyusunan program
pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar
pedoman tugas besertadokumen pendukung lainnya dan
informasi yang dibutuhkan; |

f. melaksanakan penyusurian dan pengelolaan katalog
elektronik lokal/sektoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan Kkontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah.

apEp

Bagian Kelima
Asisten Administrasi Umum

Pasal 34 ‘
Asisten administrasi umum mempunyai tugas membantu
sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusuna
kebijakan Daerah dan pengocrdinasian perumusan kebjak
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan. ‘

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, asisten administrasi umum menyclenggarakan

fungsi: |

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi,
protokol dan komunikasi pimpinan,;

b. penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan;

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daera
di bidang umum, organisasi, protokol dan komunika%‘;
pimpinan;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrator dan
ASN pada instansi Daerah; dan ‘

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris
Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan

komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. |
|
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Pasal 36
Bagian pada asisten administrasi umum terdiri atas:
a. bagian umum;
b. bagian organisasi; dan
c. bagian protokol dan komunikasi pimpinan.

Paragaraf 1
Bagian Umum

Pasal 37
Bagian umum terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38
Kepala bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di
bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perencanaan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. |

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalafp

Pasal 38, kepala bagian umum menyelenggarakan fungsi: |

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perencanaan,
keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penyiapan dan penyusunan dokumen perencanaan
perangkat Daerah, dokumen perencanaan operasional,
maupun dokumen perencanaan di bidang keuangan,
kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;

c. penyiapan dan penyusunan dokumen laporan
perencanaan dan laporan akuntabilitas  kinerja
Sekretariat Daerah;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluaS1
di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawalarp
perencanaan, keuangan, rumah tangga d
perlengkapan; dan ar

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Organisasi

Pasal 40
Bagian organisasi terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41
Kepala bagian organisasi sebagaimana dimaksud dalaqn
Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tug#s
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
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kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan,
pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi
birokrasi.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41, kepala bagian organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan
tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijaka
Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaah
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerjp
dan reformasi birokrasi; clan ‘

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten
administrasi umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 43
Bagian protokol dan komunikasi pimpinan terdiri atas:
a. kepala bagian;
b. sub bagian protokol; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44
Kepala bagian protokol dan komunikasi pimpina
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah ﬁli
bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Pasal 45
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi,
b. penyiapan bahan pengcoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi; |
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikafi
pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asistq‘n
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. |
\
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Pasal 46 |
Kepala subbagian protokol sebagaimana dimaksud dal
Pasal 43 huruf b mempunyai tugas:
a. melaksanakan tata protokoler dalam rang
penyambutan tamu pemerintah Daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilita§i
keprotokolan; ‘
c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiat
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerinta.rl
Daerah; dan
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Wali KoJa
dan Wakil Wali Kota. |

BAB IV
INSPEKTORAT DAERAH
\
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

\
|
Pasal 47
(1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggun%g
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur ‘
Pasal 48

Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala Daer
dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusa;
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. ‘

Pasal 49 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 48, inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan da{‘n
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja da
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, d$
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari kepala Daerah;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah
terkait dengan tugas dan fungsinya.

o

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50
Susunan organisasi inspektorat daerah terdiri atas:
a. inspektur;
b. sekretariat;
c. inspektur pembantu wilayah I;
d. inspektur pembantu wilayah II;
e. inspektur pembantu wilayah III;




U
o

KARAG
HURUM

| ASISTEN

|

SEXDA

= 18 =

g. kelompok Jabatan Fungsional.

f. inspektur pembantu wilayah IV; dan
Bagian Ketiga .
Inspektur |
|
Pasal 51 |
Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina d
mengawasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan ya
menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan oleh
Perangkat Daerah.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 51, inspektur menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan program pengawasan atas pelaksana
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daera
dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;

b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan da
fasilitas pengawasan;

c. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja,
keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Wali Kota melalui audit, reviu, evaluas
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 53
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris inspektorat ya
mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan di bid
perencanaan, administrasi keuangan, umum dan
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53, sekretaris inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan
kesekretariatan;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan
pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

c. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan
penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat
pengawasan fungsional Daerah;

d. melaksanakan penyusunan bahan/data pembinaan teknis
fungsional;

e. melaksanakan penginventarisasian, penyJusunan dan
pengoordinasian penatausahaan proses penanganan
pengaduan;

f. melaksanakan kesekretariatan yang meliput: administrasi
umum, kepegawaian, dan keuangan;
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g. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama
dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan
program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak
lanjut hasil pengawasan;

h. memonitoring, evaluasi dan laporan kegiatan
kesekretariatan; dan

i. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.

Pasal 55 |
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri
atas: ‘
a. kepala subbagian prograrn, evaluasi dan pelaporan; dan
b. kepala subbagian administrasi dan umum. |

Pasal 56 \
Kepala subbagian program, evaluasi dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a mempunyai
tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendali
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun d
menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan,
kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56, kepala subbagian program, evaluasi clan pelaporap

menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan
anggaran inspektorat Daerah;

b. pengkoordinasian penyiapan rencana program ker%a
pengawasan;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundar#g
undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan

d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan apar%t
pengawasan intern pemerintah lainnya dan aparat
penegak hukum. |

Pasal 58
Kepala subbagian administrasi dan umum sebagajmaqa
dimaksud dalam pasal 55 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha,
perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan,
penatausahaan, verifikasi, pembukuan dan pelapor
keuangan, dan akuntansi

Pasal 59
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 58, Kepala subbagian administrasi dan wumu
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian; \
b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usa.‘r*a
Inspektorat;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan; 1
d. pelaksanaan urusan rumah tangga. \
e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapaLn
atas laporan pemeriksaan keuangan.
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Bagian Kelima
Inspektur Pembantu |

Pasal 60

Inspektur Pembantu mempunyai tugas elaksanak
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan
keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada
peranagkat Daerah.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60, inspektur pembantu menyelenggarakan
fungsi:
a.

(2)

b.

J-

Pasal 61

penyiapan penyusunen kebijakan terkait pembinaan
dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
Daerah;
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungs1onh1
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

. pengawasan keuangan dan kinerja perarigkat Daeraﬂ;

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
perangkat Daerah;

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilit
pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah;

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pernerintah lainnya;

. pemantauan dan pemutakhiran tindalk lanjut hasil

pengawasan;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu at s
penugasan Inspektur; dan

penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit
kerja inspektur pembantu didasarkan pada rumpun

urusan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dengan
memperhatikan beban kerja dan kebutuhan. Serta unt

k

Inspektur Pembantu IV khusus untuk investigasi.

BEAB V

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 62

(1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat dewan dipimpin oleh sekretaris dewan.
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Pasal 63

Sekretariat mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan  dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan
perwakilan rakyat Daerah, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan
perwakilan rakyat Dareah dalam melaksanakan hak dan
fungsinya sesuai kebutuhan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63, sekretariat dewan perwakilan rakyat DaeraLh

menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dewaFn
perwakilan rakyat Daerah;

b. menyelenggarakan administrasi keuangan dewaFn
perwakilan rakyat Daerah;

c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat dewan perwakilan
rakyat Daerah; dan

d. menyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh dewan perwakilan rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 65
Susunan organisasi terdiri atas:
a. sekretaris;
b. bagian umum dan keuangan;
c. bagian persidangan dan perundang-undangan;
d. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
e. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretaris |

Pasal 66
Sekretaris melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan
urusan rumah tangga dewan perwakilan rakyat Daer
berdasarkan perundang-uncangan untuk kelancaran tug%:;
dewan perwakilan rakyat Daecrah.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 66, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. membantu dewan perwakilan rakyat Daerah dal
melaksanakan  tugasnya  berdasarkan = peratur
perundang-undangan untuk terbitnya kegiatan dew
perwakilan rakyat Daerah;

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan rumah tan a
dewan perwakilan rakyat Daerah sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas dewan perwakilan rakyat Daerah;

c. menyusun kebijjakan teknis pengelolaan rumah tangga
dewan perwakilan rakyat Daerah berdasarkan petunjuk
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pelaksanaan dan peturjuk teknis sebagai pedomah
pelaksanaan tugas dan kegiatan unit;

d. merencanakan pengembangan urusan rumah tangga
dewan perwakilan rakyat Daerah secara berkelanjutan
untuk kelancaran tugas dewan perwakilan rakyat Daeraﬁ

e. mengorganisir pelaksanaan tugas unit sekretariat dewan
perwakilan rakyat Daerah melalui mekanisme/prosedur
kerja untuk terbitnya kegiatan unit;

f. mengendalikaan pelaksanaan tugasunit sekretariat
dewan perwakilan rakyat secara terpadu untuk tertibnﬁa
kegiatan unit;

g. mengarahkan pelaksanaan tugas unit sekretariat dewan
perwakilan rakyat Daerah secara berjenjang untuk
kelancaran kegiatan unit;

h. membina pelaksanaan tugas unit sekretariat dewan
perwakilan rakyat Daerah secara menyeluruh untuk
kelancaran kegiatan dewan perwakilan rakyat Daerah;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas pemerintahan
dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleb
petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;

j- mengoordinasaikan pelaksanaaan tugas dengan unit
terkait melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat dalam pelaksanaaan tugas;

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesu?i
bidangnya untuk kelancaran tugas unit;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secaWa
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bagian Umurn dan Keuangan

Pasal 68 |
Bagian umum dan keuangan terdiri atas: |
a. kepala bagian;

b. kepala subbag umum dan keuangan; dan

c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69
Kepala bagian umum dan keuangan sebagaimana dimaks
dalam pasal 68 huruf a raelaksanakan tugas di bidang
administrasi kesekretariatan dewan perwakilan rakyat
Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undang
untuk kelancaran tugas unit

Pasal 70
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 69, kepala bagian umum dan keuang:
menyelenggarakan fungsi:
a. menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat dewa
perwakilan rakyat Daerah; |
b. mengelola kepegawaian sekreatariat dewan perwakilan
rakyat Daerah;
c. mengelola administrasi keanggotaan dewan perwakilan
rakyat Daerah;
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d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapzsitas anggota
dewan perwakilan rakyat Daerah;

c. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dewan
perwakilan rakyat Daerah;

f. menyediakan fasilitasi fraksi dewan perwakilan rakyat
Daerabh;

g. menyelenggarakan pengadaan dan = pemeliharaan
kebutuhan rumah tangga dewan perwakilan rakyat
Daerah; ‘

h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana dewan perwakilan rakyat Daerah,; ‘

i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi
tanggung jawab dewan perwakilan rakyat Daerah;

j. menyusun perencanaan, anggaran dan laporan keuangan
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;

k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran sekretariat
dewan perwakilan rakyat Daerah; ‘

l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; |

m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat dewan
perwakilan rakyat Daerah; ‘

n. menyelenggarakan penatausahaan keuangen sekretariat
dewan perwakilan rakyat Daerah;

o. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota,
dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;

p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran sekretariat
dewan perwakilan rakyat Daerah;

q. memverifikasi pertanggurigiawaban keuangan sekretariat
dewan perwakilan rakyat Daerah; ‘

r. mengevaluasi laporan pertanggung jawabarn pengelolaan
keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;

s. mengoodinir dan mengevaluasi laporan keuangan
sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; |

t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi
keuangan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daeral‘};
dan

u. menyusun laporan Kkinerja perangkat Daerah das
melaksanakan tugas laiinya yang diperintahkan atasan.

Pasal 71
Kepala subbagian umum dan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 huruf b melaksanakan di bidang
umum dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya pelaksanaan tugas.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69, kepala subbagian umum dan Kkeuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan dan naskah

dinas sekretariat dewan perwakilan rakya: daerah dan
pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanaf

administrasi kepegawaiari;
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c. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan
tenaga ahli;

d. mengatur dan memelihara  kebersihan  kantor,
memelihara halaman dan taman komplek sekretariat
dewan perwakilan rakyat Daerah;

e. mengatur dan mengelola keamanan komplek sekretariat
dewan perwakilan rakyat Daerah;

f. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarara rapat dan

pertemuan,;

mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapaﬂl

sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;

mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarka.ii
barang untuk keperluan dewan perwakilan rakyat Daerah
dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;

k. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakaJr
kendaraan dinas di sekretariat dewan perwakilan rakyat
Daerah; ‘

l. mengatur pengunaan kendaraan dinas dan para
pengemudi untuk keperluan dewan perwekilan rakyat
daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
dan

m. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan
gedung.

Pl -

Bagian Kelima
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 73
Bagian persidangan dan perundang-undangan terdiri atas:
a. kepala bagian; dan
b. kelompok Jabatan Fungsional ‘

Pasal 74
Kepala bagian persidangan dan perundang-undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai
tugas pengelolaan administrasi persidangan dan perundang-
undangan berdasarkan peraturan perundang-undang
untuk kelancaran tugas unit.

Pasal 75
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 74, Kepala bagian persidangan dan perundang-
undangan menyelenggarakan fungsi:
a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyusunian program pembentuk
peraturan Daerah;
| c. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan dr
rancangan peraturan Daerah inisiatif;
memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk
penyususnan peraturan perundang-undangan;
L1 | e. mengumpulkan bahan penyiapan draf raperda inisiatif;
memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
menyusun risalah rapat;

|
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h. mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan
Daerah; |
i. memverifkasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar
inventaris masalah; |

J. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi

risalah rapat;

menyelenggarakan hubungan masyarakat; ‘
menyelenggarakan publikasi; dan

m. menyelenggarakan keprotokolan.

=

Bagian Keenam ‘
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 76 |

Bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan terdiri atas i
a. kepala bagian; dan |
b. kelompok Jabatan Fungsional i

Pasal 77 |
Kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76 huruf & mempunyai
tugas dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagq‘i
pedoman pelaksanaan tugas. |
Pasal 78 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala
Pasal 77, Kepala bagian fasilitas penganggaran
menyelenggarakan fungsi:
a. merencanakan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPA$
Perubahan; ‘
b. menyusun bahan pembahasan APBD/APBD?; |
c. menyusun bahan pembahasan Raperda pertanggun
jawaban pelaksanaan APED; E
d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertam
dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangar
pertanggung jawaban Wali Kota; dan
f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK RI.

1=

BAB VI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 79
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
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Pasal 80 |
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
urusan pemerintahan di bicang pendidikan yang menjai‘
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberika
kepada Daerah.

Pasal 81
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai denga
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingku
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 82
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
kepala dinas;
sekretariat;
bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal,
bidang pembinaan pendidikan dasar; ‘
bidang pembinaan ketenagaan;
bidang kebudayaan; dan
kelompok Jabatan Fungsional.

®oe Qo TR

Bagian Ketiga ‘
Kepala Dinas

Pasal 83
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 huruf
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintal
Daerah di bidang pengembangan Pendidikan dar
Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangar
untuk kelancaran tugas.

= e e

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 83, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan pengembangan pendidikan dat
kebudayaan secara berkesinambungan untul
pemantapan sistem pendidikan dan kebudayaan yan
berkualitas;

b. merumuskan kebijakan pengembangan pendidikat
berdasarkan skala prioritas untuk pengembangan sumbe
daya manusia;

c. merumuskan pengembarngan, pelestarian dan promosi
kebudayan berdasarkan berdasarkan skala prioritas;

d. menyusun kebijakan teknis pengembangan pendidikalj
dan kebudayaan secara berjenjang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas unit;

=)
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€. mengorganisir pengembangan pendiclikan d
kebudayaan melalui mekanisme dan prosedur kerjg
untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit;

f. mengendalikan pelaksanaan sistem pe ngembangan
pendidikan dan kebudayaan secara terpadu;

g. mengarahkan pelaksanaan program sistem
pengembangan mutu pendidikan proses belajar mengajar
secara inovatif untuk peningkatan mutu;

h. memberikan pelayanan teknis perizinan di bidang
pendidikan dan kebudeyaan sesuai jenisnya untuk
menjamin kepastian hukum;

i. membina pelaksanaan tugas sesuai bidang masing-
masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; |

J. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

k. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan
unit.

l. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

n. mengoordinasikan pelaksaaan tugas dengan unit terkait
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

p. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yan
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuga
kedinasan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 85
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas melaksanakan penatausahaan di bidang program,
keuangan, kepegawaian, umum, aset dan kearsipa
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untu
kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana,
program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal
dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang
pendidikan dan kebudayaan,;

b. mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, dan
kebudayaan,;

c. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama di bldanf

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidika
non formal, dan kebudayaan;
|
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d. mengoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan
di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; ‘

e. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-
undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
non formal, dan kebudayaan,;

f. melaksanakan wurusan organisasi dan tatalaksana
di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan; |

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di Iingkungap
dinas pendidikan dan kebudayaan;

h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan urusan
tugas pembantuan di bideng pendidikan dar kebudaya
yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta
pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus,
fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal,
fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaar pendidikan
menengah dan pendidikan khusus, penyiapan bahah
rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan
pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja
sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama,
fasilitasi wurusan pembinaan perfilman, fasilitasi
pembinaan lembaga kepercayaan terhadap tuhan Yang
Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional
dan dunia dan tugas pembantuan lainnya;

i. mengoordinasikan penyusunan bahan publikasi dan
hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan;

\
j- mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaa.h

kebijakan di bidang pendidikan anak wusia dini,
pendidikan dasar, pendidikan non formal dan
kebudayaan; |

k. mengelola barang milik Daerah di lingkungan dinan
pendidikan dan kebudayaan;

l. melaksanakan urusan ketatausahaan da
kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan d
kebudayaan; |

m. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lis
maupun tulisan untuk beroleh petunjuk;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu
pendapat;

o. mendistibusikan tugas kepada bawahan sesuai job untu?(
tertibnya pelaksanaan tugas;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa
untuk kelancaran tugas.

Pasal 87 ‘
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terdiri
atas:
a. Kepala Sub Bagian Umum, Tata Laksana d
Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 88

Kepala Subbagian Bagian Umum, Tata Laksana d

Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf

mempunyai tugas di bidang pengelolaan urusan

ketatausahaan, pembinaan dan pengelolaan persuratan dan
kearsipan, kerumahtanggaan serta keprotokolan sesuai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman
pelaksanaan.

Pasal 89 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 88, Kepala Subbagian Bagian Umum, Tata Laksana dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis adminsitrasi kepegawaian
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pengelolaan persuratan den kearsipan
serta penyusunan risalah rapat serta keprotokolan;

c. melaksanakan dan memfasilitasi analisis jabatan serta
analisis beban kerja. |

d. menyusun standar kualifikasi dan analisis jabatan dan
penyajian informasi jabatan rencana kebutuhan pegawai
sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas
unit;

e. membuat usulan permintaan pegawai dan pengangkatan
dalam jabatan sesuai kebutuhan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit;

f. membuat usulan promosi, mutasi tenaga administraé‘i
dan fungsional dilingkungan dinas pendidikan dan
kebudayaan;

g. melakukan pengusulan pemberhentian dan pensiunan,
pengembangan  sistem dan pengukuran kinerja,
pembinaan dan penegakan disiplin pegawai dilingkungaP
dinas;

h. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk,
pelaksaaan/ petunjuk  teknis untuk  tertibnya
administrasi kepegawaian;

i. melakukan pengelolaarr administrasi kepegawaiati
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya admnistras
kepegawaian;

j. melakukan wurusan usul kenaikan pangkat dat
peningkatan  kompetensi  pendidik cdan  tenag
kependidikan;

k. melakukan pengembangan pengukuran dan penilaiat
kinerja pegawai di lingkungan dinas pendidikan dat
kebudayaan,;

l. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian;

m. melakukan pengadministrasian dan pendokumentasian
peraturan perundang-unclangan;

n. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;

o. membuat daftar arsip berdasarkan nilai guna arsip yang
diusul musnahkan;

p. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

q. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban;

—_—
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r. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasa
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh pestunjuk leb1h
lanjut;

s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala seksi untuk beroleh penyatuan pendapat;

t. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima \
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 90 ‘
Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal tercu#
atas:
Kepala Bidang;
Seksi Kurikulum dan Penilaian;
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; can
Kelompok Jabatan Fungs:onal.

poow

Pasal 91

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a mempunyai

tugas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini d

pendidikan non formal berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. |
Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 91, Kepala Bidang Pernbinaan PAUD dan Pendidikai

Non Formal menyelenggaraken fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kurikulum,
peserta didik, sarana prasarana, pendanzan dan tat
kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan no
formal;

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum d
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, sert
peserta didik dan pembangunan karakter pendidika
anak usia dini dan pendicikan non formal;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lok
pendidikan non formal;

d. melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum da
penilaian, peningkatan kualitas pendidikan peserta didi
dan pembangunan karakter, kelembagaan dan saran
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan H:I

o

formal;

e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penata
dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini d
pendidikan non formal; |

f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta d1d1k
dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini,
dan pendidikan non formal,; .



LN

- 29 -

g. mengkoordinir pengumpulan dan mengelola data
informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan noh
formal; \

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana
pendidikan anak usia din: dan pendidikan non formal;

i. mengkoordinir pemantauan dan evaluasi Kkebijakan,
di bidang kurikulum dan penilaian, peningkatan kualita
pendidikan, pembangurian karakter peserta didik,
fasilitasi sumber daya, sarana prasarana, peningkatat
mutu serta anggaran di bidang pendidikan anak usia dirﬁ
dan pendidikan non formal;

J. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan ba1k
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

1. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

m. pelaporan pelaksanaan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan
anak usia dini, dan pendidikan non formal tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang dlpenntahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 93

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebjjakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis, dan supervisi dan fasilitasi penjaminan mutu di
bidang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini sesuap
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 93, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal,

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
dan penilaian pendidikan non formal;

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidika:
non formal;

d. penyusunan bahan pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal; \

e. menyusun rencana pengembangan kurikulum untuk
menjadi program peningkatan mutu pendidikan anak usi
dini dan pendidikan non formal;

=]




- 30 -

f. mengoordinasikan pelaksanaan pc:ngembangafp
kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini da.F
pendidikan non formal;

g. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminah
mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidan
pembelajaran dan penilaian pada pendidikan anak usiF
dini dan pendidikan non formal;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementa#i
pelaksanaan kurikulum dan penilaian pada jenjanF
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

j. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala seksi melalui rapar / pertemuan untuk penyatu
pendapat;

l. membuat laporan di bicdang kurikulum dan penilai
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non form
secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan. |

Pasal 95 1
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasaranﬁ
sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf ¢ mempunyai
tugas di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasaran:
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non form
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala_\t

Pasal 95, Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasaran

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi d
pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal,; \

b. menyusun bahan fasilitas sarana prasarana di bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; |

c. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non
formal;

d. penyusunan bahan penyusunan bahan penerbitan izin
pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan
anak usia dini dan pendiclikan non formal;

e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
tata kelola dan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal;

f. penyusunan bahan pemantauan dan  evaluasi
kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia
dini dan pendidikan non formal;

g. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
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h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepalal—
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatu

pendapat;

1. membuat laporan di bidang kelembagaan dan saranLl
prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan noP
formal secara berkala; dan

-] .

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasaP

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 97
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
c. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Dasar; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

\
Pasal 98 ‘
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaima
dimaksud dalam pasal 97 huruf a mempunyai tugas di bidalqz
pembinaan pendidikan dasar berdasarkan peraturaP
perundang-undangan untuk pelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 98, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kurikulum dj‘l
penilaian, peserta didik dan pembangunan karakte{,
kelembagaan dan sarana prasarana, Pendidikan Dasa’r
berdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelakanaan tugas;

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dap
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, ser
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah das
dan sekolah menegah pertama;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lok
Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan,
dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menenga
Pertama;

e. menghimpun dan mengelola data dan informasi
Pendidikan SD, SMP sesuai jenis untuk mengetahui
jumlah dan perkembangannya;

f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum clan penilai
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didi
dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekol
menengah pertama, berdasarkan Petunjuk Pelaksana
dan Petunjuk Teknis untuk menjadi prograra unit;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana
pendidikan dasar;
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h. mengkoordinir pemantauan dan evaluasi kebijakan,
di bidang kurikulum dan penilaian, peningkatan kualitas
pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya,
sarana prasarana, peningkatan mutu serta anggaran
di bidang pendidikan dasar;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan balk
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;

J- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekret
dan Kepala-Kepala Bidang melalui rapat/pertemu
untuk penyatuan pendapat;

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bid
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

. menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didi
dan pembangunan karakter secara berkala sebagai bahan
evaluasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 100 ‘
Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf b mempunyai
tugas di bidang Kurikulum cdan Penilaian Pendidikan Dasar
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untu
peningkatan Kurikulum Pendidikan Dasar. |

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 100, Kepala Seks. Kurikulum dan Penilaias

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis dalam peningkata
pengembangan kurikulum dan penilaian sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama;

b. menghimpun pedoman pelaksanaan kurikulum das
penilaian sekolah dasar dan sekolah menenga
pertama sebagai acuan dalam pelaksanaan proses
pembelajaran;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum
dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

e. menyusun rencana pengembangan kurikulum untuk
menjadi program peningkatan mutu sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan
kurikulum pada jenjang pendidikan dasar;

g. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan
mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada
pendidikan dasar;

h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembelajaran dan  penilaian pada  pendidikan
dasar;

o =)
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melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi
pelaksanaan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar;
mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala-
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

membuat laporan di bidang kurikulum dan penilaian
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasaT

Pasal 102

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf c
mempunyai tugas di bidang Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Pendidikan Dasar sesuai petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.

menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama,

menyusun bahan fasiltas sarana prasarana sekolah daszjr
dan sekolah menengah pertama;

menyusun bahan fasilitas penjaminan mutu tata kelolola
dan sarana prasarana sekolah sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama;

penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan
dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
tata kelola dan sarana prasarana sekolah pendidikan
dasar;

penyusunan bahan pemantauan dan  evaluasi
kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar da
sekolah menengah pertama;

mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk letih lanjut;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

membuat laporan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
secara berkala; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Bagian Ketujuh
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 104

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri atas:

a. Kepala Bidang;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal;

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 105
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 104 huruf a mempunyai tugas
di bidang pendidik dan tenage kependidikan pendidikan anak
usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,
pendidik non formal berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pembinaat
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usiE
dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dat
pendidikan non formal serta penghargaan, perlindungan
dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
berdasarkan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan
tugas,

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non
formal serta penghargaan, perlindungan dan sertifikasi
pendidik dan tenaga kependidikan;

c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik d
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekola
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan no
formal serta penghargaan, perlindungan dan sertifikasi
pendidik dan tenaga kependidikan;

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non
formal;

e. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, szkolah dasar,
sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;

f. menyusun bahan pemberian Kkesejahteraan serta
pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini,
sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan
pendidikan non formal;
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g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga
kependidikan;

h. menghimpun dan mengelola data dan informasi di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

i. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik
dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;

j- melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan rencana
kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan
karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi,
peningkatan kesejahteraan guru dan pendid:k lainnya;

k. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidanj
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikar
anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama
dan pendidikan non formal;

l. mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan rencana, program kegiatan dan anggaran
di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

o. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

p. menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah
dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non
formal secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

- UQ

Pasal 107
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan
Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksucl dalam pasal
104 huruf b mempunyai tugas di bidang pembiriaan pendidik
dan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidik

PAUD dan Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan bahan rumusan kebijjakan di bidang
pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga
kependidikan pada pendidikan anak wusia dini dan
pendidikan non formal;

b. mengoordinir pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kepenclidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

c. mengelola data dan informasi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak
usia dini dan pendidikan non formal,
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menyusun bahan rencena kebutuhan, rekomendasi
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal;

menyusun bahan penilaian kinerja dan pengembangam
karier pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan non formal,;

menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
non formal

memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,
menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan
anak usia dini dan pendicikan non formal;
melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan pendidi
dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal;

mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala seksi melalui rapat /pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal secara berkala; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan. |

Pasal 109

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Dasar sebagajmana dimaksud dalam pasal 104 huruf c¢
mempunyai tugas di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kepend1d1kan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidik
Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

a.

menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
sekolah dasar dan sekolah menengah pertamna;
mengoordinasi  pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

mengelola data dan informasi di bidang pembinaan
pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar da;n
sekolah menengah pertama;
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e. menyusun bahan rencana kebutuhan dan pengendalian
formasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar
dan sckolah menengah pertama;

f. meningkatkan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama;

g. menyusun bahan penilaian kinerja dan pengembangar
karier pendidik dan tenaga kependidikan sekolah das
dan sekolah menengah pertama;

h. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi
pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

i. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan guru, pada pendidikan dasar;

j. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
dasar dan sekolah menengah pertama;

k. melaksanakan evaluasi di bidang pembinaan guru pada
pendidikan dasar; |

l. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; |

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

n. membuat laporan di bidang pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama secara berkala; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedelapan
Bidang Kebudayaan

Pasal 111 |
Bidang Kebudayaan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 112
Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 111 huruf a mempunyai tugas di bidang kebudayaan,
perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya,
pengelolaan museum, warisan budaya dan tenaga
kebudayaan berdasarkan peraturan perundang—undangafn
untuk pelancaran pelaksanaan tugas. |

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 112, Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan

fungsi:

a. menyusun bahan  perumusan dan  koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan rauseum, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat, dan pembinaan kesenian serta pembinaan dan
pengembangan tenaga kebudayaan;
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b. menyusun bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat dan pembinaan kesenian serta pembinaan dan
pengembangan tenaga kebudayaan,;

c. menyusun bahan pergelolaan kebudayaan yang
masyarakat pelakunya dalam Daerah;

d. menyusun bahan pelestarian tradisi yang masyarakat
penganutnya dalam Daereh,;

e. menyusun bahan pembinaan komunitas dan lembaga
adat yang masyarakat periganutnya dalam Daerah;

f. menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakalt
pelakunya dalam Daerah;

g. menyusun bahan pembinaan sejarah lokal;

h. menyusun bahan penetapan cagar budaya dan
pengelolaan cagar budaya peringkat;

i. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya
ke luar;

j- menyusun bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar
budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga
adat dan pembinaan kesenian,;

k. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan cagar budaya, pengelolaaa museum,
pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembmaap
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan keseni
serta pembinaan dan pengembangan tenaga
kebudayaan;

1. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

o. membuat laporan di bidang pengelolaan cagar budaya,
pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian
tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian; dan |

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa
untuk kelancaran tugas kedinasan. r

BAB VII
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 114
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertarniggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
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Pasal 115
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

Pasal 116
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 117
Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 118
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 117
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan pengembangan tugas di bidang kesehatan
secara berkesinambungan untuk peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;

b. merumuskan Kkebijakan teknis di bidang kesehatan
masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan

W kinerja; |
KERJA c. menyusun kebijakan teknis pengembangen kesehatan

i d. mengorganisir pengembangan kesehatan masyarakat

melalui mekanisme prosedur kerja dalam suatu unit
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

i S
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e. mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
masyarakat secara terpadu untuk peningkatan derajat
keschatan masyarakat;

f. mengarahkan pelaksanaan sistim pengembangan
kesehatan secara inovatif untuk peningkatan mutu
pelayanan kesehatan;

g. membina pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh
untuk kelancaran tugas;

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bldan
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
unit;

i. mengawasi pelaksanaan tugas baik internal dan eksternal
secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan
unit;

j. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

k. mengonsultasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dengan unit terkait melalui pertemuan atau rapat
koordinasi untuk penyatuan pendapat;

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

m. melakukan tugas perbarituan dan tugas lainnya yang
diperintahkan atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 120
Sekretariat  dipimpin  oleh  Sekretaris Dinas yang
melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, program,
keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: |

a. menyusun kebijakan teknis kesekretariatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi di bidang
kesekretariatan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan;

c. melaksanakan tugas di bidang umum dan kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya administrasi umum dan kepegawaian;

d. melaksanakan tugas di bidang program berdasarkan
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk
kelancaran tugas unit;

e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangat:
berdasarkan rencana anggaran satuan kerja ataj
dokumen anggaran satuan kerja untuk tertibnya
administrasi keuangan,;

f. melaksanaan pembinaan teknis kesekretariatan untuk
peningkatan kinerja dan profesionalisme petugas;

g. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk memperoleh petunjulk lebih lanjut;
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h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalui pertemuan atau rapat untuk
penyatuan pendapat;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan. ‘

|
Pasal 122 '
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 terdiri
atas:

a. Kepala Subbagian Program;

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 123
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
pasal 122 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana program berdasarkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman
pelaksanaan tugas unit.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 123, Kepala Subbagian Program menyeclenggarakan

fungsi:

a. menyusun rencana program sesuai kebutuhan unit untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana penggunaan anggaran sesuai program
untuk memenuhi kebutuhan unit;

c. menyusun rencana anggaran satuan kerja berdasarkan
program kegiatan untuk menjadi dokumen anggaran
satuan kerja;

d. melaksanakan Sistim Informasi Kesehatan (SIK)
berdasarkan evaluasi peleksanaan program untuk bahan
informasi dan penyusun kegiatan; |

e. menyajikan rencana anggaran satuan kerja kepada tim
peneliti untuk mendapatkan persetujuan;

f. menyusun dokumen anggaran satuan kerja berdasarkan
rencana anggaran satuan kerja sebagai pedoman
pengelolaan keuangan;

g. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program
dan SIK untuk peningkatan kinerja dan profesionalisme
petugas;

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kkepala-
kepala seksi dan kepala subbagian melalui pertemu
atau rapat untuk penyatuan pendapat; a-[

J- menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal

sebagai bahan evaluasi; dan
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k. melaksanakan tugas lainnya yang diperintankan atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 125

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam pasal 122 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana kegiatar, pengoordinasian, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang
pengelolaan administrasi umum, urusan kerumahtanggaan
perelengkapan / perbekalan, dokumentasi, perpustakaan da
kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas
Kesehatan.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 125, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkarn hasil evaluasi kegiatan tahun
lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah, clisposisi atasan dan petunjul
pelaksanaan sesuai peraturan perundang-uridangan yaﬁ
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedom
pelaksanaan kegiatan; |

c. memberikan petunjuk, arahan dan membagi tugas
kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara
lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan
subbidang di lingkungan dinas baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang
optimal;

e. menyiapkan konsep pedoman naskah dinas bidang
adiministrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai
dengan Kketentuan yang berlaku dan kebijakan yang
ditetapkan atasan;

f. menyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran,
pengurusan kerumahtanggaan, perlengkapan
perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan,
serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas
Kesehatan;

g. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai,
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan
laporan kepegawaian lingkup Dinas Keschatan demi
terciptanya tertib administrasi kepegawaian,;

h. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji
berkala, diklat pegawai, dan pengusulan data kebutuhan
kepegawaian lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan;

1. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang
untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan
kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;



UNT
KERJA

EABAG
HURUM

ASISTEN

| sein

- 43 -

j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang
kekayaan/iventaris Dinas untuk tertib administrasi
pengelolaan barang ager dapat digunakan dengan
optimal;

k. mengoordinir penyelenggaraan perencanaan Kkegiatan
Pendidikan Pelatihan struktural dan diklat bagi aparatur
dinas;

l. mengkoordinir penyusunan daftar pegawai yan
mengikuti dan telah pendidikan dan pelatihan;

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
melalui sistem penilaian yang berlaku;

n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pelaksanaan tugas dan rencana Kkegiatan
subbagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan
bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas subbagian umum
dan kepegawaian kepada Sekretaris Dinas Kesehatan
sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris Dinas Kesehatan baik secara lisan maupu
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancarar
pelaksanaan tugas; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi subbagiari umum dan
kepegawaian.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 127
Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 128 \
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 127 huruf a mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional,
pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang upaya
kesehatan Masyarakat berdasarkan siklus hidup yang
terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan
primer serta jejaring pelayanan kesehatan primer serta
jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 128, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan integrasi layanan primer berbasis siklus
hidup;

b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi,
perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi
kesehatan dan pembercdayaan masayarakat, advokasi
program dan penggalangan kemitraan;
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c. melaksanakan surveilans kesehatan, deteksi dini dan
pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan
kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

d. melaksanakan skrining, penemuan kasus dan faktor
resiko, investigasi dan pengendalian populasi dan/atau
faktor resiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan
kesehatan msyarakat bercasarkan siklus hidup;

e. melakukan pemberian intervensi, peningkatan akses
penyediaan sumber daya dan peningkatan kualita
pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatatF
masyarakat berdasarkan siklus hidup;

f. melakukan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan
kesehatan masyarakat;

g. melaksanakan integrasi dan kolaborasi pelayanan
kesehatan di puskesmas dan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama lainnya;

h. melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat
pada kawasan khusus termasuk Daerah terpencil, sangat
terpencil, perbatasan dan kepulauan;

i. melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan kerja,
kesehatan, olahraga dan kesehatan tradisiorial;

j- melakukan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;

k. melakukan perencanaan dan penjaminan mutu
penyelenggaraan laboratorium kesehatan measyarakat;

l. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaar
kebijakan di bidang kesehatan masyarakat; I

m. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaa
kebijakan di bidang kesehatan masyarakat

n. melakukan pemberian bimbingan teknis pada UPTD;

o. melakukan pengelolaan jabatan fungsional di bidang
kesehatan masyarakat.menyusun laporan pelaksanaan
tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

p. melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagiar. Keenam
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 130
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 130 huruf a mempunyai
tugas merumuskan dan  melaksanakan  kebijakan
operasional, pembinaan teknis dan pengawassan data di
bidang surveilans, kekarantinaan kesehatan di wilayah,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan
dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan
imunisasi dan penyehatan lingkungan
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Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131, Kepala Bidang Pencegahan dan PPengendalian

Penyakit menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan surveilans, deteksi dini, pengendalian
faktor resiko dan koordinasi upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit;

b. melaksanakan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah
dan bencana;

c. melaksanakan kemitraan dalam rangka pencegahan dan
pengendalian penyakit;

d. melaksanakan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan
imunisasi khusus;

e. melaksanakan advokasi pencegahan faktor resiko dalam
rngka pencegahan dan pengendalian penyakit;

f. melaksanakan dan mengkoordinasikan hasil surveilan
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);

g. mengkoordinasikan pelaksanaan laboratorium surveilan
pencegahan dan pengendalian penyakit;

h. melakukan pengembangan inovasi/teknologi tepat gunas
yang mendukung upayya pencegahan dan pengendalian
penyakit;

i. melaksanakan kesehatan lingkungan meiliputi surveilans
faktor resiko, penyehatan air dan sanitasi dasar,
penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan
kawasan dan pengamanan limbah serta adaptasi
perubahan iklim dan kebencanaan;

j. melaksanakan deteksi dini dan respon/penanggulangan

KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta
kesehatan lingkungan pada situasi khusu seperti pada
penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;

k. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan

kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit;

melakukan pemberian birabingan teknis pada UPTD

m. melakukan pengelolaan jabatan fungsional di bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit.

n. melaksanakan evaluasi dan penyusuran lapora
pelaksanaan kegiatan bidang farmasi dan sumber dayf

[—
H

kesehatan;

o. melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi
pelaksanaan tugas dengan atasan dan lintas bidan‘g
terkait; dan ‘

p. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas tidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 133
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Dava Kesehatan
terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 134

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehat
scbagaimana dimaksud dalam pasal 133 huruf & mempuny
tugas merumuskan dan  melaksanakan kebljakﬁ
operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di
bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatar}
dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 134, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya

Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan klinis,
pelayanan penunjang, kegawat daruratan, pengelolaan
perizinan pelayanan kesehatan dan fasilites pelayanan
kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;

b. melaksanakan fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan
kesehatan lanjutan;

c. melaksanakan pengelolaan audit medis/audit k11n1$
rumah sakit dan peleksanaan standar pelayanafa
kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;

d. melaksanakan  pemberian dukungan pelayanan
kesehatan pada penyelenggaran mudik lebaran dan hari
besar keagamaan, kegawat daruratan pra rumah sakiﬁ,
kumpulan masa dan situasi khusus lainnya;

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan
peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di
fasilitas pelayanan kesehatan;

f. melaksanakan pengelolaan pengampuan rumah sakit dan
wahana pendidikan;

g. melaksanakan sertifikasi dan penilaian kesesuaian
sarana produksi dan atau distribusi sediaan farmasi, alat
kesehatam dam atau perbekalan kesehatan ruma
tangga; ‘

h. melaksanakan pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi,
alat kesehatan

i. melaksanakan pengelolaan manajemen kefarmasian dan
pelayanan farmasi klinis;

j. melakukan pengawasan produk dan sarana produks
dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalar
kesehatan rumah tangga;

k. melakukan pengembangan dan penguatan tata kelola
rantau passok sediaan farmasi dan alat kesehatan;

l. melakukan peningkatan penggunan produk sediaan
farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;

m. melakukan pengelolaan pendanaan kesehatan;

n. melakukan perencariaan pengadaan serta
pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;

o. menyelenggarakan pendayagunaan dan pelaksanaat
urusan kesejahteraan tenaga pendukug atau penunjang
kesehatan;

p. melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaaz
kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumbe
daya kesehatan;
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q. melakukan pemberian bimbingan teknis pada UPTD
Dinas Kesehatan;

r. melakukan pengelolaan jabatan fungsional bidang
pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya
kesehatanmenyusun laporan pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atas
untuk kelancaran tugas kedinasan. ‘

BAIB VIII
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA |

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 136
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawal
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepa'a Dinas.

o

Pasal 137
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak
urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif,
Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepad
Daerah. T

Pasal 138
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 137, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai deng
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingku
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kot
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 139
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Kepariwisataan;

Bidang Ekonomi Kreatif;

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

MmO Q0o




"“E;Nj—-—

- 48 -

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 140
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina
mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikar

penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangar
kepariwisataan, ekonomi kreatif, kepemudaan dar
keolahragaaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e e

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 140, Kepala Dinas menyvelenggarakan fungsi:

a. merencakan pengembangan kegiatan pariwisata, ekono
kreatif, @ kepemudaan dan keolahragaan secaré
berkesinambungan untuk peningkatan kualita
kepariwisataan, ekonomi kreatif dan kepemudaan serta
prestasi keolahragaan;

b. menyusun kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi
kreatif, kepemudaan dan keolahragaan sesuai kebutuhaJP
sebagai dasar pelaksanaan tugas ini; |

c. merumuskan kebijakan teknis kegiatan pariwisata,
ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan secar
terpadu untuk pengembangannya,;

d. mengoordinasikan pengembangan pariwisata, ekonomi
kreatif, kepemudaan dan keolahragaan, melalui
mekanisme dan prosedur kerja untuk tertibny
pelaksanaan tugas;

e. mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata,
ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan secara
terpadu; ‘

f. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pariwisata, ekonorr*i
kreatif, kepemudaan dan keolahragaan secara berjenjan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

g. mendistribusikan pelaksanaan tugas sesuai bidan
kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiata.wE
unit;

h. mengawasi pelaksanaan tugas unit secara berkala untuk
efektifitas dan efisiensi kegiatan unit;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas unit secara berjenjang
untuk mengetahui perkembangannya;

j. mengonsultasikan dan rnengoordinasikan pelaksanaai
tugas dengan unit terkait melalui pertemuan atau rapa
untuk penyatuan pendapat;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yan
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuga
kedinasan.

~ =

Bagian Keempat ‘
Sekretariat ‘
|

Pasal 142 |
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Dinas melaksanakat
tugas penatausahaan di bidang perencanaan, program d:ﬂf
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keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peraturar
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

=]

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 142, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan operasional kesekretariatan berdasark
rencana kerja tahunan dan ketentuan yang berl
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada subbagian sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-measing untu
kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan;

c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepad
bawahan di lingkungan sekretariat melalui kasuba
masing-masing sesuai dengan tugas dan tarniggung jawa
yvang diberikan;

d. melaksanakan koordinasi, fasilitas verifikasi dan validas
pengumpulan data umum maupun teknis dalam rangks
penyusunan dokumen perencanaan strategis dar
laporan-laporan (RENSTRA, RENJA, RKA/DPA, LAKPIP,
LKPJ, LPPD laporan semester, laporan bulanan, laporazr
tahunan, dll) sesuai dengan ketentuan dan peratur
yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; ELT

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungzu;

i A =
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sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yan
ada dalam rangka peningkatan Kkinerja;

f. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretarieﬂt
sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk pertanggun;
jawaban dan rencana yang akan datang; dan |

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkar oleh atasarw.

Pasal 144 |

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 terdir*i

atas:

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional. \

\
\

Pasal 145
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 huruf a melaksanakan tugas pengelolaar
perlengkapan dan kepegawaian berdasarkan pedoman untul
kelancaran pelaksanaan tugas.

A=

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 145, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiaz1
menyelenggarakan fungsi:
a. menghimpun kebijaksanaan teknis pengelolaat
perlengkapan dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebaga
dasar pelaksanaan tugas;

b. mengumpul data perlengkapan dan kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai bahan penyusunan program;

c. menyusun rencana pengadaan barang dan rencana
pengadaan pegawai sesuai kebutuhan untuk optimalisas
pelaksanaan tugas unit;

- =
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d. mengelola administrasi umum, perlengkapan d
kepegawaian unit berdasarkan pedoman untu
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. membuat usulan pengadaan barang sesuai kebutuh
untuk kelancaran tugas unit;

f. mengelola urusan rumah tangga unit sesuai petunjuk
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menginventarisir barang-barang unit untuk terti
administrasi;

h. memelihara barang-barang inventaris unit melalui
perawatan untuk menjaga kebutuhannya;

i. menyusun daftar induk pegawai sesuai petunju
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnyz:
adminstrasi kepegawaian;

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaiar
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administras
kepegawaian;

k. mengonsultasikan pelaksaan tugas dengan atasan, bail
lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaar
tugas;

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub
subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatua.$
pendapat; ‘

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain-lain yang diperintahkan ole
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

p2%)
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Bagian Kelima
Bidang Kepariwisataan

Pasal 147
Bidang Kepariwisataan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 148
Kepala Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dala
pasal 147 huruf a mempunysai tugas mengembagkan potensi
obyek dan daya tarik wisata, pengelolaan sarana, prasaran
dan pendapatan pariwisata, , melaksanakan analisa pas
promosi pariwisata, atraksi dan hiburan wisata,
pengembangan SDM Pariwisata dan Pelayanan Informasi
Pariwisata.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 148, Kepala Bidang Kepariwisataan menyeclenggarak

fungsi:

a. merencanakan operasional kegiatan bidang destinasi da
industri pariwisata sesuai kebutuhan untuk menjadi
program unit;

b. membagi tugas pengembangan obyek wisatea, pembinaar
industri pariwisata serta pengelolaan sarana, prasaran
dan perizinan pariwisata sesuai dengan ikhtisar jabataz
untuk mengetahui perkembangannya;

e i
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c. menyusun rencana pelaksanaan pengembangan d
pengelolaan obyek wisata dan kawasan wisata sesuai
morfologi untuk menjamir: keaslian dan kelestarian;

d. mengatur pengelolaan sarana, prasarana dan perizinan
pariwisata sesuai pedoman untuk peningkat
kunjungan wisatawan dan pendapatan asli Daerah (PAD);

e. melakukan pembinaan industri pariwisata melalui
kunjungan/pertemuan untuk pengembangan industri
kepariwisataan;

f. mengevaluasi penerimean pendapatan  pariwisat
di destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan yang ad
untuk maksimalnya pendapatan asli Daerah (PAD);

g. mengevaluasi hasil pemantauan dan pengawasan obye
wisata dan industri pariwisata sesuai jenisnya demi
tertibnya pengembangan kepariwisataan; |

h. melaksanakan pengembangan promosi pariwisata secarg
terpadu baik di dalam maupun di luar negeri sesuai hasil
penelitian untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; ‘

i. melakukan pemberdaysan masyarakat di bidanj
kepariwisataan untuk  meningkatkan  kesadaran,
kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secar
individu maupun kelompok;

=

Pariwisata sesuai kebutuhan untuk meningkatkar
kualitas SDM Pariwisata;

k. mengoptimalisasikan pemanfaatan media komunikasi
pemasaran, baik media cetak maupun meclia elektronik
sesuai analisa pasar untuk meningkatkan citra positif
pariwisata dan naiknya tingkat kunjungan ke obyek
wisata; |

1. mengarahkan pengelolaan pusat informasi dan
menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan d
masyarakat;

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 150
Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 151
Kepala bidang ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalan
pasal 150 huruf a mempunyai tugas dalam pengembangar
ekonomi kreatif berdasarkan petunjuk pelaksanaan daz
petunjuk teknis untuk peningkatan potensi pengembangai
ekonomi kreatif

5 e =

Pasal 152
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151, kepala bidang ekonomi kreatif menyclenggarakan
fungsi:
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a. menghimpun kebijakan tekhnis di bidang pengembang
ekonomi kreatif sesuai kebutuhan sebagai das

pelaksanaan tugas;

b. menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan
program kerja bidang pemasaran, pengembangar
ekonomi kreatif serta fasilitasi hak kekayaan intelektua

dan kelembagaan ekonomi kreatif;

=)
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c. menyelenggarakan koordinasi terkait pengembangan
ekonomi kreatif serta fasilitasi hak kekayaan 1ntelektu41

dan kelembagaan ekonomi kreatif;

d. melakukan pengembangan riset, pendidikan, dan sisterT

pemasarann di wilayah;

e. melakukan fasilitasi pendanaan, pembiayaan serté

pelindungan hasil kreativitas di wilayah;

f. menyusun rencana kegiatan pengembangan ekonomi
kreatif berdasarkan petunjuk teknis untuk menjadi

program unit;

g. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporal{l

pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekono
kreatif sserta fasilitasi hak kekasaan intelektual d

kelembagaan ekonomi kreatif;

?lf

h. menyelenggarakan pengusulan struktur industri kreatﬂf

dan ekonomi kreatif;

i. menyelenggarakan penyusunan pengembangan anahsus

industri kreatif dan ekonomi kreatif;

j- menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan edukad‘i
hak kekayaan intelektual dan kelembagasan ekonomi

kreatif;

k. menyelenggarakan penyusunan database hak kekayaa.h

intelektual dan ekonomi kreatif;

l. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasar
secara lisan maupun tertulis untuk kelancaraﬂd

pelaksanaan tugas;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekreta
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemu

untuk penyatuan pendapat;

n. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi,

dan

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian kedelapan
Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 153

Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri atas:

a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 154

;E

Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaiman
dimaksud dalam pasal 153 huruf a mempunyai tugas poko
dalam pengembangan kepemudaan, keolahragaan,
pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaaaj-l
serta pembinaan kepramukaan berdasarkan minat dan bakat

untuk peningkatan mutu dan prestasi.



Pasal 155 ;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 154, Kepala Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kepemudaan,
keolahragaan dan kepramukaan sesuai kebutuhan
sebagai dasar pelaksanaan tugas; |

b. menghimpun data kepemudaan, keolahragaan d
kepramukaan sesuai kebutuhan untuk mengetahui jer?ilg
dan cabang olahraga; |

c. mengelola data Kkepermmudaan, Kkeolahragaan dan
kepramukaan sesuai jenisnya untuk mengetahui
gambaran keadaan perkemmbangan kegiatan olahraga;

d. menyusun rencana kegiaran kepemudaan, keolahragaan
dan kepramukaan sesuai kebutuhan untuk menjadi
program unit; |

e. melakukan pengembangan minat dan bakat di bidan
kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan melalui
latihan untuk peningkatan prestasi;

f. melakukan pembinaan minat dan bakat kepemudaan,
pelajar, mahasiswa dan masyarakat raelalui pola
kemitraan untuk peningkatan prestasi olahraga; ‘

g. menumbuh kembangkan olahraga tradisional dan
olahraga peyandang cacat melalui ca.bang—cabang
olahraga tertentu utntuk pelestariannya;

h. melakukan pengembangan organisasi kepemudaan,
keolahragaan dan kepramukaan melalui bimbingil
teknis untuk peningkatan sumber daya manusia;

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretrarib
dan kepala kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk
penyatuan pendapat; |

k. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi;
dan

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas ‘
untuk kelancaran tugas kedinasan. ﬂT

=)

BAB IX
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DA
PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 156 |
(1) Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawa
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 157
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak
Urusan Pemerintahan di bidang pangan, pertanian, kelaut
dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tuga
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
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Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalanﬁ

Pasal 157, Dinas mcnyelenggdrakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

b. melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingku
tugasnya,

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan hngkup
tugasnya; dan

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kot?
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 159
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: |
Kepala Dinas;
Sekretariat;

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; |
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
Bidang Peternakan;

Bidang Pertanian;

Bidang Kelautan dan Perikanan; dan ‘
Kelompok Jabatan Fungsional.

TR0 o

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 160 |
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15¢
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tuga
Pemerintah Daerah di bidang pangan, pertanian ssert:
kelautan, perikanan berdasarkan peraturan perundang
undangan untuk kelancaran tugas.

LIS o ¥

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 160, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan kegiatan di bidang kelautan perikanan dat
pertanian berdasarkan pedoman untuk peningkatazi
pembangunan di bidang kelautan perikanan dar
pertanian;

b. merumuskan kebijakan teknis operasional bidan
kelautan perikanan dan pertanian secara menyelurul
sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit;

c. mengorganisir pelaksanaan tugas di bideang kelautar
perikanan dan pertanian berdasarkan system dazr
prosedur untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit;

d. mengendalikan pelaksanaan teknis operasional bidang
kelautan perikanan dan pertanian secara terpadu untuk
peningkatan mutu pelayanan;

e. mengarahkan program kelautan perikanan can pertanian
sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
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f. membina pelaksanaan tugas di bidang kelautan
perikanan dan pertanian secara menyeluruh kelancaran
tugas unit; |

g. memberikan pelayanan perizinan di bidang kelautan
perikanan dan pertanian sesuai ketentuan untuk
menjamin kepastian hukum;

h. mengawasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh untuk
efektifitas dan efesiensi kegiatan unit;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas unit melalui rapat
evaluasi untuk mengetahui perkembeangan hasil
pelaksanaan tugas; ‘

j- mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut; T

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan pihak
terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan
pendapat;

l. mendistribusikan pelaksanaan tugas perencanaar
kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnyfl
pelaksanaan tugas;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkalfa
sebagai bahan evaluasi; dan

n. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yan;
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
kedinasan; |

Bagian Keempat
Sekretariat

|
|

Pasal 162 |

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas penatausahaan di bidang perencanaen, program,
pelaporan, kepegawaian, perlengkapan dan kearsipan
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 162, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunai
program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dat
kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaat
tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

= = 2

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman wuntuk tertibnya administrasi
keuangan,;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangat
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan,;

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawai
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekni
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;

o
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f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiat
unit;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepa_la
kepala bidang melalui pertemuan/rapat untuk penyatuatg
pendapat;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jo
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 164
Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 162 terdiri atas:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

dimaksud dalam pasal 164 huruf a mempunyai tuga
melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan, kearsipar
dan administrasi kepegawaian berdasarkan pecloman untu
kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 165
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagauma

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 165, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiar

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang perlengkapan
kearsipan dan badan administrasi kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;

c. melaksanakan pengelolaan inventarisasi barang dar
pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkar
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;

d. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai
ketentuan untuk keutuhannya;

e. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebaga
bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian;

f. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;
membuat daftar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk
diusul musnahkan;

h. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

i. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban;

j. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanan tugas unit;

(==

(==

-




UNIT
| KERJA

[ KABAG

| HUKbM
—1

ASISTEN

| SEKDA

-57 -

k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunju
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibny.
administrasi kepegawaian; ‘

l. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian

melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk

tertibnya administrasi kepegawaian; |

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasamn,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala sub bagian melalui rapat/perternuan untu*(
beroleh penyatuan pendapat; |

o. menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi;
dan

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan. |
|

Bagian Kelima
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 167
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangar
sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan periyusunan dan pelaksanaat
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dat
evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan

|

= Iy

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad:

Pasal 168, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangat

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang
ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakar
Daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribus
pangan;

c. menyiapkan pelaksanaan  kebijakan di = bidan
ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan
di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;

e. menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan
pangan dan distribusi pangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporat
kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribus
pangan; dan

g. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

=

e

o
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Bagiar: Keenam
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 170
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok jabatan fungsional. ‘
Pasal 171 1
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangat
sebagaimana dimaksud dalara pasal 170 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan da_P
evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan parigan

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 171, Kepala Bidang Konsumsi dan keamanan pangan

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi
dan keamanan pangan,;

b. menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan
Daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan;

c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumég
dan keamanan pangan; \

d. memberikan pendampingan pelaksanaan Kkegiatan dl
bidang konsumsi dan keamanan pangan;

e. menyiapkan pemantapan program di bidang konsuméfl
dan keamanan pangan;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporah
kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan

g. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagiar: Ketujuh ‘
Bidang Peternakan |

Pasal 173
Bidang Peternakan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 174
Kepala Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalan
pasal 173 huruf a mempunyai tugas di bidang pengembangat
peternakan berdasarkan peraturan perundang-undangas
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

o Qs =

Pasal 175
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 174, Kepala Bidang Peternakan menyelenggarakan
fungsi:
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pengembang
peternakan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksana
tugas;
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b. menghimpun data peternakan sesuai jenis untuk
mengetahui perkembangan ternak;

c. menyusun rencana kegiatan pengembangan peternakan
sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

d. mengembangkan peternekan melalui budidaya untuk
peningkatan populasi terriak;

e. meningkatkan populasi ternak melalui penerapan paket
inseminasi bantuan untuk peningkatan mutu ternak;

f. melaksanakan penerapar teknologi peternakan melalui
penyelidikan untuk menjamin kesehatan veteriner; ‘

g. mengkoordinir pengawasan mutu dan perederan bibit dan
pakan ternak/hijauan pakan;

h. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran
hewan dan produk hewan diDaerah;

i. melaksanakan pengawasan kesehatan hewan rnelalu1
penyelidikan untuk menjemin kesehatan veteriner; ‘

j. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan melalui vaksinasi dan pengobatan untuk
kesehatan hewan; ‘

k. mengkoordinir dan melaksanakan fasilitasi promosi dan
pemasaran hasil peternakan melalui pameran/expo;

l. mengawasi pengolahan, mutu dan standarisasi serta
pemasaran hasil peternakan;

m. mengonsultasikan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalu rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

o. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai bidang untuk kelancaran tugas;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

\
Bagian Kedelepan
Bidang Pertanian

Pasal 176
Bidang Pertanian terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 177
Kepala Bidang Pertanian sebegaimana dimaksud dalam pasal
176 huruf a mempunyai tugas di bidang pengembang
tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan peratur
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Pasal 178
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 177, Kepala Bidang Pertanian menyelenggarakan
fungsi: |
a. menghimpun aturan atau kebijakan tekniw‘s
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura sesuep

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; |
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menyusun rencana kegiatan pengembangan pertaniap
sesuai kebutuhan untuk menjadi program bidang; ‘
menghimpun data pertanian meliputi potensi lahan,
produksi, alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, beflli]'-
dan sarana prasarana pertanian lainnya melalui survey
dan analisa; ‘
mengelola data potensi lahan pertanian sesuai jenis dan
klasifikasi untuk mengetahui perkembangannya serta
hasil analisa usaha taninya; ‘
mengkoordinir dan melaksanakan ubinan tanaman
pangan dan hortikultura untuk mengetahui hasil
produksi dan produktifitas masing-masing komoditas;
mengawasi mutu dan mengendalikan penyediaan serta
peredaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
mengkoordinir pelaksanaan penyediaan ben:h unggul;
mengembangkan dan mengawasi penggunaan prasaranfl
dan sarana pertanian;

mengkoordinir dan melaksanakan penanggulangan sert
pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) d
bencana pertanian lainnya; |
melayani penerbitan izin wusaha dan pemberian
rekomendasi/surat keterangan di bidang pertanian;
mengkoordinir dan melaksanakan fasilitasi promosi dafx
pemasaran hasil pertanian melalui pameran/expo;
mengawasi pengolahan, mutu dan standarisasi serta
pemasaran hasil pertanian; |

. mengawasi pelaksaanaan program dan kegiata.*n

di lingkungan bidang; ‘
melakukan pengendalian, evaluasi pelaksanaan prograrF
dan kegiatan di lingkungan bidang; |
melakukan koordinasi dengan instansi terkait baiﬁ(
tingkat Daerah, provinsi, regional dan pusat;
mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu
pendapat;

mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawah
sesuai seksinya untuk kelancaran tugas;

menyampaikan laporan secara berkala, saran da
pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langka
atau tindakan yang perlu dilakukan di bideng pertani
sebagai bahan evaluasi; dan

melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kesembilan
Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 179

Kepala Bidang; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 180
Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 179 huruf a mempunyai tugas
meningkatkan produksi hasil tangkapan, meningkatkap
sarana dan prasarana penangkapan ikan, peningkatan
sarana pokok dan penunjang tempat pelelangan ikan,
pangkalan pendaratan ikan, kepelabuhanan perikanan sert
menyelenggarakan sistem informasi statistik perikana
tangkap, statistic Pelabuhan perikanan, pengawasaF

pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan sert
pengembangan teknologi penangkapan ikan

Pasal 181 ‘
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 180, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan
menyelenggarakan fungsi: |
a. menyusun rencana program/kegiatan pengembangan

sumberdaya,; |
b. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulaq,
pengolahan dan penyajian; |
c. merencanakan program modernisasi armad

penangkapan ikan, restrukrisasi alat tangkap dan alat
bantu penangkapan ikan,; |
d. merencanakan peningkatan produksi hasil tangkapafl

ikan;
e. merencanakan peningkatan sarana dan teMoloéi
penangkapan ikan; |
f. merencanakan peningkatan prasarana pendaratan ikan;J
merencanakan program pengembangan kelautan, pesis Ir

dan peningkatan daya saing; |
h. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengembangafl
perikanan tangkap; ‘
i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
dengan instansi yang terkait; ‘
j- melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingku
bidang kelautan dan perikanan tangkap; dan
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan kepalb
dinas.

BAB X
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 182
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 183
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
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Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

pasal 183, Dinas mcnyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya; 1

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan |
lingkup tugasnya;

d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingku
tugasnya; dan

e. melaksanakan fungsi lair yang diberikan oleh Wali Kot
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua ‘
Susunan Organisasi ‘

Pasal 185 ‘

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: \

Kepala Dinas; |
Sekretariat; ‘
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH; ‘
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatar
Kapasitas;
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemsakab
Lingkungan Hidup; dan |
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

ao o

o

Bagian Ketiga |
Kepala Dinas

Pasal 186 ;
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 hurHlf
a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup berdasarka.P
peraturan perundang-undangan.

Pasal 187 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaxTL

Pasal 186, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menetapkan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidu
berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang da
rencana kegiatan Sekretariat;

b. membuat perumusan kebijakan teknis bida
Lingkungan Hidup berdasarkan kewenangan yang ada;

c. memberikan pelayanan di bidang operasionel kebersih
pertamanan, pengelolaan limbah domestik dan saran
dan prasarana;

d. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai
bidang tugasnya;

e. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

f. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta
pengawasan kepada bawehan;

g. memeriksa hasil kerja bawahan;




-63 -

h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja
bawahan;

i. menyampaikan laporan pertanggungjaweban kinerj
kepada Wali Kota; dan

j- melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan olep
atasan.

\
Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 188
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai

tugas melaksanakan penatausahaan di bidang perencana
program, pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipa
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk
kelancaran pelaksanaan tuges. |

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 188, Sekretaris Dinas rnenyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja Dinas Lingkungan Hidu
berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang da
rencana kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas
Lingkungan Hidup berdasarkan laporan hasil kegiat
masing-masing Bidang dean Sekretariat; %

S

c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tug
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta
pengawasan kepada bawzhan; |
memeriksa hasil kerja bawahan,;
melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
melaksanakan  pengelolaan urusan umum da
perlengkapan;
melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
melaksanakan pengelolaan urusan data dan informasi;
mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja
bawahan; dan
k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh
atasan.

ok od- W

Pasal 190
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Keuangan;
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 191
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 190 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan
keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis untuk kelancaran peleksanaan tugas unit.
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Pasal 192
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 191, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakati
fungsi:
a. menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Keuanga
sebagai bahan penyusunen rencana kegiatan Sekretariat;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Keuangai
sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatai
Sekretariat;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tuga
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis sertr

= =]

=]

=y

7]

pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan;

f. menyusun rencana eanggaran biaya rutin da+1
pembangunan; \

g. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berla
dan pedoman yang telah ditetapkan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan,;

i. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instan$i
pemerintah;

j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerjh
bawahan; dan |

k. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh
atasan.

dimaksud dalam Pasal 190 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai
petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya%
administrasi kepegawaian. ‘

Pasal 193
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman

Pasal 194 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaljn

Pasal 193, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawala.b

menyelenggarakan fungsi: ‘

a. menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Umum d
Kepegawaian sebagai bahan penyusunan renc
kegiatan Sekretariat;

b. menyusun laporan hasil kegiatan Subbagian Umum dab
Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil
kegiatan Sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas
bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis ser
pengawasan kepada bawahan;

e. memeriksa hasil kerja bawahan,

f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan d
mutasi pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

g. menyiapkan data kepegawaian;

h. membuat laporan kepegawaian;

i. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan
kesejahteraan pegawai;

j- melaksanakan urusan surat-menyurat;
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k. melaksanakan pengetikan surat menyurat d
penggandaan naskah Dinas;

I. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga d
perlengkapan kantor;

m. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalan
Dinas dan protokol;

n. mengevaluasi dan mempertanggungjawabken hasil kerj
bawahan; dan

o. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleTx
atasan.

Bagian Kelima
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Pasal 195
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan |
b. Kelompok Jabatan Fungsional. |

Pasal 196 ‘
Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH sebagaiman
dimaksud dalam pasal 195 huruf a mempunyai tug
mengkoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata
yang terkait dengan penataan dan penaatan lingkung
hidup, serta memastikan kebijakan, program dan kegiat
terkait lingkungan hidup sesuai dengan peraturam dz..;
ketentuan yang berlaku. ‘

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 196, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPL

menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan dan mengkoordinasikan program sert
kegiatan penataan dan penaatan PPLH;

b. mengawasai pelaksanaan kebijakan dan peraturan terkait
lingkungan hidup untuk memastikan kepatuhan

c. menyusun pedoman dan standar operasional di bid
penataan dan penaatan PPLH;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada instansi
atau pihak terkait agar menerapkan peratur
lingkungan hidup dengan baik;

e. mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi
data serta informasi yang berkaitan dengan kondisi da
kualitas lingkungan;

f. mengkoordinasikan inventarisasi data dan informasi
sumber daya alam;

g. merumuskan inventarisasi penyusunan data pengelola
lingkungan;

h. melakukan penyusunan dokumen RPPLH;

i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPL
dalam RPJP dan RPJM;

j- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
RPPLH;

k. menentukan daya dukung dan daya tampurng lingkungan
hidup;
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a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

a. melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampabh;
b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas

- 66 -

l. melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yan
berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan

m. menyusun  kajian lingkungan  hidup  strategis,

mengkoordinir dan memantau pelaksanaan sert
melakukan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;

n. merumuskan penyusunan instrumen pencegah
pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup (
Amdal- UKL-UPL, izin lingkunganm Audit LH, anali
resiko LH);

o. mengkoordinasikan penilaian terhadap dokumen

lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

p- merumuskan penyusunan tim kajian dokumen

lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim
pakar dan konsultan);

q. merumuskan penyusunan kebijakan tentang tata carra

pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengadmap
masyarakat;

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izi
perlindungan dan pengelclaan lingkungan hidup;

s. mengkoordinir penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil
verifikasi pengaduan;

t. merumuskan pengkajian dampak lingkungan da
pengawasan jenis usaha/kegiatan dan penyusunatn
kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan;

r. mengkoordinir fasilitasi penerimaan pengaduan ataF

u. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil keqF

bawahan; dan

v. melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh

atasan. ‘

Bagian Keenam |

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan
Kapasitas

Pasal 198
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan
Kapasitas terdiri atas:

Pasal 199
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal
198 huruf a mempunyai tugas melaksanakar. Pengelolaan
Limbah Domestik berdasarkan peraturan perundang-

Pasal 200
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 199, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
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\
merumuskan kebijakan pengurangan sampah; |

melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampal
kepada produsen, penggunaan bahan baku produksi d
kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur
ulangan sampah serrta penyediaan fasilitas pendaur
ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dap
produk kemasasan produk;

a0

e. melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah; |

f. mengoordinasikan pemilaham, pengumpulan,
pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;

g. mengadakan sarana dan prasarana penangsnan sampah;

h. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, dam TPA sampah;

(e

melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan
akhir dengan sistem pembuangan open dumiping; ‘
j. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap
darurat pengelolaan sampah; |
k. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan
penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam sat
Daerah; ‘
l. melaksanakan perizinan, pemantauan dan pengawasan
penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Daerah;
m. melaksanakan  penyusunan  kebijakan perizinan
pengumpulan dan pegangkutan limbah B3 (pengajuan,
perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu
Daerah;
n. melaksanakan perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bagian Ketujuh ]
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan |
Lingkungan Hidup |

Pasal 201 ‘
Bidang Pengendalian Pencemaran dan KerusakaL
Lingkungan Hidup terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 201
huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, dan
melaksanakan kebijakan teknis mengenai pemantauan
lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 203
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202, Bidang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan
Hidup menyelenggarakan furigsi: ‘
a. melaksanakan pemantauan Kkeruskalan lingkungan,
sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air,
udara, tanah serta pesisir dan laut;
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b. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dah
mutu sumber pencemar; |

c. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian
informasi, pengisolasian serta penghentian) sumb
pencemar institusi dan non isntitusi;

d. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan,
remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar
institusi dan non institusi;

e. melakukan pengembangan sistem informasi kondisi,
potensi dampak dan pemberian peringatan akan
pencemaran atau kerusakaan lingkungan hidup kepada
masyarakat;

f. melakukan penyusunaan kebijakan pembinaan terhadap
sumber pencemar institusi dan non institusi;

g. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendaéu
hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non
institusi;

h. melakukan penyediaari sarana dan prasarana
pemantauan lingkungan ;

i. melakukan penetuan  kriteria  baku kerusaka#l
lingkungan;

j. melaksanakan penanggulangan (pemberian informas*,
pengisolasian serta penghentian) keruskan lingkungan; |

k. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi,
rehabilitasi dan restorasi kerusakan lingkungan;

1. melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan sumbdr
daya alam;

m. melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan
konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian
kerusakan keanekaragaman hayati; |

n. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
konservasi keanekaragaman hayati;

o. melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan
keanekaragaman hayati; dan

p. melakukan pengembangan sistem informasi dan
pengelolaan database keanekaragaman hayati.

BAB XI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 204
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 205
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak
Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempu
Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah d
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
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Pasal 206
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 205, Dinas mcnyclenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; |
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya |
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lmgku.p
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua |
Susunan Organisasi ‘

|
Pasal 207 |
Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri atas: |
Kepala Dinas; ‘
Sekretariat;
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan4
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan I—Ia.k
Anak; w
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

oo o

e ™

Bagian Ketiga |
Kepala Dinas ‘

Pasal 208 ‘
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 huruf
a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan Daerah
bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 208, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program dan kegiatan badan dalam jangk:
pendek, menengah dan jangka panjang;

b. menyelenggarakan urusan tata usaha perkantoran yan;
meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusat
keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;

c. merumuskan kebijakan teknis pengendalian penduduk
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dazi
perlindungan anak;

d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional yan
meliputi Bidang pengendalian penduduk, keluarg
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungar
anak;

e. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarg
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungar
anak;
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f. menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umurﬁ
kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

menilai prestasi kinerja bawahan; \
melaksanakan sistem pengendalian intern; ‘
melakukan pembinaan terhadap unit pelaiksana teknis
dalam lingkup tugasnya; dan

J- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. ‘

=g

Bagian Keempat
Sekretariat
Pasal 210 j

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urus:}

perencanaan program Kkegiatan, tata laksanes, keuang
umum perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 211 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarT

Pasal 210, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun, mengoordinasikan, perencanaan dan
pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan ruma]h
tangga dinas; |

b. mengoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi taté
laksana Dinas;

c. mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaia !
administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi d
rumah tangga Dinas; |

d. menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat dan
penyelenggaraan penyusunan dokumentasi; ‘

e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencan
rencana program dan kegiatan tahunan maupun lim
tahunan pada dinas; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 212
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Keuangan;
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 213
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 212 huruf a mempunyai tugas membantu Sekretari F

=)

dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalia
perbendaharaan, pengelolaan administrasi sert
pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 213, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarak
fungsi:

Pasal 214
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dinas; |

i
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b. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan

bendaharawan dinas;

melaksanakan administrasi gaji pegawai lingkup dinas;

melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawab

pengelolaan keuangan dinas;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugaTs
dan fungsinya; dan |

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

o

Pasal 215
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 212 huruf b mempunyai tugas di
bidang  penyelenggaraan  administrasi umum  da
kepegawaian.

Pasal 216
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaq‘l
Pasal 215, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi: |
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerjf‘i
subbagian umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan dinas;
c. melaksanakan pengelolaan wurusan surat menyurat,
kearsipan, hukum, kehumasan dan urusan umum
lainnya;
d. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
e. melaksanakan penyusunan bahan laporan dan evaluasi
pelaksanaan tugas subbicdang umum dan kepegawaian; ‘
f. menyiapkan bahan laporan tindak lanjut pengawas
fungsional,;
g. melaksanaan koordinasi cengan unit kerja lainnya sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 217
Bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana terdiri
atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 218
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarg
Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 huruf
mempunyai tugas membantu kepala dinas dala
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalia
penduduk dan keluarga berencana.
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Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarh

Pasal 218, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk da{l

Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

c. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusuna.n
rencana program Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

d. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; ‘

e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui
penyuluhan, advokasi, dan penggerakan;

f. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteri
(NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana melalui penyuluhan, advokasi, dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

g. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijaka‘
pemerintah Daerah dalam rangka pengendealian kua]itaF
penduduk;

h. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter)
pengendalian penduduk; |

g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran sert
organisasi kemasyarakatan di tingkat kota di bidan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengendalian penduduk cdan keluarga berencana melalui
penyuluhan, advokasi, dan penggerakan b1clang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidan

pengendalian penduduk cdan keluarga berencana melalui

penyuluhan, advokasi, den pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; |

melakukan pembinaan pejabat pelaksana; dan ‘

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasT

= gt i

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 220
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 221
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg
sebagaimana dimaksud dalara pasal 220 huruf a mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanaka
kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahtera.
keluarga.
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Pasal 222 \

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 221, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunaqﬁ
rencana program bidang ketahanan dan kesejahteraalp
keluarga;

b. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang
kesejahteraan keluarga, ketahanan remaja, balita dan
lansia; ‘

c. pelaksanaan kebljakan teknis Daerah di bldang
ketahanan remaja;

d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang bina
keluarga lansia dan rentan;

e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang
pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha m1krp
keluarga;

f. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedu
dan kriteria di bidang kescjahteraan keluarga, ketahan
remaja, balita dan lansia;

g. pelaksanaan pemantauen dan evaluasi di bidan
kesejahteraan keluarga, ketahanan remaja, balita dan
lansia; |

h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kesejahteraan
keluarga, ketahanan remsja, balita dan lans:a;

i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan |

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak
Anak

\
Pasal 223 |

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

terdiri atas:

a. Kepala Bidang; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 224
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuh
Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 huruf
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dal
melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdaya
perempuan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 224, Bidang Pemberdayaan Perempuan d

Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan
rencana program bidang pemberdayaan perempuan dan
pemenuhan hak anak;

b. menyiapkan penguatan pelembagaan pengarusutamaan
gender dan pelembagaan pemenuhan hak anak;
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menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
menyiapkan penguatan dan pengembangan lembag
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
menyiapkan  perumusan = kebijjakan = pelaksana
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi,
politik, hukum, kualitas keluarga dan pengdrusutamaa_rp
gender;

menyiapkan  perumusan  kebijakan pelaksanaal?
pemenuhan kesehatan dasar anak, ke se_]ahtera
lingkungan keluarga, tumbuh kembang anak dalp
pengasuhan alternatif; \
menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial,
ekonomi, politik, hukum, kualitas keluarga da
pengarusutamaan gender;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, ekonomi, politik, kualitas keluarga d
pengarusutamaan gender; aﬂl
menyiapkan forum koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pemenuhan Kkesehatan dasar an
kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumbuh kemban
anak dan pengasuhan alternatif;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapa.lL
kebijjakan pelaksanaan pemenuhan kesehatan das
anak, kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumb
kembang anak dan pengasuhan alternatif;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijak
pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang sosial,
ekonomi, politik, hukum, kualitas keluarga d:i
pengarusutamaan gender;

pelaksanaan pemenuhan kesehatan dasar anak,
kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumbuh kemban;
anak dan pengasuhan alternatif;

U

-

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaar
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi
politik, hukum, kualitas keluarga dan pengarusutamaar
gender;
menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dar
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhar
kesehatan dasar anak, kesejahteraan, lingkungazr
keluarga, tumbuh kembang anak dan pengasuhar
alternatif;

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerap
kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, kualitas keluarg,
dan pengarusutamaan gender;

pemantauan, analisis, evealuasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pemenuhan kesehatan dasa;
anak, kesejahteraan, lingkungan keluarga, tumbu
kembang anak dan pengasuhan alternatif; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasa
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

~
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Bagian Keenam
Bidang Perlindungar: Perempuan dan Anak

Pasal 226
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

\
\
\

Pasal 227 |
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anaj:
sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 huruf a mempunyai
tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan
kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan d
anak.

Pasal 228 \

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 227, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan An

menyelenggarakan fungsi: |

a. menyiapkan pelaksanaari dan koordinasi penyusunan
rencana program bidang perlindungan perempuan dan
anak; ‘

b. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembag:
penyedia layanan perlindungan pererapuan da
perlindungan khusus anak;

c. menyiapkan Perumusan  kebijakan  perlindungan
perempuan dan perlindungan khusus anak di bidang
pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dalam
rumah tangga, ketenagekerjaan, situasi darurat dan
situasi khusus, eksploitasi, serta tindak pidana
perdagangan orang; ‘

d. menyiapkan Perumusan kebijakan pengumpula.q,
pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan
perempuan, anak dan informasi gender; }

e. menyiapkan forum koordinasi perlindungan perempuat
dan perlindungan khusus anak di bidang pericegahan dar
penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga,
ketenagakerjaan, situasi darurat dan situasi khusus,
eksploitasi, serta tindak pidana perdagangar orang;

f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan
khusus anak di bidang pencegahan dan penanganan
tindak kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan
situasi darurat dan situasi khusus, eksploitasi, sert:
tindak pidana perdagangan orang;

g. menyiapkan Kkoordinasi dan sinkronisasi penerapat
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dar
penyajian data kekerasan perempuan, anak dan informas
gender;

h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak
di bidang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan
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dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darura
dan situasi khusus, eksploitasi, serta tindak pidan:
perdagangan orang;
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i. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakar
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datz
kekerasan perempuan, anak dan informasi gender;

OB

= =]

supervisi penerapan kebijakan perlindungan perempuar
dan perlindungan khusus anak di bidang pericegahan dar
penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga
ketenagakerjaan, situasi darurat dan situasi khusus,
eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang;

k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasar
perempuan, anak dan informasi gender;

l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dar
pelaporan pelembagaan dan penerapan kebijakar
perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak
di bidang pencegahan dar penanganan tindak kekerasar
dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darura
dan situasi khusus, eksploitasi, serta tindak pidanse
perdagangan orang;

m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan
perempuan, anak dan informasi gender; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasah
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; |
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BAB XII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Urmum

Pasal 229

(1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Pra a dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 230
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkar
Peraturan Daerah dan produk hukum Daerah lainnya sert:
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat.

e

Pasal 231
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 230, Satuan Polisi Pamong Praja menyeclenggarakazi
fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengen lingkup
tugasnya; dan
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 232
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
Kepala Satuan;
Sekretariat;
Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
Kelompok Jabatan Fungsional. ‘

me Qo op

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Kepala Satuan

Pasal 233
Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 23
huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tug
di bidang penegakan produk hukum Daerah, ketertib
umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatqr
dan perlindungan masyarakat.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 233, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan
teknis di bidang penegakan produk hukum Daerah,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber
daya aparatur dan perlindungan masyarakat;

b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan
penegakan produk hukum Daerah, ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, sumber daya eparatur dan
perlindungan masyarakat serta norma-norma yang
berlaku; dan

c. menyelenggarakan pembinaan dan  pengendalian
pelaksanaan kebijakan teknis penegakan produk hukum
Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 235
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan
tugas penatausahaan di bidang program, umum, kearsipan,
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk kelencaran pelaksanaan tugas.
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Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 235, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan

program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaiar
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk

menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan

administrasi keuangan, pengelolaan aset, kearsipan dan

administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk

tertibnya administrasi keuangan;

d. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk

peningkatan kinerja aparatur;

e. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut; |

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal#

bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan

pendapat;

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan

untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

=)

Pasal 237

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 terdiri
atas:

a. Kepala Subbagian Prograrn; dan

b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan

Kepegawaian.

Pasal 238
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 237 huruf a mempunyai tugas melaksanakar
penyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaar
dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tuga
unit.

[/ e .

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 238, Kepala Subbagian Program menyzlenggarakan
fungsi:
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra),
rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah
(LKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun terulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala
kepala subbagian melalui pertemuan/ rapat untuk
penyatuan pendapat;
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e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan olch atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 240

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf
b mempunyai tugas meleksanakan tugas pengelolaan
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan
kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum,
perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 240, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umzirl

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan
kepegawaian  sesuai kebutuhan  sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana  pengelolaan
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan
dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
kelancaran tugas unit;

c. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

d. melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;

e. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai
ketentuan untuk keutuhannya;

f. mengelola kearsipan sesuai jenis/ kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan rnempermudah pencariannya;

g. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;

h. melakukan pemusnahan asip melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

i. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

j- membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuh
untuk kelancaran pelaskanaan tugas unit;

k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;

l. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/ rapat untuk
penyatuan pendapat;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan
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p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 242
Bidang Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:
Kepala Bidang;
Kepala Seksi Kemitraan,;
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

oo

Pasal 243
Kepala Bidang Ketentramar: dan Ketertiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal 242 huruf a mempunyai tugas
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan
penyelenggaraan ketertibari umum dan ketentraman
masyarakat serta kerja sama.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 243, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta
kerjasama;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama; dan

c. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama.

Pasal 245
Kepala Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksuc dalam pasa
242 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara horizont
maupun vertikal dengan memperhatikan hirarki birokraiji
dan kode etik profesi.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 245, Kepala Seksi Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan pengkajian program Kkerja bidang
ketentraman dan ketertiban umum;

b. menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan
organisasi/lembaga/tokoh masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada
Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana kerja dalam rangka kerja sama dengan instansi
terkait;

d. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi program lintas
kabupaten/kota, Kepolisian Republik Indonesia dan
lembaga-lembaga vertikal maupun horizontal dalam
upaya pemenuhan ketertiban dan ketentraman
masyarakat;
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e. mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait
sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas pengamanan, ketertiban dan
ketentraman masyarakat;

f. menyelenggarakan pengolahan penyajian data serta
analisa dan evaluasi pada bidang ketentraman dan
ketertiban;

g. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi
penindakan pelanggaran Peraturan Daerah sebagai dasar
koordinasi dengan instansi terkait;

h. menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilen kebijakan;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat; dan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 247
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam pasal 242 huruf ¢ mempunyai tugas
di bidang penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
operasi serta pengendalian ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 247, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan penyusunan program Kkerja Seksi Operasi
dan Pengendalian;

b. melaksanakan pengamanan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara,;

c. melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. melaksanakan patroli operasi dan pengendalian
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi di bidan;
operasi dan pengendalian ketertiban umum da_F
ketentraman masyarakat;

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahar: staf sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakari;

g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi
operasi dan pengendalian;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

-

Bagiari Keenam
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 249
Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah terciri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
c. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat; dan
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d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 250
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 huruf a mempunyai
tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan
penegakan produk hukum Daerah.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 250, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan pengkajian bahan keb:;jakan teknis
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
kerjasama,;

b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penegakan
produk hukum Daerah; dan \

c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan
produk hukum Daerah.

Pasal 252
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 249 huruf b mempunyai tugas pokok
di bidang penegakkan undang-undang tentang penyelidikan
dan penyidikan berdasarkan petunjuk dan peleksanaan dan
petunjuk teknis.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 252, Kepala Seksi Penyelidikan dar Penyidikan

menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dan
pengusutan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya;

b. menyelenggarakan tata administrasi penyelidikan dan
penyidikan serta menyiapkan teknis pelaksanaan
penyelesaian ke badan peradilan atau iastansi yang
berwenang;

c. melaksanakan penggeledahan dan pembongkar
terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan ketertib
umum,;

d. melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;

e. melaporkan hasil penyidikan kepada atasan untuk
ditindaklanjuti;

f. melaksanakan pengawasan kedalam dan ke uar terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan
keputusan Wali Kota;

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas.
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Pasal 254
Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 huruf ¢ mempunyai tugas pokok
melaksanakan tugas di bidang pembinaan masyarakat
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 254, Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan  pembinaan  terhadap  masyarakat
pelanggar peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota
melalui kegiatan operasi maupun non kegiatan operasi;

b. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat terkait
dengan aturan- aturan yang tertuang dalam peraturan
Daerah dan peraturan Wali Kota;

c. mengoordinasikan upaya pembinaan ketentraman dan
ketertiban bagi masyarakat melalui perangkat kelurahan
dan kecamatan di wilayah Daerah;

d. melaksanakan konsultasi, mediasi serta memberikan
motivasi kepada masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat yang taat terhadap peraturan Daerah dan
peraturan Wali Kota;

e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi, '

f. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 256

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

a. Kepala Bidang;

b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan
dan Mitigasi;

c. Kepala Seksi Pemadamar dan Penyelamatan Kebakaran;
dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 257
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana
diamaksud dalam pasal 256 huruf a mempunyai tugas
menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi,
komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat,
kesiapsiagaan dan mitigasi, pemadaman dan penyelamatan
kebakaran.
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Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 257, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. menyelenggarakan bahan kebijakan, mediasi, komunikasi
dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi
peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan
masyarakat, kesiapsiagaan dan mitigasi, pemadaman dan
penyelamatan kebakaran;

b. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi
pengerahan sumber daya manusia satuan perlindungan
masyarakat, kesiapsiagaan dan mitigasi, pemiadaman dan
penyelamatan kebakaran;

c. menyelanggarakan kegiatan pencegahan, pengendalian,
pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan
berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;

d. menyelenggarakan penyeclamatan dan evakuasi pada
kejadian darurat non kebakaran,;

e. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang
kebakaran;

f. menyelenggarakan  jabatan  fungsional pemadam
kebakaran dan jabatan fungsional analis kabakaran;

g. menyelanggarakan operasi pencarian dan pertolongan
terhadap kondisi membahayakan manusia, selain
kecalakaan dan bencana; dan

h. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan
kebakaran secara terintegrasi;

Pasal 259
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan dan
Mitigasi sebagaumana dimakasud dalam pasal 256 huruf b
mempunyai tugas fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan
perlindungan masyarakat serta penyusunan perumus
kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaa
Hansip/Linmas/ Kelurahan, Matrik Hansip/Linmas sert
pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 259, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat,

Kesiapsiagaan dan Mitigasi menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana operasional, kebijakan teknis dan
pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat,
Kesiapsiagaan dan Mitigasi;

b. menyusun program kerja di bidang Perlindungan
Masyarakat, Kesiapsiagaan dan Mitigasi;

c. melaksanakan penyusunan perumusar kebijakan
di bidang teknis Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan
dan Mitigasi,

d. memberikan dukungan dan pembinaan teknis di bidang
Perlindungan Masyarakat, Kesiapsiagaan dan Mitigasi;

e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan, pelatihan,
pengerahan dan pengendalian hansip/linmas guna
meningkatkan keterampilan dalam usaha membantu
menyelamatkan dan evakuasi korban bencana;
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f. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan
perlindungan masyarakat, kesiapsiagaan dan mitigasi
dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketenangan dan
kenyamanan hidup masyarakat;

g. mengoordinir mengerahkan dan mengendalikan anggota
hansip/linmas dalam satu operasi/kegiatan untuk
kesiapan dalam melaksanakan tugas khusus pemilihan
umum, pemilihan Wali Kota maupun pemilihan presiden;

h. melaksanakan bantuan penanganan bericana sesuai
dengan prosedur tetap penanggulangan bencana;

i. melaksanakan upaya tanggap darurat bencana dengan
menitik beratkan pada keselamatan jiwa manusia melalui
pencarian, penyelamatan dan evakuasi,

j. melaksanakan pendataan, pengolahan data dan
inventaris berbagai jenis kejadian bencana guna bahan
perencanaan kebijakan;

k. menyiapkan bahan/materi laporan kegiatan program
secara periodik; dan

1. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan untuk
kelancaran tugas.

Pasal 261
Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran
sebagaimana diamkasud dalam pasal 256 huruf ¢ mempunyai
tugas menyelenggarakan layanan respon cepat (response tin;%
operasi penanggulangan, pengendalian, dan penyelamat
serta evakuasi korban kebakaran dalam wilayah.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 261, Kepala Kepala Seksi Pemadaman dan

Penyelamatan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana operasional, kebijakarn teknis dan
pelaksanaan pembinaan di bidang Pemadaman dan
Penyelamatan Kebakaran;

b. menyusun program kerja di bidang Pemadaman dan
Penyelamatan Kebakaran;

c. melaksanakan penyusunan perumusar. kebijakan
di bidang teknis Pemadaman dan Penyelamatan
Kebakaran;

d. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dap
beracun kebakaran dalam Daerah;

e. melaksanakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dah

pemeliharaan sarana dana prasarana pemada

kebakaran dan penyelamatan;

melaksanakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian

darurat non kebakaran;

melaksanakan standar pelayanan minimal bidang

kebakaran;

melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

melakukan insvestigasi kejadian kebakaran;

menyiapkan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan
jabatan fungsional analis kabakaran;

=h
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k. melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap
kondisi membahayakan rnanusia, selain kecelakaan dan
bencana;

1. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
kebakaran;

m. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangap
kebakaran;

n. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepadp
pemangku kepentingan dan masyarekat terkait
pencegahan dan penaggulangan kebakaran; ‘

o. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara
yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdamp
kebakaran; .

p. melaksanakan sistem informasi dan pelaporan kebakar
secara terintegrasi j:

q. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat d
dapat dipertanggungjawabkan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan untuk
kelancaran tugas.

BAB XIII
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi ‘

Pasal 263
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung ]awab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 264
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakai
urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaat
masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tuga:
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

/IS

Pasal 265 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 264, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemberdaya
masyarakat; |
b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial dan pemberdayaafl
masyarakat; .
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial dan
pemberdayaan masyarakat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 266

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat

c. Bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan
Penanggulangan Kemiskinan;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan
Sosial;

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Kelompok Jabatan Fungsional.

="

Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 267 |
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam 266 huruf a
mempunyai  tugas meleksanakan  sebagian  tugas
Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 267, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan sistem = pembinaan sosial  dan
pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan
untuk pengembangannya;

b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan sosial dan
pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan untuk
peningkatan kinerja unit;

c. menyusun kebijakan tecknis pembinaan sosial dan
pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan
tugas unit;

d. mengorganisir pelaksanaan pembinaan sosial dan
pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem dan
prosedur Kkerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

e. mengendalikan pelaksanaan pembinaan sosial dan
pemberdayaan masyarakat berdasarkan sistem untuk
tertibnya penerapan tugas organisasi;

f. mengarahkan pelaksanaan program pembinaan sosial
dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program
untuk peningkatan kinerja;

g. membina pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan
masyarakat secara menyeluruh untuk kelancaran tugas
unit;

h. melakukan pembinaan Kecamata dan Kelurahan dibidang
sosial dan pemberdayaan masyarakat; '

i. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

j. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan
unit;
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k. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkaJt
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat; |

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

o. melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yan
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tuga
kedinasan.

w UQ

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 269
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas melaksanakan tugas penatausahaan di bidan
perencanaan program, administrasi keuangan, umum dan
kepegawaian berdasarkan paraturan perundang—undangan
untuk kelancaran pelaksanasn tugas.

\
Pasal 270 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 269, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: ‘

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan
program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit; ‘

c. melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan
administrasi keuangan, pengelolaan aset, kearsipan dan
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
tertibnya administrasi keuangan; ‘

d. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untu*(
peningkatan kinerja aparatur;

e. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lis
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal
bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu
pendapat;

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 271

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 269 terdiri
atas:

a. Kepala Subbagian Programn; dan

b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan

Kepegawaian.
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Pasal 272
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 271 huruf a mempunyai tugas melaksanaka{l
penyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan/
petunjuk Teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 272 Kepala Subbagian Program menyelenggarakan

fungsi:

a. menylapkan kebijakan teknis penyusunan program
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra),
rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah
(LAKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
meyatukan pendapat;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 274
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 huruf
b mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaa
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan d
kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekni
untuk tertibnya administrasi keuangan, umum,
perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 274, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan
kepegawaian sesuai kebutuhan  sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana  pengelolaan
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan
dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
kelancaran tugas unit;

c. membuat rencana pengadaan barang inveataris sesuai
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

d. melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;

e. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai
ketentuan untuk keutuhannnya,;



UNIT
KERJA

KABIG
HUKUM

|
ASISTEN

1 SEKZ*A
{

-.__*i'

43 -

f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan mempermudah pencariannya;
menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;
melakukan pemusnahan arsip melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

i. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

j- membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaskanaan tugas unit;

k. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/  petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;

l. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

=03

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan
Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 276
Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan
Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan.

Pasal 277
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan dan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dal
pasal 276 huruf a mempunyai tugas di bidang pemberdaya
sosial, kelembagaan dan penanggulangan kemiskina
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untu?.(l
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 278
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 277, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembaga.
dan Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pemberdayac
sosial, kelembagaan dan penangulangan kemiskin
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas unit;
b. menghimpun dan mengelola data penyandang masalah
kesejahteraan sosial,;
c. menghimpun dan mengelola data kelembagaan sosial
sesuai jenis dan Kklasifikasinya sebagai bahar
perencanaan program kegiatan;

=
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d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan sosial,
kelembagaan dan penanggulangan kemiskinan sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit;

e. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan
melalui program kegiatan terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;

f. melaksanakan penataan, pemberdayaan kelembagaan
sosial dan kerjasama kemitraan dalam rangka
memfasilitasi peran serta dan tanggung jawab sosial
masyarakat;

g. melakukan  monitoring dan  evaluasi kegiatan
pemberdayaan sosial, kelembagaan dan penanggulangan
kemiskinan secara terpadu untuk mengetahui
perkembangannya; |

h. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan melalui lembag
pendidikan untuk peningkatan jiwa kesetiakawanap
sosial;

i. melakukan pertemuan dengan para perintis kemerdekaan
dan keluarganya melalui kegiatan sosial untuk menjalin
kebersamaan;

j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

l. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas unit.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
\

Pasal 279 |
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri
atas: T
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 280
Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 huruf a mempunyai
tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk
terlaksananya penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial.

Pasal 281
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 280, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan
Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
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menghimpun kebijakan teknis di bidang rehabilitasi,
perlindungan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

menghimpun data terkait rehabilitasi, perlindungan dan
jaminan sosial sesuai jenis dan klasifikasinya untuk
mengetahui gambaran permasalahan sosial;

mengelola data penyandang masalah kesejahteraan sosial
yang menjadi tanggung jawab unit sesuai jenis dan
tingkatannya sebagai bahan perencanaan kegiatan;
menyusun rencana kegiatan rehabilitasi, perlindungan
dan jaminan sosial sesuai kebutuhan unituk menjadi
program unit;

melaksanakan pelayanan dan kegiatan rehabilitasi sosial
bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
menjadi tanggung jawab unit melalui program
pendampingan, fasilitasi dan dana stimulan serta
kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan
kesejahteraan;

melaksanakan pelayanan dan kegiatan perlindungan dan
bantuan sosial terhadap korban bencana alam dan
korban bencana sosial dalam rangka antisipasi tanggap
darurat dan jaring pengaman kesejahteraan sosial pasca
bencana alam dan bencana sosial;

melaksanakan pelayanar dan kegiatan jaminan sosial
melalui kegiatan asuransi kesejahteraan sosial dan
program keluarga harapan dalam rangka peningkatan
taraf hidup;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan

pendampingan penanganan penyandarg masalah
kesejahteraan sosial secara berkala untuk mengetahui
perkembangannya;

mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut; .
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapeat/pertemua
untuk penyatuan pendapat.

mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas unit.

Bagiar: Ketujuh
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 282

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 283

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 282 huruf a mempunyai tugas
di bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan Kecamatan
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dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan untuk peningkatan kemandirian sesuai potensfi
masyarakat.

Pasal 284
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala
Pasal 283, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang pemberdaya
masyarakat Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuh
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. merumuskan kebijakan teknis operasional pemberdaya
masyarakat Kecamatan dan Kelurahan berdasark:l—E
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untu
kelancaran pelaksanaan tugas;

c. menghimpun data potensi kelurahan, ekonomi dan sosi
budaya masyarakat melalui profil kelurahan untul
mengetahui potensi masyarakat; |

d. menganalisa data dan potensi kelurahan, ekonomi daL
sosial budaya masyarakat sesuai jenisnya untuk
mengetahui gambaran perkembangannya;

e. menyusun rencana pemberdayaan masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan kebutuhan untu
menjadi program unit;

f. melaksanakan program pemberdayaan kelurahaq,
ekonomi, sosial budaya dan pemanfaatan teknologi
melalui pembinaan untuk kemandirian masyarakat;

g. mensosialisasikan program pemberdayaan kelurahan,
ekonomi dan sosial budaya secara terpadu untu
peningkatan pemahaman masyarakat;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian progra
pemberdayaan kelurahan, ekonomi dan sosial buday
secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretar
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemua
untuk penyatuan pendapat;

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawah
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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BAB XIV
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 285
(1) Dinas di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 286
Dinas mempunyai tugas Pemerintahan Daerah di bidang
ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuk
mewujudkan produktivitas kerja, wirausaha baru dan
hubungan industrial yang harmonis serta pengembangan
ekonomi kerakyatan.

Pasal 287
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 286, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 288

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

d. Bidang Pelatihan Produktifitas Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja;

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

=5

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 289
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 288 huruf
a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah bidang tenaga kerja, koperasi dan
usaha kecil menengah berdasarkan peraturari perundang-
undangan untuk kelancaran tugas.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 289, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan sistem pembinaan Kketenagakerjaan,
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro secara
berkesinambungan untuk pengembangannya;

b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan
ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil menengah dan
mikro sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit;
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c. menyusun kebijakan teknis pembinaan ketenagakerjaan,
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro sebagai dasar
pelaksanaan tugas unit; ‘

d. mengorganisir pelaksanaan pembinaan ketenagakerjaan,
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro berdasarkan
sistem dan prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan
tugas unit;

e. mengendalikan pelaksanaan pembinaan ketenagakerjaan,
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro berdasarkan
sistem untuk tertibnya penerapan tugas organisasi;

f. mengarahkan pelaksanaan program pembinaan
ketenagakerjaan, koperasi, usaha kecil menengah dan
mikro berdasarkan program untuk peningkatan usaha;

g. membina pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan,
koperasi, usaha kecil menengah dan mikro secara
menyeluruh untuk kelancaran tugas unit;

h. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

1. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan
unit;

j- mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

n. melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
kedinasan. ‘

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 291 |
Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris Dinas yan
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang program,
keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan peratur
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

\
Pasal 292 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarT'l

Pasal 291, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusun
program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipa
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untu
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuanga
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan;
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e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian,;

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan
unit;

g. melaksanakan tugas penyusunan program dan kegiatan
berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program dan
kegiatan unit;

h. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

1. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

J. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat; w

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 293
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 291terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Prograrn; dan
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.

Pasal 294
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dal
Pasal 293 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tuga
penyusunan program dan kegiatan berdasarkan petunju
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk terwujudnya
pelayanan sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 294, Kepala Subbagian Program menyelenggarakat

fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program dar

kegiatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaaz

tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. melaksanakan penyusunan rencana kerja can anggaran

berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit;

d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran

eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;

e. melaksanakan pengelolaan kegiatan dan anggarat

berdasarkan dokumen penggunaan anggaran untul

tertibnya pelaksanaan kegiatan dan pengggunaat
anggaran,;
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f. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 296
Kepala Subbagian Adminisirasi, Keuangan, Umum d
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 Huruf
b mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaa
administrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan dan
administrasi kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis untuk terciptanya tertib administrasi.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 296, Kepala Subbagian Administrasi, Keuangan, Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan, perlengkapan, kearsipan dan administrasi
kepegawaian  sesuai kebutuhan  sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

b. melakukan penyusunan rencana pengelolaan
administrasi keuangan, perlengkapan, kearsipan dan
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
kelancaran tugas unit;

c. membuat rencana pengadaan, pengelolaan administrasi
keuangan dan pemeliharaan barang inventaris sesuai
kebutuhan berdasarkan pedoman untuk tertibnya
administrasi keuangan dan barang milik unit;

d. mengelola administrasi keuangan berdasarkan jeni
kegiatan sebagai bahan dokumentasi administra:;i
keuangan kegiatan unit; ‘

e. mengelola kearsipan seusai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis sebagai bahan dokumentasi dan
mempermudah pencarian,

f. menyeleksi dan membuat daftar arsip berdasarkan nila
guna arsip serta melakukan pemusnahan melalu
mekanisme dan prosedur sekaligus membuat berita acar:
pemusnahan sebagai bahan pertanggungjawaban,;

g. menyusun dan membuat rencana kebutuhar: pegawai dat
usulan permintaan pegawai sesuai formasi untul
optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

h. menyusun dan mengelola daftar induk kepegawaiai
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk
tertibnya administrasi kepegawaian; 1

i. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaia
melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;
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j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,

baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk 1eb1h
lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-
kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk beroleh
penyatuan pendapat;

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasam
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga |
Kerja

Pasal 298
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 299

Kepala Bidang Hubungan Iandustrial dan Jarninan Sosial
Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf
a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial dan jaminan
sosial tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan untuk mewujudkan
ketenagaan bekerja dan hubungan industrial yeng harmonis
di perusahaan.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 299, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamina

Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis pembinaan, pencegahan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dar
persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial dar
fasilitas kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminaz
sosial tenaga kerja sesuai kebutuhan sebagai dasa:
pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan pembinaan, pencegahan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dar
persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial dazt
fasilitas kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminaz
sosial tenaga kerja sesuai kebutuhan untuk menjad
program unit;

c. menghimpun dan mengelola data yang berkaitan deng
pembinaan, pencegahan, penyelesaian perselisih
hubungan industrial, persyaratan kerja, kelembaga
hubungan industrial dan fasilitas kesejahteraan pekerja,
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagai
database kebutuhan program unit;

d. melaksanakan sosialiasi, bimbingan teknis, monitoﬁng
dan evaluasi terkait pembinaan, pencegahan,
penyelesaian perselisihan hubungan industri::q,
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persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial dan
fasilitas kesejahteraan pekerja, pengupahan dan jaminan
sosial tenaga kerja sebagai data base kebutuhan program
unit;

melaksanakan pembinaar, penataan dan pemberdayaan
kelembagaan organisasi pckerja dan pengusaha;
melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan sarana
hubungan industrial dan fasilitas kesejahteraan
pekerja;

melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial baik perselisihan hak, kepentingan,
perselisihan serikat/ organisasi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) untuk pemenuhan hak dan kewajibaﬂl
pengusahan maupun pekerja;

. melaksanakan pembinaan penerapan norma pengupahan

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan
& BPJS Kesehatan) untuk peningkatan kesejahteraan dam
perlindungan tenaga kerja;

melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi
pembayaran  tunjangart hari raya = keagamaan
diperusahaan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhada
penerapan norma pengupahan dan jaminan sosial tenaga
kerja untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan
tenaga kerja;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dengan badan
penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan badan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan terkait data dan
perluasan kepesertaan informal maupun non formal;
melaksanakan koordinasi, rekomendasi dengan instansi
yang membidangi ketenagakerjaan provinsi terkait proses
hukum penerapan norma pengupahan dan jaminan sosiajl
tenaga kerja untuk peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan tenaga kerjs; |

. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bail

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;

. mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan

tugas untuk kelancaran tugas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas unit.

Bagian Keenam

Bidang Pelatihan Produktifitas, Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

Pasal 301

Bidang Pelatihan Produktifitas, Penempatan dan Perluas
Kesempatan Kerja terdiri atas:

a. Kepala Bidang; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 302

Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas, Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
pasal 301 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelatihan
tenaga kerja peningkatan produktifitas tenaga kerja,
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesernpatan kerja
berdasarkan  peraturan = perundang-undangan = untuk
terciptanya produktifitas kerja sektor informal dan wirausaha
baru.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 302, Kepala Bidang Pelatihan Produktifitas,

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerj&

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis pelatihan produktifitas,
penempatan dan perluasan kesempatan kerja sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data pencari kerja dan lapangan kerja
sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui keadaan
angkatan kerja dan kesempatan kerja;

c. mengelola data pencari kerja dan lapangan kerja sesuai
jenis dan tingkatannya untuk mengetehui jumlah
pengangguran dan pencari kerja;

d. menyusun rencana kegiatan pelatihan produktifitas,
penempatan dan perluasan kesempatan kerja sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit;

e. mensosialisasikan informasi pasar kerja melalui media
agar masyarakat mengetahuinya;

f. menghimpun pencari kerja melalui pelatthan dan
pembinaan untuk peningkatan pengetahuan dan
keterampilannya;

g. menyalurkan pencari kerja melalui kerja sama antar
Daerah / negara untuk penempatannya;

h. memberdayakan pencari kerja sesuai minat dan bakat
untuk mengurangi pengangguran; ‘

i. memberikan bimbingan teknis bagi tenaga kerja informal
melalui pelatihan untuk menjadi tenaga kerja mandiri;

j- memberikan pelayanan administrasi perizinan pendiri
lembaga latihan swasta dan perusahaan penggerak tenag
kerja sesuai statusnya untuk menjamin kepastian
hukum;

k. melakukan tindakan administratif terhadap pelanggarap
perizinan lembaga latlhan swasta (LLS) melalui
mekanisme untuk penegakkan supremasi hukum,;

1. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebiT
lanjut;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari
dan kepala-kepala bideng melalui rapat/pertemu
untuk penyatuan pendapat;

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidangnya untuk kelancaran tugas;

0. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan
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p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas unit.

Bagian Kelima
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 304
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menenga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 huruf a mempunyai
tugas di bidang perkoperasian dan usaha kecil menenga
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk
terciptanya penguatan kelembagaan dan pengembangan
ekonomi kerakyatan. ‘

Pasal 305 i

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 305 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengarf-

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang koperasi dan
UKM sesuai bidang lingkup kewenangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan teknis di bidang koperasi dan
UKM sesuai bidang lingkup kewenangan berdasarksan
pedoman untuk menjadi program unit;

c. melaksanakan pelayanan pembentukan, pengembangan
dan tata laksana organisasi koperasi dan UKM;

d. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi pembangunan,
pengembangan dan pemberdayaan usaha koperasi dah
UKM,;

e. melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan d
evaluasi kebijakan untuk pengembangan usaha koperasi
dan UKM;

f. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, advokasi dah
mediasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhada
masalah yang dihadapi oleh koperasi dan UKM;

g. melaksanakan kegiatan teknis di bidang xoperasi da
UKM sesuai bidang lingkup kewenangan secara terpad
untuk kelancaran tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan lintal
program dan lintas seklor terkait melalui pertemuan
untuk kelancaran tugas; ‘

1. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut; ‘

j- mendistribusikan tugas kepada bawahan melalLri
pelimpahan untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa.f
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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BAB XV
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 307
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 308 ‘
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak
Urusan Pemerintahan di bidang Perdagangan dar
Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 309
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dajam
Pasal 308, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkuF
tugasnya; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya. |

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 310

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Perdagangan;

Bidang Perlindungan Konsumen; |

Bidang Perindustrian; dan |

Kelompok Jabatan Fungsional. |
\
|
\
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Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 311
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 hu
a mempunyai tugas di bidang Perdagangan dan Perindustri
berdasarkan perundang-undangan untuk kelancara
pelaksanaan tugas unit.

f
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Pasal 312
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaxJF
Pasal 311, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. merencanakan kegiatari pembangunan di bidan
perdagangan dan perindustrian untuk peningkata
usaha;
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b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan
Perindustrian sesuai kebutuhan untuk peningkatan
ckonomi Daerah;

c. menyusun kebijakan teknis pengembangan Perdagangan
dan Perindustrian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

d. mengorganisir pengembangan = Perdagengan dan
Perindustrian berdasarkan sistem dan prosedur kerja
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; |

e. mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan
dan Perindustrian berdasarkan sistem untuk tertibnya
penerapan tugas organisasi;

f. mengarahkan pelaksanaan sistem pengembangan
Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan progranl‘l
untuk peningkatan usaha;

g. membina pelaksanaan Perdagangan dan Perindustrian
secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit;

h. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masing
untuk kelancaran tugas unit;

1. mengawasi pelaksanaan tugas baik interen dan eksteren
secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan
unit;

j. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan ‘

n. melakukan tugas pembantuan dan tugas lain yang
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
kedinasan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 313 ‘

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai

tugas melaksanakan penatausahaan di bidang progr

umum, kearsipan, kepegawaian dan keuangan berdasarkah

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas. \
Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala.tP

Pasal 313, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: ‘

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan
program, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untui(
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan
administrasi keuangan, pengelolaan asset, kearsipan dan
adminitrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk
tertibnya administrasi keuangan;
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d. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur; ‘

e. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara hsam
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala
bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

g. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasaup
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 315
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 313 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Prograrn; dan
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.

Pasal 316
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 315 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program berdasarkan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas unit.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 316, Kepala Subbagian Program menyeclenggarakan

fungsi:

a. menyiapkan Kkebijakan teknis penyusunan program
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; |

b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra),
rencana kerja (renja), laporan kinerja intansi pemerintah
(LAKIP), laporan penyeleriggaraan Pemerintahan Daer
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;ﬂ1

c. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai
lisan maupun terulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala sub. Bagian melalui pertemuan/rapat untu
penyatuan pendapat;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 318

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum
Kepegawaian sebgaiamana dimaksud dalam Pasal 315 Hu f
b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawai
sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untu
tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkap
kearsipan dan kepegawaian.
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Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 318, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.

menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan
kepegawaian  sesuai  kebutuhan  sebagai  dasar
pelaksanaan tugas;
melaksanakan  penyusunan rencana  pengelolaan
administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan
dan kepegawaian berdasarkan pedornan untuk
kelancaran tugas unit;
membuat rencana pengadaan barang inventaris sesuai
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
melaksanakan pengelolaan inventaris berdasarkan
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik
unit;
melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai
ketentuan untuk keutuhannnya;
mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan mempermudah
pencariannya;
menyeleksi arsip sesuail jangka waktu untuk penyusutan;
melakukan pemusnahan asip melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;
menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/  petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;
melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui DUK dan nominative untuk tertibnya administrasi
kepegawaian; |
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kkepala-
kepala sub. Bagian melalui pertemuan/ rapat untu
meyatukan pendapat;
menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan |
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa{l
untuk kelancaran tugas kedinasan.

|

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 320

Bidang perdagangan terdiri atas: |

a.
b.

Kepala Bidang; dan ‘
Kelompok Jabatan Fungsional. |
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Pasal 321
Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 320 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugaé
di bidang perdagangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk pengembangan usaha barang dan jasa.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarﬂl

Pasal 321, Kepala Bidang Perdagangan menyeclenggarakan

fungsi: |

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perdagangal?
sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data usaha perdagangan sesuai jenisny
untuk mengetahui jumlah peredaran barang dan jasa;

c. menganalisa data usaha perdagangan sesuai jenisnya
untuk mengetahui volume perkembangan perdagangan
dalam /luar negeri; ‘

d. menyusun rencana kegiatan di bidang perdagangan
berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit;

e. melakukan pemantauan peredaran penyaluran baran
dan jasa melalui distribusi untuk mengetahui volume
arus barang yang masuk maupun keluar;

f. memantau perkembangan harga barang dan jasa melalui
dunia usaha untuk mengetahui fluktuasi harga;

g. menginformasikan perkembangan harga barang dan jasa
kepada publik dan pihak-pihak yang membutuhkax{l
melalui media sesuai ketentuan yang berlaku;

h. memberikan advis/rekomendasi teknis perizinan kepada
unit terkait sebagai dasar penerbitan izin;

i. memberikan pembinaan kepada pengusaha untuk
berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

j- mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk; ‘

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemua
untuk penyatuan pendapat; |

1. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi;

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas unit.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Konsumen

Pasal 323
Bidang Perlindungan Konsumen terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 324
Kepala Bidang Perlindungan Konsumen sebagaiman
dimaksud dalam pasal 323 huruf a mempunyai tuga
di bidang Perlindungan Konsumen berdasarkan paraturan
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perundang-undangan untuk menjamin adanya kepastian
hukum serta memberi perlindungan kepada konsumen.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 324, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perlindungan
konsumen dan kemetrologian sesuai kebutuhan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data produk barang dan jasa yang beredar
serta data kemetrologian sesuai jenisnya untuk
mengetahui peredaran dan perkembangannnya;

c. menganalisa data produk barang dan jasa serta
kemetrologian untuk mengetahui kualitasnya;

d. menyusun rencana kegiatan di bidang perlindungan
konsumen dan kemetrologian berdasarkan kebutuhan
program unit;

e. melaksanakan pengawasan terhadap barang beredar d
jasa serta kemetrologian secara berkala dan terpadu
untuk tertibnya usaha perdagangan dan perlindungan
konsumen;

f. melakukan koordinasi dengan lembaga penyelesaian
sengketa konsumen untuk mencari solusi penyelesaian
sengketa konsumen;

g. melaksanakan pembinaan teknis kepada pelaku usaha
perdagangan untuk tertibnya peredaran barang/jasa
serta penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP);

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara hsan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bideng melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi;

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas unit. BT

Bagian Ketujuh |
Bidang Perindustrian

Pasal 326 \
Bidang Perindustrian terdiri atas: ‘
a. Kepala Bidang; dan ‘
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 327
Kepala Bidang Perindustrian sebagalmana dimaksud dalam
pasal 326 huruf a mempunyai tugas di bidang Perindustriat
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untu
pengembangan usaha ekonorni kerakyatan.
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Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 327, Kepala Bidang Perindustrian menyclenggarakan

fungsi: ‘

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perindustrian
sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data industri melalui tabulasi untuk
mengetahui jumlah data industri;

c. mengidentifikasi dan mengevaluasi data industri sesuai
jenis untuk mengetahui gambaran perkembangan
industri dan permasalahannya,;

d. menyusun rencana Kkegiatan di bidang perindustrian
berdasarkan skala perioritas untuk menjadi program unit;

e. melakukan pengkajian potensi bahan baku teknis dan
teknologi dan pemasaran melalui survei untuk
mengetahui kelayakan pengembangan jenis usaha
industri;

f. melakukan sosialisasi pengembangan industri melalui
pertemuan untuk peningkatan hasil produksi;

g. memberikan bimbingan teknis pengembangan teknologi
tepat guna melalui pelatihan/penyuluhan untuk
peningkatan kualitas produk; |

h. melakukan pengawasan terhadap usaha industri untuk
mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadaﬁ
peraturan di bidang perindustrian terkait denga
standarisasi dan perizinan industri;

i. melakukan pelayanan dan fasilitasi terhadap usaha
industri dalam hal pemenuhan standarisasi dan perizinan
industri;

J. mengoordinasikan dan memfasilitasi usaha-usaha,

mencari peluang pemasaran dan promosi hasil produk
industri melalui temu usaha dan pameran;

k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk; |

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat; pertemua
untuk penyatuan pendapat .

m. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabat
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal%
sebagai bahan evaluasi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas.

BABB XVI i
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 329 ‘

(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa?
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. |
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Pasal 330

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah |

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 330, menyelenggarakan fungsi:
a.

Pasal 332
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
Kepala Dinas;
Sekretariat;

mo a0 Tp

\
Pasal 331

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaar

informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraar

statistik sektoral, pengelolaan E-Government, domain

Instansi Penyelenggara Negara, Persandian;

penyelengaraan Pola Hubungan kerja koordinasi

sinkornisasi dan Komunikasi antar Perangkat Daerah;
pelaksanaan kegiatan di bidang informasi komunikas
publik, pengembangan teknologi informasi, serta
pernyelenggraraan persandian dan statisitik sektoral;
pengendalian kegiatan di bidang informasi komunikas
publik, pengembangan teknologi informasi, serta tats
pernyelenggraraan persandian dan statisitik sektoral,;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi  Publik,

Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E

Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara,

Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sand

antar Perangkat Daerah; clan

pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaar

Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraar

Statistik Sektoral meliputi:

1. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanar
Informasi pemerintah  Daerah  provinsi dan
kabupaten/kota;

2. penetapan pola hubungan komunikasi sandi anta
perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kots
penyusunan kebijakan Pengamanar. Informas
pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;

3. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan
informasi nonelektronik; dan

4. penyediaan layanan Keamanan Informasi. (tupoks
kabid persandian).
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
Bidang Aplikasi Informatika;

Bidang Persandian dan Statistik;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Ketiga .
Kepala Dinas

Pasal 333
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan
persandian yang menjadi kewenangan Daeralh dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 334

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 333, menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan progran
kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daeral
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatazr
kesekretariatan, Informas: dan Komuniasi Publik, Aplikas
Informatika, Persandian dan Statistik melalui rapat dar
pertemuan untuk menyesuaikan tujuan dan rencana yan
telah ditetapkan;

c. mengarahkan dan menyelengarakan tuga
kesekretariatan sesuai dengan program yang telal
ditetapkan untuk meningkatkan produktifitas kerja;

d. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi dan komunikasi publik, berdasarkan juklak dan
juknis untuk menghasilkan layananan informasi yang
berkualitas dan bertanggung jawab;

e. menyelenggarakan urusan pemerintahan pengembangan
Aplikasi Informatika sesuai dengan kebijakan dan tata
kelola, layanan administrasi pemerintahari dan publik
melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE};

f. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidan
Persandian dan statistik sesuai prosedur dan mekanism
berlaku untuk mewujudkan keterpaduan data sektoral;

g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengat
instansi terkait secara langsung maupun tidak langsung
untuk mengoptilmalkan program kerja;

h. melakukan pembinaan secara berkala untuk peningkata
kinerja;

i. menyelenggarakan monitororing dan evaluasi

pelaksanaan tugas secara berkala untuk mengetahui

tingkat keberhasilan program kegiatan; dan
melaporan pelaksanaan tugas secara periodik sebagai
dasar pertanggung jawaban tugas.
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Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 335
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang
meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua
unsur di lingkungan Dinas.




UN

KERMA | 1
mqru
HL'I\‘ M
.-\SISIjEN
an |1}

- 111 -

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 335, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan dan mengkoordinasi penyusunan program
dan kegiatan berdasarkan rencana strategi untuk menjad
pedoman pelaksanana tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas;

c. membina dan mengarahkan pelaksannan tugas secar
berkala untuk peningkatan efektifitas kerja;

d. mengelola administrasi kecuangan berdasarkan proseduL’
dan ketentuan yang berlaku agar dapat berjalan secara
efektif dan efesien;

e. melaksanakan urusan urnum, tata usaha, barang mili}
negara dan barang milik Daerah sesuai peraturan yang
berlaku untuk tertibnya administrasi perkantoran; |

f. melakukan pembinaan kepada aparatur secara periodik
untuk peningkatan kapasitas;

g. melakukan koordinasi cdengan bidang-bidang mela.h#i
rapat dan pertemuan untuk penyamaan persepsi; ‘

h. melakukan evaluasi kepada bawahan secara berkala
untuk peningkatan kinerja; dan |

i. mengarahkan penyusunen laporan pelaksanaan tuga
berdasarkan hasil kerja untuk sebagai pertanggun
jawaban pelaksaan tugas.

=1

Pasal 337
i#l

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 terd
atas: w
a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

an

Pasal 338

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaim

dimaksud dalam Pasal 337 Huruf a mempunyai tuga
melaksanakan penyusunan Perencanaan dan Keuangan,
melakukan  penyiapan laporan  kinerja, koordinasi
penyusunan program dan anggaran, melakukan penyiap

pengelolaan keuangan, penatausahaan, dan akuntansi,
penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, veriﬁka4i
anggaran dan pembukuan berdasarkan ketentuan yan
berlaku untuk tertibnya administrasi. f

Pasal 339

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dal

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas

337, melaksanakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program da
keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanas
tugas;

b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana progr
dan anggaran sesuai kebutuhan untuk menyamak
persepsi dalam penyusunan program dan anggaran;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas; l
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d. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit;

e. menyusun pengeloaan kcuangan berdasarkan progr
untuk menjadi dokumen pengguna anggaran,;

f. melaksanakan penatausahaan keuangan akuntansi da
verifikasi anggaran berdasarkan data permmtaaﬂ{nl
anggaran untuk realisasi kegiatan;

g. menyusun dokumen perencanaan DPA, RKA, RENSTRA,
LPPD, LAKIP, berdasarkan program dan kegiatan untu
bahan acuan pelaksanaarn tugas;

h. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggara_t
berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaraan untu
pencapaian realisasi kegiatan,; ‘

i. menyiapkan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta
tambahan penghasilan bagi pegawai berdasarkan hasil
evaluasi kinerja untuk realisasi gaji dan TPP;

j- menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Dberdasarkan realisasi anggaran untu
terselenggaranya urusan pemerintahan; dan

k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
dan anggaran berdasarkan realisasi anggaran untuk
pencapaian target kinerja.

Pasal 340
Kepala Subbagian Umum cdan Kepegawaian sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 337 Huruf b mempunyai tuga
melakukan urusan surat menyurat, urusan tata usaha,
kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan
rumah tangga, dan penataan barang milik negara.

Pasal 341 ‘

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dal

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal?:a.rF

Pasal 340, melaksanakan fungsi:

a. melaksanakan urusan surat menyurat berdasarkan sur;%t
masuk dan keluar untuk kelancaran pelaksanaa
administrasi kepegawaian;

b. mengelola dokumentasi dan kearsipan berdasarka
reg;lster untuk memudahkan kembali dalam pencana{x
arsip;

c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan da}l
ketertiban kantor, berdasarkan kebutuhan untu
kebutuhan unit;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas; T

e. mengumpul laporan kirierja melalui daftar penilaian
kinerja untuk menjadi bahan evaluasi kinerja; \

f. melaksanakan urusan kepegawaian, membina aparatur
dan administrasi kepegawaian berdasarkan beban kelj
untuk pemenuhan pelaksanaan tugas
tanggungjawab; ‘

g. memproses administrasi kepegawaian antara
penataan  jabatan, anjab, abk, mutasi,
pengembangan karir, disiplin, penghargaan, kesejatera
dan pensiun berdasarkan ketentuan berlaku untuk ha
dan kewajiban pegawai; {
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h. memproses administrasi pengembangan karier, melalui
bimbingan teknis, diklat untuk Peningkatan SDM
Aparatur; dan

i. melakukan evaluasi dan  penyusunan laporan
pelaksanaan tugas berdasarkan hasil kerja untuk
pencapaian kinerja.

Bagian Kelima
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 342
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 343

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 342 huruf a rnempunyéi
tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, terkait
pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan media
komunikasi publik dan melaksanakan layanan informasi
komunikasi publik.

Pasal 344

Kepala Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publi](

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 343, menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan rencana dan program kerja sesuai dengan
rencana kerja sebagai pecoman pelaksanaan tugas; ;

b. mengendalikan program clan kegiatan di Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik melalui rapat dan pertemuan
untuk menyesuaikan tujuan dan rencana yang telah
ditetapkan;

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupoksi
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas;

d. menyusun bahan koordinasi pengeloaan informasi da
opini publik berdasarkan ketentuan peraturan y
berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan layanan pengelolaan informasi dan opini
publik lintas sektoral pemerintah Daerah dan lingku
nasional berdasarkan juklak/juknis ketentuan untu
mendukung pembuatan keputusan dan komunikasi yang
efektif: |

f. menyelenggarakan survei, jajak pendapat, dan monitoridg
isu publik di media masa dan media sosial sesuai
kebutuhan sebagai dasar penetapan isu prioritas;

g. melakukan pengolahan can analisis data informasi da
opini publik berdasarkan skala prioritas scbagai baha
informasi dalam pengambilan keputusan;

h. menyusun bahan pengkejian pengelolaan informasi dan
opini publik berdasarkan juklak dan juknis untuP(
pedoman pelaksanaan tugas;
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i. menyelenggarakan penguatan kapasitas sumber daya
komunikasi publik, pelayanan informasi publik,
hubungan media dan kehumasan, berdasarkan
kebutuhan, untuk meningkatkan sumber daya manusia
yang berkompoten di bidangnya;

j- melaksanakan program pengelolaan informasi dan

komunikasi publik pemerintah Daerah berdasarkan
pengolahan informasi yang berbasis teknologi informasi
sebagai alat bantu pengambilan informasi;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bldang
pengelolaan informasi dan opini publik di lingkungan
pemerintah Daerah berdasarkan observasi, jajak
pendapat, survei, dan kanal website resmi pemerintah
pusat/Daerah, agar meminimalisir isu negatif; dan

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program kerja dan tugas bidang mforrnaSl
dan komunikasi publik;

Bagian kelima
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 345
Bidang Aplikasi Informatika terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 346
Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud
dalam pasal 345 huruf a melaksanakan tugas penyiapa{ﬁ
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center,
disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan
intranet dan penggunaan akses internet, layanan system
komunikasi intra pemerintah, layanan keamaran informasi
E-Government, layanan manajemen data berdasarkan
ketentuan yang berlaku untuk mendukung implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 347
Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346,
menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan rencana dan program kerja sesuai dengan
rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengendalikan program dan kegiatan di bidang Aplikasi
Informatika dan melalui rapat dan pertemuan untuk
menyesuaikan tujuan dan rencana yang telah ditetapk
c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tupok i
masing masing untuk kelancaran pelaksananan tugas;
d. melaksanakan Layanan pengembangan dan pengelola
aplikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku untu
terselenggaranya layanan SPBE;
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e. melaksanakan Layanan Pemberdayan Informatika
berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  untuk
terselenggaranya SPBE;

f. melakukan pembinaan kepada aparatur secara periodik
untuk peningkatan kapasitas;

g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara internal
maupun eksternal melalui rapat dan pertemuan untuk
penyamaan persepsi;

h. melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait
untuk memperoleh kelancaran tugas lainnye; dan

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas secara berkala untuk akuntabilitas.

Bagian Keenam
Bidang Persandian dan Statistik

Pasal 348
Bidang Persandian dan statistik terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kepala Seksi Persandian; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 349
Kepala Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 343 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, persandian, pendataan dan evaluasi data statistik
sektoral serta pengelolaan Data dan diseminasi statistik
sektoral sesuai juklak dan juknis untuk memperoleh daya
guna dan hasil guna yang optimal.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dala

Pasal 349, Kepala Bidang Persandian dan Stat1stﬁ:

menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan rencana dan program kerja sssuai deng
rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengendalikan program dan Kkegiatan di bidan
persandian, statistik dan melalui rapat dan pertemua.E
untuk menyesuaikan tujuan dan rencana yang telal
ditetapkan; ‘

c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
tupoksi masing masing untuk kelancaran pelaksanana.rl
tugas

d. merumuskan kebijakan di bidang persandian da
statistik sektoral berdasarkan juknis untuk menjadi
pedoman pelasanaan tugas;

b. melaksanakan kebijakan di bidang persandian dai
statistik sektoral berdasarkan ketentuan untui:
pengamanan informasi;

c. melaksanakan tata kelola persandian melalui systerp
sandi dan aplikasi untuk menjamin keamana.r'l
informasi;
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d. melaksanakan sumber daya persandian dengan cara
pendidikan dan pelatihan untuk pelaksanaan _]anng
komunikkasi sandi dan pengamanan informasi;

e. mengarahkan pelaksanaan pendataan can evaluasi
statistik sektoral sesuai juknis untuk kelancaran tugas;

L. mengendalikan pengelolaan Data dan diseminasi statistik
sektoral sesuai juknis untuk memperoleh dokumen baxk
secara manual maupun digital;

g. melakukan pembinaan kepada aparatur secara periodik
untuk peningkatan kapasitas;

h. melakukan koordinasi dan singkronisasi bdaik internal
maupun eksternal melalui rapat dan pertemuan untuk
penyamaan persepsi;

1. melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait
untuk memperoleh kelancaran tugas lainnya; dan

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas secara berkala untuk akuntabilitas.

Pasal 351
Kepala Seksi Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
348 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tata Kelola dan
sumber daya persandian berdasarkan juknis untuk
pengamanan informasi.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam

Pasal 351, Kepala Seksi Persandian menyelenggarakan

fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan persandian sesuai
kebutuhan unuk menjacli program unit dalam rangka
operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerlntah
Daerah;

b. mendlstrlbusi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas
dan fungsi untuk kelancaran program dan kegiatan;

c. menyusun kebijakan teknis persandian berdasarkap
juknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

d. memproses kirim terima, penyimpanan, })emanfaataﬂ,
dan penghancuran informasi berdasarkan Kklasifikasi
untuk keamanan informasi; |

e. menganalisa dan mengelola kebutuhan sumber day
keamanan informasi berdasarkan standar persandi
untuk mengetahui peningkatan sistem persandian; \

f. melaksanakan fasilitasi pengamanan informasi yang
berbasis elektronik untuk memperoleh sertifikasi;

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanqui
dalam melaksanakan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepal
seksi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuaﬁ
pendapat dalam melaksanakan tugas; ‘

1. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi. T
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BAB XVII
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 353
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 354
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 355

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 354, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. melakunan penyusunan dan perumusan kebijakan
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpaadu satu pintu; dan

e. pelaksanaan fungsi lain oleh Wali Kota di bidang
penanaman modal Dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 356
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
Jabatan Fungsional Penata Perizinan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

LI L

|
|
|
|
Bagian Ketiga |
Kepala Dinas |
Pasal 357 |
Kepala Dinas mempunyai tugas di bidang penanaman mod
dan pelayanan terpadu satu pintu sesual petunju
pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pasal 358 \

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarh
Pasal 357, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan pengoordinasian, integrasi, smgkronisajsi

dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan din |



! SEXDA

- 118 -

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
maupun dengan instansi / unit kerja lain yang terkait; |

b. mengoordinasikan  perencanaan  dan perumusan
kebijakan teknis di bidang penanaman modal dam
pelayanan terpadu satu pintu;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan
administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum,
kepegawaian, keuangan serta rencana dan program;

d. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi
penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dam
pelayanan terpadu satu pintu; dan

e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Wali
Kota tentang tindakan yang perlu diambil clalam bidang
tugasnya.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 359

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai
tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian,
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evealuasi serta
pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,
kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan
Dinas.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 359, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program
kerja di lingkungan dinas;

c. pembinaan dan pemberian dukungan adminstrasi yan
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tat
laksana, keuangan, kerumahtanggan, Kkerja sama,
hubungan masyarakat, protokol, arsip, perpustakaan d
dokumentasi di lingkungan dinas;

d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana di lingkungan dinas;

e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundana-
undangan di lingkungan dinas;

f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian inter{-‘
pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daer
di lingkungan dinas;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan

i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan ole
pemimpin.

Pasal 361 ‘

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35¢
terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan
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b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimara dlmaksucﬂ
pada ayat (1) huruf b, calam melaksnakan tugas dan
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat
sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris. ‘

Pasal 362

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa
361 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan  perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
dibidang umum. ‘

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi: 1

a. menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta
anggaran dibidang umum dan kepegawaian,;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
umum dan kepegawaian,;

c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanazn kebijakan
teknis dibidang umum dan kepegawaian,;

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan;

e. menyiapkan bahan pengelolaan kerumahtanggaan dan
barang milik Daerah;

f. menyiapkan bahan kerjasama, kehumasan dan
keprotokolan; 1

g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumen;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata
laksana;

i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaiar;

j- menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi;

k. menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan
Dinas; |

l. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; ‘

m. menyiapkan bahan penatausahaan keuangan; ‘

n. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem oengendahah

intern pemerintah; ‘
o. menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporar
keuangan di lingkungan Dinas; dan
p. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
umum.

Pasal 363

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jenis Jabat
Fungsional sesuai dengan bidang keahlian d
keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan.

(2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fongsiona
sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisi
jabatan, dan analisis bahan kerja. F

(3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi d
tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian d
keterampilan tertentu.
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(4) Pejabat fungsional mulai melaksanakan fungsi dan tugas
terhitung sejak dilakukan pelantikan.

(5) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu
dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan
pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

(6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. ‘

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

Pasal 364
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tata Kelola
Penanaman Modal.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 364, Jabatan Fungsicnal Penata Kelola Penanaman

Modal menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum,
rencana  strategis dan rencana pengembangan
penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor
usaha maupun wilayah;

b. pengkajian, penyustunan dan pengusulan
deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;

c. pengembangan potensi dan peluang penariaman mod
lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha
melalu penanaman mocal antara lain meningkatkan
kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup
Daerah;

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi
promosi penanaman modal lingkup Daerah;

e. perencanaan Kegiatan promosi penanaman modal
di dalam dan luar negeri;

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi
penanaman modal; |

g. pemantauan realisasi penanaman modal berdasarka.rl
sektor usaha dan wilayah;

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitas penyelesaiap
permasalahan penanaman modal, dan pendampingan
hukum; i

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajib
perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentua
kegiatan usaha dan peraturan perundang- undangan;

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelola
sistem informasi penanaman modal;

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat,
perangkat Daerah  teknis  terkait perencanaan,
deregulasi,dan pengembangan iklim penariaman moilll;.l
lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha; *

l. penyusunan laporan perencanaan,pengembangan iklim,
promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan,
pengaduan dan pengawasan penanaman modal pad
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sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-uncdangan; dan

m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagiar Keenam
Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Pasal 366 |
Jabatan Fungsional Penata Perizinan mempunyai tuga;s
melaksanakan penataan pelayanan perizinan, per1zmap
berusaha dan non perizinan. ‘

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 366, Jabatan Fungsional Penata  Perizinan

menyelenggarakan fungsi: |

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non
perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undagan;

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/
validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan
nonperizinan;

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, cvaluasi da
pengadministrasian pelavanan perizinan berusaha dafl
nonperizinan,;

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasj,
pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan,;

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan
berusaha dan nonperizinan,;

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
perangkat Daerah teknis dalam rangka pelayanan
perizinan berusaha dan nonperizinan; dan

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan
pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,
penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayan
konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai
dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan.

\
Pasal 368
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pad
Pasal 366, Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Siste
Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis pengendalian pengadu
dan pengelolaan data serta sistem informasi perizinan,
non perizinan penanaman modal sesuai kebutuha
sebagai pedoman pelaksaaan tugas;

b. merencanakan kegiatan pengendalian, pengaduan d
pengelolaan data serta sistem informasi perizinan, no
perizinan, penanaman modal sesuai ketentuan yang
berlaku untuk menjadi program unit;

c. mendistribusikan tugas pengendalian, pengaduan d
pengelolaan data serta pengelolaan sistem informasi
perizinan, non perizinan dan penanaman modal sesuai
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jenisnya dan proses penanganan pengaduan serta
pengendalian terhadap kegiatan usaha dar: penanamai
modal kepada kepala seksi pengendalian dar kepala seksi
data serta kepala seksi sistem informasi sesuai tugal
masing-masing untuk kelancaran dan ketepatan waktu; |

d. memberikan petunjuk kepada bawahan tentan
pelaksanaan tugas agar lebih optimal, lancar dan tepaﬂt
waktu;

e. melakukan kegiatan pengendalian dan penangana
pengaduan perizinan, non perizinan dan penanam
modal secara terpadu dengan instansi terkait untu
tertibnya kegiatan usaha dan mendapatkan kepastian
hukum;

f. melakukan kegiatan pengelolaan data, dokumen dafl
berkas-berkas perizinan, non perizinan dan penanamah
modal berdasarkan Kklasifikasi untuk mengetah@i
perkembangan investasi di Daerah serta tertatanyg
dokumen dan berkas perizinan;

g. melakukan kegiatan pengelolaan dan pe ngembangan
serta perawatan sistem informasi manaJeHLen perizina
untuk mendukung pelayanan perizinan, non penzman
dan penanaman modal; ‘

h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian,
penanganan pengaduan, pengelolaan data se?‘lt-L
pengelolaan sistem informasi, manajemen perizinan, no
perizinan dan penanaman modal secara berkala untu
mengetahui keberhasilan program kerja; ‘

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadafa
kegiatan  pengendalian, penanganan  pengaduan,
pengelolaan data serta pengelolaan sistem informasi,
manajemen perizinan, non perizinan dan penanama?
modal untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;

J. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjv.rc
dalam pelaksanaan tugas;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretarig
dan kepala bidang lainnya melalui rapet/pertemua
untuk penyatuan pendapat dalam pelaksaneaan tugas;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan ‘E

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa
untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB XVIII
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 369
(1) Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawa
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah |
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
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Pasal 370
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah. ‘

Pasal 371
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarP
Pasal 370, Dinas menyelenggarakan fungsi: ‘
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan |
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah

Pasal 372
Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri atas:
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Sumber Daya Air;
Bidang Bina Marga;
Bidang Cipta Karya
Bidang Penataan Ruang; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

®oo e TR

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 373 ‘
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas membantu Wali
Kota dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
di bidang sumber daya air, kebinamargaan, kecipta.karyaah
dan penataan ruang di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala
Pasal 373, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. merencanakan kegiatan pembangunan di bidat

|
Pasal 374 JF

pekerjaan umum dan penataan ruang secar,
berkesinambungan untuk pengembangannya;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umu
dan penataan ruang sesuai kebutuhan untu
peningkatan kinerja unit;

c. menyusun kebijakan teknis di bidang pekerjaan umu
dan penataan ruang berdasarkan petunjtiE
pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai dasar pelaksana
tugas; ‘

|
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aset sesuai ketentuan untuk kelancaran dan ketertib
pelaksanaan tugas unit;

e. mengorganisir pelaksanasn kegiatan di bidang pekerjaah
umum dan penataan ruang melalui mekanisme/ prosedu;‘
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang secara terpadu untuk
tertibnya pelaksanaan tugas;

g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang berdasarkan skala pI'lOI‘ltaS
untuk terlaksananya proses pembangunan,;

h. memberikan perizinan dan advis teknis di bidan
pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai jenisny.
untuk menjamin kepastian hukum;

1. membina dan mengawasi aktivitas aparatur dalarh
melaksanakan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang secara menyeluruh

j- mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masmg
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

k. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; |

. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebﬂ?
lanjut;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkayt
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkal#a
sebagai bahan evaluasi; dan ‘

o. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.

d. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan d::‘{{\7

Bagian Keempat

Sekretariat \
\
Pasal 375
Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris Dinas yan
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang perencanaa

dan program, pelaporan, kepegawaian, umum, aset d
kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undang
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 375, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunai
program, keuangan, kepegawaian, umum, aset dat
kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaat
tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untu
menjadi program unit;

S -]

=

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
perkantoran berdasarkar. pedoman untuk peningkat
pelayanan;
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d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangah
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan; |

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaiar
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekni
untuk tertibnya pelaksanaan administrasi kepegawaian;

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan, aset d
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiat

unit

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untu#
peningkatan kinerja aparatur;

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa.nL
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepalar-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

j- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ]ob
untuk tertibnya pelaksanaan tugas; |

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 377 ‘
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 375 terduTl
atas:
a. Kepala Subbagian Prograrn; dan
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.

Pasal 378
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalarn
pasal 377 huruf a melaksanakan tugas penyusunan program
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 379 ‘
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 378, Kepala Subbagian Program menyelenggarakazr
fungsi:
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan progra
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpul data program kegiatan sesuai jenis sebagai
bahan penyusunan program unit;
Cc. menyusun rencana program kegiatan unit sesuai skal
prioritas sebagai bahan penetapan anggaran satuan kerja;
d. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP),
Renstra, Renja dan RKPD sesuai tugas pokox dan fungsi
membuat laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan,;
mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggar
eksekutif untuk menjadi cokumen penggunaan anggaran;
g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut; ‘

[= =]
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j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
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h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala:
kepala subbagian/seksi ranelalui pertemuan rapat untuk
penyatuan pendapat;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 380

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf
b melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan,
umum, dan kepegawaian, sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi
keuangan, umum dan kepegawaian serta melaksanakan
tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan kearsip
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 380, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umun

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan
umum dan kepegawaian dan kebijakan teknis di bidang
perlengkapan, aset dan kearsipan sesuail kebutuhar
dasar pelaksanaan tugas;

b. melakukan penyusunan rencana pengelolaa.lj'l
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sert
rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuh
untuk kelancaran kegiatan unit; |

c. mengelola administrasi keuangan sesuai pedoman untu{(
tertibnya penggunaan anggaran;

d. meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk proses pencairan;

e. mengesahkan surat perintah membayar sesua
kebutuhan sebagai dasar penerbitan surat perintal
pencairan dana;

f. menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan
penggunaan anggaran sebagai bahar
pertanggungjawaban;

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan membuat
usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan;

h. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan
investarisasi barang milik unit serta melakukan
pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentuan
untuk keutuhannya;

1. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian;

-

2
o
=]
1

= e

(=)

melalui daftar induk kepegawaian, daftar wurut
kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;
k. membuat daftar arsip dan aset berdasarkan nilai guna
untuk diusul musnahkan;
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l. melakukan pemusnahan melalui mekenisme dan
prosedur sesuai ketentuan dan nilai guna arsip dan
ascet;

m. membuat berita acara pernusnahan sesuai daftar usulan
sebagai bahan pertanggurigjawaban;

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian dan  kepala seksi melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

p. menyusun bahan laporan secara berkala sebagai bahan
evaluasi; dan

gq. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 382
Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 383
Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dlmaksu
dalam Pasal 382 huruf a mempunyai tugas di bidang sumb
daya air berdasarkan peraturan perudang-undangan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 383, Kepala Bidang Sumber Daya Aﬂtr

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis sumber dayva air sesuq.l
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaann tugas;

b. menghimpun data wilayah sumber daya air melalui
pemetaan untuk mengetahui potensi wilayah da
ancaman bencana;

c. mengelola data wilayah sumber daya air melelui pemeta
untuk mengetahui gambaran pembangunan dan
pengembangan sumber daya air;

d. menyusun rencana teknis pembangunan sarana sumber
daya air dan tata guna air berdasarkan skala priorit
untuk menjadi program unit;

e. mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan saran‘F
sumber daya air dan tata guna air secara terpadu;

f. menyebarluaskan pelaksanaan pembangunan sarana

o sumber daya air dan tata guna air melalui media

KERUA massa;

| ] g memproses rencana pembangunan sarana sumber daya
- V air dan tata guna air sesuai petunjuk pelaksanaan dan
' petunjuk  teknis unfuk tertibnya  pelaksanaan

SEADA § pembangunan;
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h. melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan
sarana sumber daya air melalui free cause meeting untuk
penyesuaian rencana kerja;

i. melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan saran
sumber daya air secara berkala untuk mengetahui
perkembangannya;

j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk
lebih lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan Kkepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat; '

l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan eveluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 385
Bidang Bina Marga terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan ‘
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 386

Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam

pasal 385 huruf a mempunyai tugas di bidang kebinamargaan

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untu

terselenggaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan,
jembatan, sarana dan prasarana bangunan pelengkap.

\

Pasal 387 ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 386, Kepala Bidang Bina Marga menyeclenggarakan

fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis kebinamargaan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data kondisi jalan, jembatan sarana d
prasarana bangunan pelengkap melalui survei untu
mengetahui gambaran keadaannya;

c. mengelola data kondisi jalan, jembatan sarana d
prasarana bangunan pelengkap berdasarkan stand
untuk mengetahui tingkat. kelayakannya;

d. menyusun rencana pembangunan dan pemehharaan
jalan, jembatan sarana dan prasarana bangun
pelengkap berdasarkan skala prioritas urntuk menjfi{l
program unit;

e. mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan _]alan
jembatan sarana dan prasarana bangunan pelengkap
secara terpadu untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat;
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f. memproses administrasi pembangunan, pemeliharaan
jalan, jembatan sarana dan prasarana bangunar:u
pelengkap sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis untuk tertibnya pelaksanaan,;

g. melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan
pembangunan pemeliharaan jalan, jembatan sarana dar
prasarana bangunan pelengkap melalui free cause
meeting untuk penyesuaian rencana kerja;

h. melakukan evaluasi pembangunan, pemeliharaan jalan,
jembatan sarana dan prasarana bangunan pelengkar
secara berkala untuk mengetahui perkembangannya,;

i. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pembangunan pemeliharaan jalan, jembatan sarana dan
prasarana bangunan pelengkap secara terpadu untuk
terpenuhinya ketepatan 4t (tepat harga, tepat mutu, tepak
sasaran dan tepat waktu);

j. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/ pertemuan
untuk penyatuan pendapat; |

. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; \

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secarf?
berkala sebagai bahan evealuasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasaq‘u
untuk kelancaran tugas kedinasan.

A

|
|
Bagian Ketujuh |
Bidang Cipta Karya ‘
Pasal 388 |
Bidang Cipta Karya terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 389
Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalan
pasal 388 huruf a mempunyai tugas di bidang keciptakaryaat
dan pelayanan jasa konstruksi berdasarkan peraturar
perundang-undangan untuk terwujudnya pembangunan dazr
pengembangan keciptakaryaan dan jasa konstruksi.

(=)
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Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 389, Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakat

fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis bidang keciptakaryaan dat
jasa konstruksi sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data potensi di bidang keciptakaryaan dan

jasa konstruksi berdasarkan wilavah/ kawasan

peruntukan sebagai dasar perencanaan pembangunan;

(==

=
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c. mengolah data potensi di bidang keciptakaryaan dan jasz
konstruksi melalui pemetaan untuk mengetahui
gambaran keadaan kawasan perencanaan
pembangunan; '

d. menyusun rencana kegietan di bidang keciptakaryaan
dan jasa konstruksi berdasarkan skala prioritas untuk
menjadi program unit;

e. mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan pembangunaﬂ;
di bidang keciptakaryaan dan jasa konstruksi secara
terpadu agar masyarakat memahaminya;

f. memproses metode pengelolaan pembangunan di bidang
keciptakaryaan dan jasa konstruksi sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
pelaksanaan; ‘

g. mengelola pelaksanaan pembangunan di bidang
keciptakaryaan sesuai desain dan anggaran biaya untu
terwujudnya pembangunan dan pengembangan kary
wisma; |

h. melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksana
pembangunan di bidang keciptakaryaan dan jasa
konstruksi melalui free cause meeting untuk tertibnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan,; |

i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan di bidang keciptakaryaan dan jas%,l
konstruksi  secara  berkala untuk  mengetahui
perkembangannya; LT

j. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaalp

pembangunan di bidang keciptakaryaan dan jasa
konstruksi secara terpadu untuk kepentingan 4t (tepat
harga, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu); |

k. melakukan pemeliharaan pembangunan di bidang
keciptakaryaan secara berkala untuk menjamin
kelayakan; |

l. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa?
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretariL;
dan kepala-kepala bideng melalui rapat/pertemu
untuk penyatuan pendapat;

n. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidangnya untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

0. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penataan Ruang

Pasal 391
Bidang Penataan Ruang terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 392
Kepala Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaks;li
dalam pasal 391 huruf a mempunyai tugas pokok pengelola
di bidang tata ruang berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk penataan dan pembangunan wilayah
perkotaan.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 392, Kepala Bidang Penataan Ruang menyclenggarakan

fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perencanaan tata
ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data di bidang penataan ruang melalui unit
terkait untuk mengetahui permasalahan pembangunan
tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan
serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
kota;

c. menganalisa data di bidang tata ruang perkotaan,
penataan dan pembinaan serta pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang kota sesuai jenisnya
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

d. menyusun rencana kegiatan di bidang tata ruan;
perkotaan, penataan dan pembinaan serta pengendali
dan pengawasan pemenfaatan ruang kota sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit;

e. mengidentifikasi perencanaan kegiatan tata ruang
perkotaan, penataan dan pembinaan serta pengendali@
dan pengawasan pemanfaatan ruang kota sesuai jenis
agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan
program;

f. membuat usulan perencanaan kegiatan pembangunan
di bidang tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan
serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
kota sesuai kebutuhan untuk ditetapkan dalam
pelaksanaan program;

g. membuat dokumen perencanaan pembangunan di bidang
tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota
sesuai jenis kebutuhan untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam pembahasan anggaran;

h. mensosialisasikan perencanaan pembangunan di bidang
tata ruang perkotaan, penataan dan pembinaan serta
pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Kot
secara terpadu untuk diketahui stakeholder;

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut; |

j- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala bidang lainnya melalui rapet/ pertemua{"l
untuk penyatuan pendapat; \

k. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
untuk tertibnya pelaksanaan tugas; \

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan
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\
m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB XIX |

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bagian Kesatu |

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi ‘

Pasal 394
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 395
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanak
urusan pemerintahan di bidang perumahan can kawasa
permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugatF
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 396 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 395, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; |
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua 1
Susunan Organisasi |

Pasal 397

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas; ‘

Sekretariat; ‘

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; ‘

Bidang Penerangan Perkctaan dan Permakeaman Umum;
|
\

ao o

dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

mempunyai tugas membaritu Wali Kota melaksanak

sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan d

bidang kawasan permukiman dan penerangan perkotaan (%i
\
\

Bagian Ketiga
Kepala Dinas
Pasal 398
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daere

Daerah.
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Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 398, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan kegiatan pembangunan di bidan
perumahan dan kawasen permukiman serta bidan
penerangan perkotaan dan permakaman umum secar
berkesinambungan untuk pengembangannya; |

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan da
kawasan permukiman serfa bidang penerangan perkotaz%
dan permakaman wumum sesuai kebutuhan untu
peningkatan kinerja unit;

c. menyusun kebijakan teknis di bidang perumahan dan
kawasan permukiman serta bidang penerangan perkotaan
dan permakaman umum berdasarkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar
pelaksanaan tugas; ‘

d. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dap
aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di  bidan
perumahan dan kawasan permukiman serta bidan
penerangan perkotaan dan permakaman umum melalui
mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit;

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang
perumahan dan kawasan permukiman serta bidang
penerangan perkotaan dan permakaman umum secara
terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 1

g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman serta bidang penerangah
perkotaan dan permakarnan umum berdasarkan skala
prioritas untuk terlaksananya proses pembangunan; |

h. memberikan perizinan dan advis teknis di bidan
perumahan dan kawasan permukiman sesuai jenisny
untuk menjamin kepastian hukum;

i. membina pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman serta bidang penerangan perkotaa
dan permakaman umum secara menyeluruh untuﬂ
kelancaran tugas unit;

j- mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing
untuk kelancaran pelaksnaan tugas unit; |

k. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern dan ekstern
secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan
unit; ‘

1. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untul
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

m. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baii(
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terka{t
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan }

p. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan. ‘
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Bagian Keempat \
Sekretariat

Pasal 400
Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris Dinas yang
melaksanakan tugas penatausahaan di bidang perencanaan
dan program, pelaporan, kepegawaian, umum, aset dan
kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 401
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 400, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: |
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan
program, keuangan, kepegawaian, umum, aset dam
kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaam
tugas; |
b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
perkantoran berdasarkan pedoman untuk peningkatan
pelayanan;

berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan;

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawalan
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
untuk tertibnya pelaksanaan administrasi kepegawaian;

{. melaksanakan tugas peng; elolaan perlengkapan, aset dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran keglatan
unit;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur; ‘

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu
pendapat; \

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal?
sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuanga;l

Pasal 402
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 400 terdir
atas:
a. Kepala Subbagian Prograrm; dan
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.

™=

Pasal 403
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
pasal 402 huruf a mempunyai tugas penyusunan program
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berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekni‘f,

untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 404 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 403, Kepala Subbagian Program menyeclenggarakan

fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan prograrT
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas

b. mengumpul data program kegiatan sesuai jenis sebagql
bahan penyusunan program unit;

c. menyusun rencana program kegiatan unit sesuai skal¢
prioritas sebagai bahan penetapan anggaran satuan kerja;

d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)\
RENSTRA, RENJA, RKPD;

e. membuat laporan evaluasi kinerja;

f. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran
eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas derigan atas
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan rapat untuk
penyatuan pendapat;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

j- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasam

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 405

Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum d ‘
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 402 huruf
b melaksanakan tugas di bidang pengelolaan administrasi
keuangan, umum, dan kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sert#
melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan, aset dan
kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelancaran tuga
unit.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 405, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umu

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan,
umum dan kepegawaian dan kebijakan teknis di bidang
perlengkapan, aset dan kearsipan sesuai kebutuhar
dasar pelaksanaan tugas;

b. melakukan penyusunan rencana pengelolaar
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian serta
rencana pengadaan barang inventaris sesuai kebutuhan
untuk kelancaran kegiatan unit;

c. mengelola administrasi keuangan sesuai pedoman untuk
tertibnya penggunaan anggaran; |

- UQ

(=]
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d. meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk proses pencairan; \

e. mengesahkan surat perintah membayar sesuai
kebutuhan sebagai dasar penerbitan surat perintai
pencairan dana,; |

f. menyusun laporan prognosis keuangan unit berdasarkan
penggunaan anggaran sebagai bahan
pertanggungjawaban;

g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formaéi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas serté
melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasarkar
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik un?:?

h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan
pemeliharaan barang inventaris unit sesuai ketentua.ﬂ“l
untuk keutuhannya;

i. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunju
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibny
administrasi kepegawaian serta mengelola kearsipa
sesuai jenis/ kelompok sebagai bahan dokumentasi dan
mempermudah pencarian;

j- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untu
tertibnya administrasi kepegawaian serta menyeleksi
arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan; |

k. membuat daftar arsip dan aset berdasarkan nilai guna
untuk diusul musnahkan,;

I. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan
prosedur sesuai ketentuan dan nilai guna arsip dan aset;

m. membuat berita acara pemusnahan sesuai daftar usulap
sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk; ‘

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derngan kepala
kepala subbagian dan  kepala seksi melalui
rapat/pertemuan untuk beroleh penyatuan pendapat;

p. menyusun sebagai bahan laporan secara berkala evaluasi;
dan

q- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa.?
untuk kelancaran tugas kedinasan. |

Bagian Kelima |
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 407
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

| ﬁga 5
i Pasal 408
_ i Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukim
o ¥/ﬂ' sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 huruf a mempunyai
SEDA | |

kawasan permukiman berdasarkan peraturan perudang-

tugas melaksanakan tugas di bidang perumahan da
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. %1



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 408, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a.

Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum
terdiri atas:
a.
b.
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Pasal 409

)

menghimpun kebijakan teknis di bidang perumahan das
kawasan permukiman sesuai kebutuhan sebagai dasa
pelaksanaan tugas;

menghimpun data wilayah perumahan can kawasa.rl
permukiman melalui pengukuran dan pemetaan;
mengelola data wilayah perumahan dan kawas
permukiman melalui pemetaan wuntuk mengetahui
gambaran wilayah pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman serta penanganan kawasan kumuh
perkotaan;

menyusun rencana teknis pembangunan sarana dan
prasarana perumahan dan kawasan permuklma.p
berdasarkan skala prioritas untuk menjadi program unit;
mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
secara terpadu agar masyarakat memahaminya; |
menyebarluaskan pelaksanaan pembangunan sara
perumahan dan kawasan permukiman melalui medla
massa agar rekanan dapat mengetahuinya;

memproses rencana pembangunan saranée perumaha
dan kawasan permukiman sesuai petunjuk pelaksanaaF
dan petunjuk teknis untuk tertibnya pelaksanaan; ‘
melakukan pembinaan terhadap rekanan pelaksanaan
sarana perumahan dan kawasan permuk man melal#u
free causte meeting untuk penyesuaian rencana kerja; |
melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan saranh
perumahan dan kawasan permukiman secara berkalh
untuk mengetahui perkernbangannya;

melaksanakan penyuluhan tentang kawasan
permukiman sehat; |
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasﬁ
secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunju
lebih lanjut; J
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melalui rapat/ pertemuaf
untuk penyatuan pendapat;

=

. mendistribusikan tugas kepada bawehan sesuai

bidangnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secaqa
berkala sebagai bahan evaluasi; dan |

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kenam
Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakaman Umum

Pasal 410

Kepala Bidang; dan
Kelompok Jabatan Fungsional
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Pasal 411 ‘
Kepala Bidang Penerangan Perkotaan dan Permakam
Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 410 huruf a
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas
lingkup penerangan jalan umum berdasarkan peratur
perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
kedinasan. ‘

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 411, Kepala Bidang Penerangan Perkotaan daP-l

Permakaman Umum menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penerangan
perkotaan dan permakaman umum berdasarkan
petunjuk pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menghimpun data wilayah peruntukkan peneranga
perkotaan dan permakaman umum melalui survei untlj‘;(
mengetahui kelayakannya; ‘

c. menghimpun data wilayah peruntukkan penerang
perkotaan dan permakarnan umum sesuai jenis seba:;
acuan pelaksanaan tugas; ‘

d. menyusun rencana kegiatan penerangan perkotaan dan
permakaman umum sesuai kebutuhan untuk menjabi
program unit;

e. memfasilitasi lokasi peruntukkan penerangan perkotaan
dan permakaman umum berdasarkan skala priorit:*s
untuk efektifitas pelaksanaan tugas;

f. melakukan pengaturan penerangan perkotaan dan
permakaman umum sesuai peruntukkan untuk
kelancaran aktivitas masyarakat; ‘

g. menyiapkan sarana dan prasarana penerangan perkotaan
dan permakaman umum sesuai kebutuhan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana
penerangan perkotaan dan permakaman umum secara
rutin untuk kelangsungannya;

i. melakukan perhitungan penetapan tarif pemanfaatdn
sarana permakaman sesuai klarifikasi untuk peningkatq‘n
pendapatan asli Daerah;

j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasaT,

b

baik lisan maupun tulisan untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut; \

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekertaris,
dan kepala-kepala bidang lain melalui rapat/ pertemuﬂn
untuk penyatuan pendapat;

1. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawah
sesuai job untuk kelancaran tugas;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan |

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan. Tﬂ
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BAB XX \
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu |
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi |
Pasal 413 ‘
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawqb
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 414
Dinas mempunyai tugas mernbantu Wali Kota melaksanakdn
Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 415
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 414, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi can pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; |
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkl*p
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua |

Susunan Organisasi

Pasal 416
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

o

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 417
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 418
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 417, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. merencanakan Kkegiatan pembangunan di bidang
perhubungan secara kesinambungan untuk
pengembangannya;
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b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan
sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit; ‘

c. menyusun kebijakan teknis bidang perhubungdp
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekms
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di  bidang
kependudukan dan pencatatan sipil melalui
mekanisme/prosedur kerja untuk kelencaran
pelaksanaan tugas unit;

e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil dan pencatatan sipil
secara terpadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

f. mengarahkan  pelaksanaan  kegiatan di b1daAg
kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ska.]a
prioritas untuk terlaksannya kegiatan unit;

g. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masmg
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

h. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara berkala
untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit;

i. mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepacla atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk leb}h
lanjut;

k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkeut
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkaia
sebagai bahan evaluasi; dan

m. melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya yat}g
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
kedinasan. |

|
Bagian Keempat ‘
Sekretariat 1

|

Pasal 419
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas mmelaksanak
tugas penatausahaan di bidang program, umum, kearsip
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturjn
perundang-undangan untuk kelencaran pelaksanaan tugas.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 419, Sekretaris Dinas immenyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusun
pogram, keuangan, kepegawaian, umum cdan kearsip
sesuai kebutuhan sebagei dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;

d. melaksanakan tugas pengelolahan administrasi keuangan
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan;
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e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian; |

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dabp
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan
unit;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur; |

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuaFn
pendapat;

j- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ]db
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 421
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Program; dan
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum darn
Kepegawaian.

Pasal 422
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 421 huruf a mempunyai tugas rnelaksanakan
penyusunan program berdasarkan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas unit. |
\
Pasal 423 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala
Pasal 422, Kepala Subbagian Program menyelenggarak
fungsi:
a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan progr
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanasn tugas;
b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sesual
kebutuhan untuk menjaci program unit;
c. melaksanakan penyusunan rencana Kkerja anggar:#n
berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit; ‘
d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran
eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan
anggaran,;
e. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;
g. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan
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h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 424
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian sebageumana dimaksud dalam pasal 421
huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolann
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian sesuai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 424, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangam
umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

b. melakukan penyusunan rencana pengelolahan
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
unuk kelancaran pelaksanaa tugas unit;

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuﬁk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
admnistrasi kepegawaian;

f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum
dan kepegawaian melalui DUK dan nominatif untwk
tertibnya administrasi kepegawaian;

g. membuat rencana pengadaan barang iventaris sesuai
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;

h. melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasark
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;

i. melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesu?i
ketentuan untuk keutuhannya;

j- mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan mempermudah pericairan.

k. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutam,

l. membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untdk
diusul musnahkan; ‘

m. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

n. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daft%r
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban; ‘

o. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk berole
penyatuan pendapat;

gq. menyusun laporan secara berkala sebagai bethan evaluasi;
dan

r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pasal 426

Bidang Pelayanan Administresi Kependudukan terdiri atas: |

a.
.

Kepala Bidang; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 427 w

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependuduka;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tekn1$
fasilitasi dan pembinaan umum di bidang adrmmstram
kependudukan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalzujp
Pasal 427, Kepala Kepala Bidang Pelayanan Admmlstra§1
Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a.

melaksanakan kebijakan teknis kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas; ‘
melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan administrasi kepencludukan dan
pencatatan sipil;

melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil untuk mengetahui status dan 1dent1ta¢s
penduduk;

memproses penerbitan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara
rutin untuk mengetahui perkembangan penduduk;
penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran daFl
pencatatan sipil;

merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduh(
dan pencatatan sipil ‘
melaksanakan pembinanan dan koordinasi pelaksana
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk d
pencatatan sipil;

melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan yang
meliputi:

Kartu Keluarga;

Kartu Tanda Penduduk; \
Kartu Identitas Anak; \
Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia;
Surat Keterangan Datang Warga Negara Indonesia; |
Surat Keterangan Pindah Luar Negeri; ‘
Surat Keteragan Datang Luar Negeri; 1
Surat Keterangan Tempat Tinggal;

Surat Keterangan Kelahiran;

10. Surat Keterangan Lahir Mati;

11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Ketrangan Pembatalan Perceraian:
13. Surat Keterangan Kematian,;
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14. Surat Keterangan pengangkatan anak ;
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan
Indonesia;
16. Surat Keterangan Pengganti Tanda identitas;
17. Surat Keterangan Pencatatan sipil;
18. Akta Kelahiran;
19. Akta Kematian;
20. Akta Perkawinan;
21. Akta Perceraian;
22. Akta Pengakuan Anak; dan
23. Akta Pengesahan Anal,
k. melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan |

1. mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil; ‘

Bagiar Keenam |
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data

Pasal 429 ‘
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data terdin atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 430 ;

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana

dimaksud dalam pasal 429 huruf a mempunyai tug

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, d

pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi

admnistrasi kependudukan, kerja sama administrasi

kependudukan, pemanfaatan data dan dokume

kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi

kependudukan. |
Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 430, Kepala Bidang Perigelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggaraka

fungsi:

a. menyusun perencanaan pengelolaan informa\l?i
administrasi kependudukan, pemanfaatan data d
dokumen kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan iunformasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data de
dokumen kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja
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sama administrasi kependudukan serta inovesi pelayana.l?
administrasi kependudukan; |

d. melaksanakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja
sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanar
administrasi kependudukan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

=4

BAB XXI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 432
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawalr
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. |

|
Bagian Kesatu
|
|

Pasal 433 |
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanaka#n
Urusan Pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustaka ‘
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu

yang diberikan kepada Daerah. ET

Pasal 434 |
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 433, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai deng
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingku
tugasnya; dan |
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 435
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perpustakaan,
d. Bidang Kearsipan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 436
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagia
tugas Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan d
Kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran tugas.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 436, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana dan program pengembangan di bidang
perpustakaan dan arsip;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan
dan arsip berdasarkan program kerja secbagai das
pelaksanaan tugas sesuai kebutuhan untuk peningkat;{
kinerja unit;

c. menyusun kebijakan teknis bidang perpustakaan da
arsip berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d. mengoordinasikan penyusunan rencana dan program
kerja bidang perpustakaan dan arsip;

e. mengorganisir pelaksanaan kegiatan di bidan
perpustakaan dan arsip melalui mekanisme/prosedu
kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; 1

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang
perpustakaan dan arsip secara terpadu untuk tertibnya
pelaksanaan tugas;

g. mengarahkan  pelaksariaan kegiatan di  bidan;
perpustakaan dan arsip berdasarkan skala prioritas
untuk peningkatan kinerja unit;

h. membina pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan
dan arsip secara menyeluruh untuk kelancaran tuga;s
unit;

i. mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masmg
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;

j. mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara berkalfi
untuk efektivitas dan efesiensi kegiatan unit; ‘

k. mengevaluasi scluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

1. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk leb1h
lanjut;

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan un#t
terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatu
pendapat;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan atas
untuk kelancaran tugas kedinasan;
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Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 438
Sekretariat dipimpin oleh Seckretaris Dinas melaksanakan
tugas penatausahaan di bidang program, umurn, kearsipan,
kepegawaian dan keuangan berdasarkan peratur
perundang-undangan untuk kelencaran pelaksanaan tugas.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamLL

Pasal 438, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi: |

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan
program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; ‘

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit; |

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan,;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan pedoman untuk tertibnya admmlstraql
keuangan,;

e. melaksankan tugas pengelolaan kepegawai
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk tekni
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran keg1atah
unit;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara llsaJp
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas degan Kkepala-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuaﬁp
pendapat;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai fungsi
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa_h
unuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 440 ‘

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 438 terdiri

atas:

a. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaiﬂ;
dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 441

Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 440 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,
umum dan kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi
keuangan, umum dan kepegawaian.
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Pasal 442 ‘

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 441, Kepala Subbagian Keuangan, Umum d

Kepegawalan menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuang
umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai das
pelaksanaan tugas; ‘

b. melakukan penyusunann rencana pengelolaan
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formaTi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; ‘

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunju
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaiari; |

f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum
dan kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk
tertibnya administrasi kepegawaian,;

g. membuat rencana pengadaan barang inventaris sesum
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;

h. melaksanakan pengelolean inventarisasi berdasark
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;

i. melakukan pemeliharaar barang inventaris unit sesuai
ketentuan untuk keutuhanya;

j. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebag%i
bahan dokumentasi dan mempermudah perncairan; ‘

k. menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutarh;

l. membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untqu
diusul musnahkan;

m. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dar'l

prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

n. membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daft
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban;

o. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasafP,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk berol%l
penyatuan pendapat;

q. menyusun laporan secara berkala sebagai behan evaluasi;
dan

r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Perpustakaan

Pasal 443
Bidang Perpustakaan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 444
Kepala Bidang Perpustakaar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 443 huruf a mempunyai tugas di bidang pengembangan
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|
koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pembinaﬁ

perpustakaan, layanan perpustakaan dan pembudaya
kegemaran membaca untuk peningkatan kualitas
perpustakaan Daerah dan peningkatan minat baca
masyarakat. ‘

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 444, Kepala Bidang Perpustakaan menyelenggarakan

fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perpustakaan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
operasional, |

b. melaksanakan deposit, pengembangan koleksi dan
pengolahan bahan perpustakaan meliputi penghimpunan,
pengelolaan, pendayagunaan karya cetak dan karya
rekam, penyusunan bibliografi Daerah dan katalog induk
Daerah  serta  penyusunan literatur  sekunder,
penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi,
pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi,
pengembangan  koleksi Daerah  (local content),
pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi
bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek,
penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, vallda§1
dan pemasukan data ke pangkalan data;

c. melaksanaan layanan, otomasi, dan kerja sama
perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, liteazgli
informasi, bimbingan pemustaka, dan layanan ekstensi
(perpustakaan keliling, pojok baca, dan sejenisnya),
promosi layanan, pelaksanaan Kkajian kepuasan
pemustaka, pengembangan teknologi, informasi, dan
komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan
jaringan perpustakaan, serta pelaksanaan kerja sama
antar  perpustakaan dan membangun jejaring
perpustakaan;

d. melaksanakan pelestarian bahan perpustalkaan melipu
konservasi pelestarian fisik bahan perpustakaa
termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi, da
penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan baha
perpustakaan, dan alih media melakukan pelestaria
isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naska
kuno melalui alih media, pemeliharaan sert
penyimpanan master informasi digital;

e. melaksanaan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis
perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur,
dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi
pengembangan perpustakaan dan pemasyarakatan/
sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;

f. melaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan,
bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis
kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan,
koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi
pembinaan tenaga perpustakaan;

BB B8
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g. melaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan
pembudayaan  kegemaran membaca, koordinasi,
pemasyarakatan/sosialisasi dan bimbingan teknis serta
evaluasi kegemaran membaca;

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

j- menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagiar. Keenam
Bidang Kearsipan

Pasal 446
Bidang Kearsipan terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 447
Kepala Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal
446 huruf a mempunyai tugas di bidang kearsipan meliputi
pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dan layananan serta
pemanfaatan arsip untuk tertatanya arsip Daerah.

Pasal 448
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 447, Kepala Bidang Kearsipan menyelenggarakan
fungsi: ‘
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang kearsipan sesﬁi
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas operasional;
b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan kearsipan; ‘
c. melaksanakan pembinaan kearsipan pada perangkd
Daerah; ‘
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekni
pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layan
dan pemanfaatan kearsipan;
melaksanakan pengelolaan arsip vital dan aset Daerah;
melaksanakan pengelolaan arsip inaktif;
melaksanakan akuisisi arsip statis;
melaksanakan pengolahan arsip statis; melaksanak
bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksana
kearsipan pada Perangkat Daerah;
i. melaksanakan sosialisasi kearsipan pada Perangkat
Daerah;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksa_naaF

SR T 0

kearsipan pada Perangkat Daerah;
k. melaksanakan sosialisasi kearsipan masyarakat; |
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaa{x
kearsipan pada masyarakat;

—
.
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m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kearsipan pada lembaga pendldlkan |

n. melaksanakan preservasi arsip statis;

o. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis
dan arsip statis; |

p. melaksanakan layanan informasi kearsipan; |

q. melaksanakan pemanfaatan arsip statis;

r. melaksanakan jasa kearsipan; |

s. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bail

lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;
t. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai ]Ob
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
u. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan |
v. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
unuk kelancaran tugas kedinasan. |
I
BAB XXII |
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 449 |
(1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawaP
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. ‘
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
Pasal 450 ‘
Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang d1benka.p
kepada Daerah. |

Pasal 451 w
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 450, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai denga‘P
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administras: dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunar Organisasi

Pasal 452
Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat; ‘
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
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|
Bidang Sarana Prasaranz, Bimbingan dan Keselamatarg
Transportasi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 453

Kepala Dinas sebagaumana dimaksud dalam pasal 45Q
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tuga
Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 453, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: ;

a.

merencanakan kegiatan pembangunan di bidang
perhubungan secara berkesinambungan untuk
pengembangannya; |
merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan
sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja unit;
menyusun kebijakan teknis bidang perhubungah
berdasarkan petunjuk pelaksana/petunjuk teknis sebagzil
pedoman pelaksanaan tugas;
mengorganisir  pelaksanaan  kegiatan di bidang
perhubungan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk
kelencaran pelaksanaan tugas unit; ‘
mengendalikan  pelaksanaan kegiatan di bidang
perhubungan  secara terpadu untuk tertibnya
pelaksanaan tugas; ‘
mengarahkan  pelaksaniaan  kegiatan di  bidang
perhubungan berdasarkan skala prioritas untu}{
terlaksannya kegiatan unit; |
memberikan perizinan di bidang perhubungan sesuap
jenisnya untuk menjamin kepastian hukum;
membina pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan
secara menyeluruh untuk kelancaran tugas unit;
mendistribusikan tugas sesuai bidang masing- masmg
untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit;
mengawasi pelaksanaan tugas baik intern secara berkalLa
untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan unit; |
mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baj%
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebi
lanjut;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan un*t
terkait melallui rapat koordinasi untuk penyatu
pendapat;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkal
sebagai bahan evaluasi; dan
melakukan tugas pembantuan dan tugas lainnya ya
diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tug
kedinasan.
|
\
|
|
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Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 455
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang bertugas
melaksanakan tugas penatausahaan di bideng program,
umum, kearsipan, kepegawaian dan keuangan berdasarkan
peraturan perundang-unclangan untuk kelencaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 455, Sekretaris Dinas raenyelenggarakan fungsi: ‘

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan
pogram, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;

d. melaksanakan tugas pengelolahan administrasi keuangan
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan;

e. melaksanakan  tugas  pengelolahan kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan
unit,;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

h. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatu
pendapat;

j- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai joTb
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berka]{a
sebagai bahan evaluasi; dan \

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasar-n
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 457

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 terdiri

atas:

a. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 458
Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam pasal 457 Huruf a mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
umum dan kepegawaian sesuai petunjuk
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pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi
keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 458, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum
dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas: |
a.
b.

menyiapkan kebijakan teknis administrasi keuangan,
umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

melakukan penyusunan rencana pengelolaan
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian
berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
unuk kelancaran pelaksana tugas unit;

menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya
admnistrasi kepegawaian;

melakukan pengelolaan administrasi keuangan, umum
dan kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk
tertibnya administrasi kepegawaian; |
membuat rencana pengadaan barang iventaris sesuai
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
melaksanakan pengelolaan inventarisasi berdasarkan
pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit;
melakukan pemeliharaan barang inventaris unit sesuai
ketentuan untuk keutuhannya,

mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai
bahan dokumentasi dan rnempermudah pencairan;
menyeleksi arsip sesuai jangka waktu untuk penyusutan;
membuat dasar arsip berdasarkan nilai guna arsip untuk
diusul musnahkan;

melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

membuat berita acara pemusnahan arsip sesuai daftar
usulan sebagai bahan pertanggungjawaban;
mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk berole?
penyatuan pendapat; ;
menyusun laporan secara berkala sebagai bahan evaluasi;
dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasat
untuk kelancaran tugas kedinasan. T

Bagian Kelima
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 460

Kepala Bidang; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 461
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 452 huruf ¢ mempunyai tugas di
bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas jalan,
angkutan dan terminal serta perpakiran berdasarkan
pedoman untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 461, Kepala Bidang Lalu Lintas den Angkutan

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perhubungan
darat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas
operasional;

b. menghimpun data lalu lintas jalan, angkutan dan
terminal serta perparkiran melalui survei untuk
mengetahui jumlah dan jenis kendaraan, produktivitas
terminal, kepadatan arus lalu lintas dan kawasan serta
kapasitas parkir; |

c. menganalisa data lalu lintas jalan, angkutan dan terminal
serta perparkiran sesuai jenisnya untuk mengetahui
tingkat kepadatan kendaraan dan pengguna jasa;

d. menyusun rencana kegiatan bidang perhubungan darat
yang meliputi lalu lintas jalan dan angkutan serta
perparkiran sesuai kebutuhan untuk menjadi program
unit; ‘

e. melakukan sosialisasi terpadu kegiatan operasional
di bidang perhubungan darat melalui media masa dan
pertemuan secara langsung untuk peningkatan
pengetahuan masyarakat;

f. melakukan penerapan aturan di bidang perhubungah
darat secara terpadu untuk kepatuhan dan ketertiban
berlalu lintas;

g. melaksanakan penertiban lalu lintas secara terpadu
untuk kelancaran lalu lintas jalan,;

h. melaksanakan pengaturan ketertiban angkutan dar t
berdasarkan jaringan dan lintasan untuk kelancaran d
ketertiban mobilitas angkutan orang dan barang; \

i. memproses rekomendasi perizinan angkutan darat
melalui permohonan sebagai bahan pertimbangan untu
penerbitan izin angkutan;

j. melakukan pengaturan jaringan transportasi darat sesuai
wilayah bangkitan dan tarikan untuk penyebar
angkutan;

k. melaksanakan pengaturan sirkulasi arus kendara
didalam terminal sesuai trayek untuk tertibnya
kendaraan masuk keluar;

l. melaksanakan penetapan lokasi parkir kendaraan sesuai
Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk tertibnya perparkiran

m. melakukan peraturan parkiran pada lokasi perparkir
serta tempat-tempat tertentu sesuai kebutuhan guna
tertatanya kendaraan yarig di parkir;

n. melakukan pembinaan kepada pengusaha can pengguna
angkutan melalui rapat, untuk peningkatan kesadaran
dan kepatuhan berlalu lintas;
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o. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan bai
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk Ilebil
lanjut;

p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kabid-
kabid melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

q. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawaham
sesuai bidangnya untuk kelancaran tugas;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan fugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasaJn
untuk kelancaran tugas unit. ‘

Bagiar: Keempat
Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan
Transportasi

Pasal 463
Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan dan Keselamatan
Transportasi terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 464
Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan d
Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalar
pasal 463 huruf a mempunyai tugas di bidang sarana,
prasarana dan keselamatan transportasi berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan untuk pengendalian dan
pengamanan lalu lintas.

Pasal 465 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalanLn

Pasal 464, Kepala Bidang Sarana Prasarana, Bimbingan daFl

Keselamatan Trasportasi menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang sarana,
prasarana dan keselamatan transportasi jalan sesuzj
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; \

b. menghimpun data sarana, prasarana dan keselamatan
transportasi jalan melalui survei Lalu Lintas Harian (LHR),
gerakan membelok dan Satuan Mobil Penumpang (SMP)
untuk mengetahui kebutuhan peralatan dan
perlengkapan penunjang trasportasi darat;

c. menganalisa data sarana, prasarana dan keselamatan
transportasi jalan melalui volume, kapasitas, dan
kecepatan rata-rata untuk mengetahui satuan jenis dan
volume kebutuhan transportasi darat;

d. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana
serta kegiatan keselamatan transportasi jalan sesuai
kebutuhan untuk menjacli program unit;

e. melaksanakan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana
lalu lintas, bengkel peralatan uji kendaraan dan
keselamatan transportasi jalan melalui monitoring dan
evaluasi secara rutin guna pemanfaatannya;

f. melaksanakan pemasangan rambu-rambu lalu lintas,
marka jalan, alat pengendalian dan pengaman pemakai
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\
jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (traffic light dan
warning light), manajemen rekayasa lalu lintas, halte dan
papan nama jalan sesuai peruntukannya sebagai
petunjuk dan pengendalien lalu lintas;

g. melaksanakan penilaian analisa dampak lalu hntaJs
secara terpadu untuk mernjadi bahan pertimbangan dalafp
pemberian rekomendasi;

h. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, promosi dan
kemitraan, melalui media masa, sekolah-sekolah, kantor-
kantor, terminal untuk peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan kesadaran masyarakat; ‘

i. melakukan penelitian administrasi kendaraan wajib uji
melalui permohonan pemilik dan atau pengusah
angkutan untuk beroleh pendaftaran uji kerdaraan; ‘

j. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

melalui bengkel dan peralatan uji untuk memperoleh
pengesahan tanda uji (registrasi uji), tanda samping dap
buku uji;

k. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;

l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kkepala-
kepala bidang melalui/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

m. mendistribusikan tugas kepada bawaharn sesuai ]ob
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan. |

BAB XXIII T
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET, DAN
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

\
\
|
\
Pasal 466 |
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. \
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan. \

Pasal 467
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 467, Badan menyelenggarakan fung81
a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan llngku
tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
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c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis Sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan  fungsi-fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan |

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 469

Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan,;

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah:

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 470
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan, Penelitiah
dan Pengembangan yang berada dibawah tanggung jawab
Wali Kota.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala.lp

Pasal 470, Kepala Badan mernyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaarn,
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembanga;;l
melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan
Daerah;

b. merumuskan Kkebijakan perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi, penelitian dan pengembangan secara terpadu
untuk pemerataan pembangunan diberbagai sektor; ‘

c. mengorganisir pelaksanaan tugas jperencanaar‘},
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan
sesuai mekanisme untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

d. mengendalikan  pelaksanaan tugas  perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan
secara menyeluruh agar pemerataan pembangunan
di Daerah tercapai;

e. mengarahkan tugas kesekretariatan meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi berdasarkan tugas dan fungsi
untuk menunjang kegiatan perencanaan penelitian dan
pengembangan;
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f. mengarahkan tugas rtugas bidang perencanaan
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sesuai
program kegiatan untuk pencapaian tujuan
pembangunan Daerah;

g. mengarahkan tugas Bidang Pemerintahan dan
pembangunan manusia sesuai program dan kegiatan
untuk pencapaian good governance dan sumber daya
manusia yang unggul;

h. mengarahkan tugas tugas Bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai program dan
kegiatan untuk pencapaian kondisi ekonomi yang
kompetitif, mendukung kelestarian lingkungan dan
infrastruktur yang handal untuk  pencapaian
pembangunan yang berkelanjutan;

i. mengarahkan tugas tugas bidang  penelitian,
pengembangan dan inovasi sesuai program dan kegiatan
untuk pengambilan kebijakan teknis dan rekomendasi
guna menunjang percepatan pencapaian tujuan
pembangunan Daerah;

j- membina pelaksanaan tugas bidang perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi,penelitian dan pengembangan
baik intern maupun ekstern untuk pelaksanaan tugas;

k. mendistribusikan pelaksanaan tugas
perencanaan,Pengendalian,  Evaluasi,penclitian  dan
pengembangan kepada bawahan sesuai bidang untuk
tertibnya pelaksanaan tugas;

l. mengawasi pelaksanaan tugas perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan
secara menyeluruh untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan
unit; ‘

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan,
Pengendalian, Evaluasi, penelitian dan pengembangan
melalui rapat evaluasi untuk mengetahui perkembangan
hasil pelaksanaan tugas;

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut
dalam pelaksanaan tugas;

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkaih
melalui rapat koordinasi untuk pernyataan pendapat; d

p. melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua |

Sekretariat

Pasal 472
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanak
tugas Penatausahaan di bidang Perencanaan, Program,
Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipan berdasark
peraturan perundang-undangan untuk kelancar
pelaksanaan tugas.

Pasal 473
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 472, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
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a. mengoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembarigan Daerah;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan
anggaran di Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

d. melaksanakan penyusunan kerangka regulasi dalam
perencanaan pembangunan Daerah pada Bappeda;

e. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubung
masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencana
Penelitian dan Pengembarngan;

f. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan
tata laksana; |

g. melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara dan layanan pengadaaﬁ
barang/jasa di lingkungan Bappeda;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan
penilaian atas capaian pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah serta Kkinerja pengadaafp
barang/jasa milik negara; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasah
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 474 |
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 terdml
atas: ‘
a. Kepala Subbagian Keuangan; ‘
b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan ‘
c. Kelompok Jabatan Fungsional. |

Pasal 475 ‘
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 474 huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi
keuangan dan  pembendaharaan  untuk  tertibnya
pelaksanaan program/kegiatan badan.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

pasal 475, Kepala Subbagian keuangan menyclenggarakar

fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas

b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tin
Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Penggun:
Anggaran;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangar
berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administras
keuangan;

d. mengonsultasikan pelaksanaan tugas derigan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebit
lanjut;
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e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala
subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat. ‘

Pasal 477
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaiman
dimaksud dalam Pasal 474 huruf b mempunyai tuga
membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum,
ketatausahaan, kepegawaian dan sarana serta prasaran
kerja lingkup Badan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 476, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaiar

menyelenggarakan fungsi:

a. menylapkan kebijakan teknis administrasi kepegawalan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; ‘

b. mengelola administrasi perkantoran dan kearsipan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk tertibnya administrasi
perkantoran; ‘

c. melaksanakan penyusunan rencana  pengelola
administrasi kepegawaiarn berdasarkan pedoman untfj:
kelancaran tugas unit;

d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaantugas unit;

e. menyusun usulan permintaan pegawai sesuai sesuai
kebutuhan untuk kelancaran tugas unit; \

f. menyusun daftar induk kepegawaian sesusai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;

g. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi
kepegawaian; \

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas derngan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk legli]'l
lanjut;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala
subbagian lainnya melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkalf,i
sebagai bahan evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa‘Tl
untuk kelancaran tugas kedinasan.

=

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 479
Bidang  Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.




ONF

KERJA
EJr 8
| wokew | ],
st |

| SEXDA

- 162 -

Pasal 480
Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluas
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa
479 huruf a mempunyai tugas mengarahkan tugas- tuga{

e

1 =)

bidang  perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah sesuai program dan kegiatan untu
pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 481 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pas:ﬂ

480, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: |

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembangunan Daerah;

b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan; ‘

c. melakukan pengumpulan analisasi data dan informaji
pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi prog:ram—progran?
pembangunan di Daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan;

f. mengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran d: Daerah;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencana
pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencan
pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan
Daerah; ‘

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi
dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaiar
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengar
kebijakan pembangunan Daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daeral
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangar
pembangunan;

j- menyajikan dan mengamankan data informasi
pembangunan Daerah;

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan
elektronik sebagai bahan dokumentasi;

l. penyusunan evaluasi can pelaporan program dar
kegiatan pembangunan Daerah;

m. pelaksanaan evaluasi cdan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan Daerah;

n. pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapar
pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
dan

o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaar
program pembangunan Daerah.

= =]
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Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 482
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia terdiri
atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 483
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangurian Manusw.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 482 huruf a mempunyau
tugas mengarahkan tugas tugas di bidang pemerintahan d
pembangunan manusia sesuai program dan kegiatan untul
pencapaian good governance dan sumber daya yang unggul. |

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 483, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusm

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaah
pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan FKPD) B1dang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategi
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daera
wilayah koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintah
dan Pembangunan Manusia; ‘

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan
dewan perwakilan rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJM]D
dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunaqﬂ
Manusia;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakstan denga
dewan perwakilan rakyat Daerah terkait APBD wilay
koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi keglat
perangkat Daerah kabupaten/kota Bidang Pemerlntaha?
dan Pembangunan Manusia;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas da
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi
dan kabupaten/kota Bidang Pemerintahan dar
Pembangunan Manusia;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan d
Pembangunan Manusia;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersam
kerjasama antar Daerah Bidang Pemerintahan dat
Pembangunan Manusia; can

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pada
perangkat Daerah kabupaten/kota wilayah koordinasi
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

- W

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewﬂayahaq

Pasal 485
Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungs:onal.
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Pasal 486 ‘
Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 485
huruf a mempunyai tugas mengarahkan tugas tugas di
bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
seluruh program dan kegiatan untuk pencapaian
perekonomian yang kompetitif, mendukung kelestarian
lingkungan dan infrastruktur yang handal untuk pencapaian
pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn

pasal 486, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, [nfrastruktur

dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah (RFJPD, RPJMD dan RKPD); ‘

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
wilayah  koordinasi bidang Perekonornian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan; |

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,
RPJMD dan RKPD);

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan deng
dewan perwakilan rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJML
dan RKPD bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan
dewan perwakilan rakyat Daerah terkait APBD bidang
Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
perangkat Daerah kabupaten/kota bidang P(:rekonomiaxﬂ,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas da
harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi
dan kabupaten/kota bidang Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan Kewilayahan; \

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas nasional bidang Perekonomian, SD
Infrastruktur dan Kewilayahan; ‘

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersam
kerjasama antar Daerah; dan bidang Perekonomian, SD
Infrastruktur dan Kewilayahan; |

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pada
perangkat Daerah kota bidang perencanaan infrastruktur
kewilayahan dan sumber daya alam; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa.p
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagiar. Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 488
Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 489 .
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 483 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dan
inovasi sesuai program dan kegiatan untuk pengambilan
kebijakan teknis guna menunjang percepatar. pencapaian
tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 489, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan rencana program dan anggaran penelitian
pengembangan dan inovasi berdasarkan peraturan yang
berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas; '

b. menyiapkan kebijakan teknis penelitian pengembangan
dan inovasi melalui pengumpulan dan pengkajian data
informasi sebagai dasar pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian
dan pengembangan lingkup wurusan Pemerintahan
Daerah secara swakelola dan Kerjasama dengan pihak
ketiga untuk memperoleh rekomendasi hasil
penelitian;

d. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup wurusan
Pemerintahan Daerah melalui penelitian untuk
pengambilan keputusan;

e. memfasilitasi kegiatan incvasi Daerah melalui Kerjasama
dengan pihak terkait untuk mendorong percepatan tujuan
pembangunan Daerah;

f. mengarahkan tugas di bidang inovasi dan teknologif,
penelitian  social dan  pemerintahan, penelitian
ekonomi dan pembangunan melalui rapat atau
pertemuan untuk memaksimalkan program dan
kegiatan,

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang
lain melalui rapat rapat untuk  penyatuan
pendapat;

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar
tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan
efisien;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebi
lanjut;

j- mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan car

membandingkan antara rencana operasional deng
tugas tugas yang dilaksenakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan
datang;

k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
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BAB XXIV
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 491
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertariggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 492
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah. '

Pasal 493
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 492, Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 494
Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
Kepala Badan;
Sekretariat;
Bidang Anggaran,;

Bidang Perbendaharaan;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Bidang Pengelolaan Bararig Milik Daerah;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

TN NEL

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 495
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalamn
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan dan Barang Milik Daerah.

=

Pasal 496
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 495, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan
barang milik Daerah;
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melaksanakan administrasi dan manajemen Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berdasarkan pedoman dan tahapan yang
telah ditentukan;

melaksanakan proses penatausahaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melakukan pembinaan Perbendaharaan;

menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
berdasarkan Sistem Akuntansi;

melakukan pencatatan dan penatusahaan barang milik
Daerah; dan l

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 497

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
kegiatan bidang penatausahaan keuangan, pengelolaan
kepegawaian, sarana prasarana serta rencana kerja badan.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 497, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a.

melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan,
kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja
badan; |
menyusun rencana kerja dan kegiatan sesuai kebutuhan
untuk menjad program unit;

melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
perkantoran berdasarkan pedoman untuk peningkatan
pelayanan;

melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan,;

melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian,;
melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kearsipan
sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan badan;
melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisa
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
mengkoordinasikan tugas dengan kepala-kepala bidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jabatan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Pasal 499
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 500
Kepala Subbagian Umum can Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 499 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan  kegiatan  ketatausahaan administr:ji
keuangan, administrasi pengelolaan lkepegawai
perencanaan program dan kegiatan serta penyiapan saran
prasarana perelengkapan kerja.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 500, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang umum, keuangan
dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan sarana prasarana gedung kantor serta
perlengkapan kerja guna keamanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan penatausahaan dan pengengolaan
kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan
dokumentasi;

d. mengidentifikasi arsip sesuai jangka waktu untuk
penyusutasn dan pemusnahan;

e. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan yané
meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis
untuk tertibnya administrasi keuangan; '

g. membuat rencana pengadaan barang milik Daerah sesuai
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan;

h. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi;

i. melakukan pemeliharaan barang milik Daerah sesuai
ketentuan untuk kelangsungan dan kelancaran tugas;

j- mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkal
sebagai bahan evaluasi; I

1. melakukan penyusunan rencana pengelolaa
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untul
kelancaran tugas; |

m. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

n. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas:

o. menyusun data induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;
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melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui daftar urut kepangkatan (DUK) dan nominatif
untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
mengkonsultasikan pelaksanaan tigas dengan atasai
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebil
lanjut; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasab
untuk kelancaram tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Anggaran

Pasal 502

Bidang Anggaran terdiri atas:

aoop

Kepala Bidang;

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
Sub Bidang Verifikasi dan Analisis Anggaran; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 503

Kepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksucd dalam pasal
502 huruf a bertugas menyusun anggaran pendapatan dan
belanja Daerah dan perubahannya, serta melakukan
verifikasi dan analisis anggaran.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 503, Kepala Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi:

a.

menyiapkan dan mengkoordinasikan pengalokasian
anggaran dalam perencanaan dan penyusunan KUA PPAS
dan KUPA/PPAS Perubahan;

menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan
penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP dan DPPA
SKPD;

menyiapkan penyusunan peraturan Daerah tentang
APBD dan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
menyiapkan penyusunan peraturan Wali Kota tentang
teknis penyusunan anggaran SKPD;

menyiapkan dan mengkoordinasikan verifikasi RKA-SKPD
dan DPA-SKPD;

menyiapkan dan mengkoordinasikan verifikasi perubahan
RKA-SKPD dan DPA-SKPD;

menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan
penyusunan anggaran pendapatan; -
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan
penyusunan anggaran belanja Daerah; ‘
menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan dan
penyusunan anggaran pembiayaan; |
menyiapkan dan mengkoordinasikan analisis
penyusunan ASB, SBU dan Koordinasi |
penyusunanmelakukan pengelolaan penerimaan pajak
bumi dan bangunan dan dokumen pajak bumi dan
bangunan lainnya yang diterbitkan oleh dirjen pajak
untuk tertibnya penerimszan pajak bumi dan bangunan;
dan
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k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasa+

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 505 I

Kepala Subbidang perencansan dan penyusunan anggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 502 huruf b mempunyai
tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Daerah dan perubahannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 505, Kepala Subbidang perencanaan dan penyusunan
anggaran menyelenggarakan fungsi:
a.

b:

Pasal 506

|
menyusun pengalokasian anggaran dalam penyusunan

KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan; |
menyampaikan KUA PPAS dan KUPA/PPASS Perubahar
kepada Wali Kota yang telah disusun dan selanjutn?%
disampaikan ke dewan perwakilan rakyat Daerah untu
dibahas;

melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancanagan APBD dan rancangan Perubahan APBD; |
menyiapkan dan mengkoordinasikan perericanaan dam
penyusunan anggaran pendapatan;

menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan dan
penyusunan anggaran belanja Daerah;

menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan daqi
penyusunan anggaran permnbiyaan; |
melakukan koordinasi atas peyusunan RKA-SKPD dan
DPA SKPD; \
melakukan koordinasi untuk penyusunan rancangaql
Nota Keuangan APBD dan rancangan Nota Keuangan
Perubahan APBD;

menyampaikan rancangan APBD dan Rancangan
Perubahan APBD ke dewan perwakilan rakyat Daeraﬂl
untuk dibahas; ‘
menyampaikan rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD ke dewan perwakilan rakyat Daer
yang telah disepakati bersama antara Wali Kota dan
pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah ke Provm&n
Gorontalo untuk dievaluasi;

menyampaikan hasil evaluasi Gubernur Gorontalo
tentang Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan
APBD ke Badan Anggaran dewan perwakilan rakyat
Daerah;

menyiapkan rancangan penjabaran APBD dan rancangan
perubahan APBD;

melakukan tahapan pergeseran anggaran mendahului
perubahan APBD;

menyiapkan data dan dokumen untuk rapat TAPD dar
rapat dengan Badan Anggaran; T
menyiapkan bahan bimbingan dan sosialisasi atas
regulasi petunjuk teknis penyusunan anggaran;
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan sub
bidang perencanaan dan penyusunan anggaran; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala badan.
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Pasal 507
Kepala Subbidang verifikasi dan analisis anggaran
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 502 huruf ¢ mempunyai
tugas melakukan verifikasi KKA-SKPD dan DPA SKPD serta
menganalisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 507, Kepala Subbidang verifikasi dan analisis anggaran

menyelenggarkan fungsi:

a. melakukan verifikasi atas konsistensi program dan pagu
pendanaan RKPD dan RPJMD/RPD dan KUA/PPAS;

b. melakukan verifikasi atas ketersediaan alokasi belanja
wajib Daerah yang meliputi belanja pendidikan. belanja
infrastruktur pelayanan publik,belanja pegawai,belanja
wajib yang didanai dari pendapatan pajak Daerah dan
retribusi Daerah (PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajay
Rokok, dan Pajak Air Tanah;

c. melakukan verifikasi dan Analisa usulan Analisa Standar
Belanja (ASB) Non Fisik dan SBU SKPD;

d. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan
petunjuk teknis prosedur penyusunan RKA-SKPD,
menyusun ASB Non Fisik, dan SBU;

e. melakukan verifikasi den wusulan kebutuhan alokasi
anggaran yang diusulkan oleh SKPD;

f. menyiapkan data dan Koordinasi Verifikasi RKA-SKPD

dan DPA-SKPD;

menyiapkan data dan Koordinasi Verifikasi Perubahan

RKA-SKPD dan DPA-SKPD;

menganalisis anggaran pendapatan Daerah;

menganalisis anggaran belanja Daerah;

menganalisis pembiayaan Daerah;

menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan

Subbidang Verifikasi dan Analisis Anggaran; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Badan.

mOOr R @

Bagian Keenam ‘
Bidang Perbendaharaan

Pasal 509
Bidang Perbendaharaan terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
c. Kepala Subbidang Pelayanan Perbendaharaen; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 510
Kepala Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 509 huruf a mempunyai tugas membantu kepala
badan dalam melaksanakan dan mempersiapkan bahan
pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi,
pengelolaan non anggaran dan pengelolaan setara kas.
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Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 510, Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan

fungsi:

a. mengoordinasikan pengelolaan kas Daerah;

b. mengoordinasikan penatausahaan pembiayzan Daerah;

c. mengoordinasikan, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi
Supervisi, monitoring dan Evaluasi Pengeclolaan dana
Transfer ke Daerah;

d. mengoordinasikan penyusunan laporan  realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran
kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan
penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

e. melakukan Penyiapan , Pelaksanaan dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD; ‘

f. melakukan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya;

g. melakukan  Rekonsiliasi Data  Penerimaan  dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas
SP2D dengan Instansi Terkait;

h. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian
kelengkapan dokumen SPP dan SPM;

i. memberikan pembebanan rincian penggunaan atas
pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

j- mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan
pengelolaan gaji ASN;

k. mengoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian
penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kas dan
setara kas, atas beban Rekening Kas Umum Daerah,;

1. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang
Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas;

m. mengoordinasikan pelaksanaan analisis pembiayaan dan
penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;

n. mengoordinasikan proses pembukaan dan penutupan
rekening operasional SKPD pada bank umum yang
ditunjuk oleh pemerintah Daerah;

0. Menelaah atas permohonan TU yang diajukan PA sebagai
pertimbangan PPKD dalam memberikan persetujuat
Tambah Uang; \

p- mengoordinasikan  penyusunan  petunjuk teknig
administrasi keuangan yang  berkaitan dengafl
penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan
dan pertanggungjawaban;

gq. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengelolaan
penatausahaan keuangan Daerah; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.

Pasal 512 .
Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 509 huruf b mempunyai tugas
mmembantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan,
menyiapkan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan kas.
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Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 512, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Dacrah
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

mengoordinasikan pengelolaan kas Daerah;
melaksanakan Penatausahaan dan Pengelolaan Kas
Daerah;

mengoordinasikan, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer;

menyusun data realisasi penyerapan cdan evaluasi
pertanggungjawaban arnggaran transfer dana dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, koordinasi
dan rekonsiliasi dengan SKPD penerima dana transfer;
melakukan rekonsiliasi dengan DJPK, Provinsi terkait
pelaksanaan penggunaan dana Transfer;
mengoordinasikan  penatusahaan dan rekonsiliasi
penerimaan dengan SKPI) se Daerah untuk pencocoka
kas di RKUD pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
menyiapkan , melaksanakan dan menerbitkan Anggaran
Kas dan SPD;

menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SP2D) setelah
proses penelitian dari Sub Bidang Pelayanan
Perbendaharaan;

melaksanakan Pelayanan proses pencairan dana SKPD
dan Pihak Ketiga;

melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan
dan pengeluaran Daerah ke dalam buku kas, koreksi dan
validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan
bulanan;

melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank
tempat penyimpanan uang Daerah, koreksi dan validasi
laporan rekonsiliasi Bank;

melaksanakan penempatan uang Daerah, pengelolaan
dan penatausahaan investasi jangka pendek Daerah,
koordinasi dalam pengelclaan penempatan deposito dan
obligasi pada Bank Umum lainnya sesuai petunjuk;
membuat laporan realisasi penerimaan bunga haria
investasi jangka pendek (deposito) kepada Walikot
melalui Kepala Badan Keuangan selaku BUD setiap
Triwulan,;

menyusun dan menyiapkan laporan kas posisi harian
untuk di validasi BUD dan Kuasa BUD untuk pelaporan;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD; |
mengoordinasikan  penyusunan laporan  realisasi
penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran
kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan
penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;

melakukan  Rekonsiliasi Data  Penermaan dan
Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas
SP2D dengan Instansi Terkait
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s. mengoordinasikan dan Penelitian Surat Permintaan
Pengesahan Belanja (SP2B) dana BOS untuk Proses
Penerbitan Surat Pengesahan Belanja (SP3) pada Sub
Bidang Pengelolaan Kas yang selanjutnya ditandatangani
BUD/Kuasa BUD;

t. mengoordinasikan dan Penatausahaan Belanja Tidak
Terduga oleh PPKD;

u. memvalidasi dan membubuhkan paraf pada SP2D belanja
yang telah diterbitkan oleh Sub Bidang Pengelolan Kas
sebelum di tandatangani oleh BUD/Kuasa BUD; .

v. mengoordinasikan dan penelitian ,Surat Permmtaan
Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP yang
disampaikan oleh Dinas Kesehatan untuk Proses
penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B)
pada Sub Bidang Pengelolaan Kas;

w. mengoordinasikan atas laporan Kepala Satuan
Pendidikan atas penerimaan Dana BOS untuk kemudian
diteliti sabagai dasar PPK menerbitkan Surat Pengesahan
Pendapatan Hibah (SP2H); dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh kepala bidang.

Pasal 514
Kepala Subbidang pelayanan perbendaharaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 509 huruf ¢ melaksanakan tugas
membantu kepala bidang dalam melaksanakan kebijakan,
menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan
pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
di bidang pelayanan perbendaharaan

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 514, Kepala Subbidang pelayanan perbendaharaan

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan petunjuk  teknis
administrasi keuangan yang berkaitan dengar
penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan
dan pertanggung}awaban |

b. menyusun penerimaan Dokumen Pengajuan Pencairan
dana SKPD se Daerah dan lampirannya yang meliputi
SPP-SPM UP, GU, TU, LS, se Daerah;

c. melaksanakan register SPM belanja SKPD, pengendalian
atas pagu anggaran dan penelitian kelengkapan dokumen
SPM;

d. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan
pengelolaan gaji ASN SKPD se Daerah; |

e. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian
kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian
pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ
gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;

f. mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya;

g. menghimpun data transaksi harian (DTH) bendahara
pengeluaran SKPD atas belanja Daerah yang
pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya
yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran;
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h. membuat laporan rekapitulasi transaksi harian (RTH)
yang memuat rekapitulasi DTH wilayah pemerintah
Daerah untuk disampaikan ke kantor pelayanan pajak;

i. mengoordinasikan penatausahaan pembiaysaan Daerah;

j- melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian

kelebihan penerimaan;

k. menghimpun dan menganalisa data penerimaan PFK yang
terdiri atas potongan taspen, taperum jaminan kecelakaan
kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), PPn, PPh dan
penerimaan lainnya yang sejenis;

l. melakukan Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan terkait
dengan pembayaran/Penyetoran PFK terkait dengan
pembayaran Askes, IWP PNS, IWP Pemerintah Daerah
setiap bulan;

m. melakukan Rekonsiliasi Data JKK dan JKM dengan PT.
TASPEN dan BPJS Ketenagakerjaan untuk realisasi
pembayaran Iuran JKK dan JKM setiap bulan;

n. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan
pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan
rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan
SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian
non kas dan setara kas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Bagiar: Ketujuh |
Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 516
Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
Kepala Bidang;
Sub Bidang Pengelola Data;
Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

aooe

Pasal 517
Kepala Bidang Pengelola Data dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 516 huruf a mempunyai tugas
membantu kepala badan di bidang akuntansi dan
pengelolaan data sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis untuk peninkatan sistem pengelolaan keuangan
Daerah

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 517, Bidang Akuntansi dan Pelaporan

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah;

b. melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
LO dan Beban;

c. mengoordinasikan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBID  Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran;
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d. melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD
dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

e. mengoordinasikan dan menyusun Rancangan Peratura
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Wali Kot
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota;

f. menyusun Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK
atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; ‘

g. mengoordinasikan, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugial
Daerah;

h. menyusun Analisis Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

i. menyusun Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntarisi Pemerintah Daerah;

j. menyusun Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporas
Keuangan Pemerintah Daerah;

k. melakukan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh kepala badan.

=

=)

Pasal 519 L
Kepala Subbidang Pengelola Data sebagaimana dimaksu
dalam pasal 516 huruf b mempunyai tugas Menyusu*x
laporan penerimaan dan pengeluaran

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 519, Kepala Subbidang pengelola dat

menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun, memverifikasi dan menggoordinasik
laporan penerimaan dan pengeluaran kas Daerah secar
berkala;

b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencatatan
akunatansi kas Daerah;

c. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajib
ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-1
dan beban dengan perangkat Daerah terkait;

d. menyusun laporan hasil verifikasi aset, kewajib
ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-1
dan beban dan melakukan penyesuaian terhadap dat
yang tidak sesuai;

e. melakukan kajian atas temuan terkait laporan keuang

Daerah dan temuan lainnya,;

mengoordinasikan tindak lanjut atas hasil temuan,;

melakukan analisis dan penyelesaian tuntutan kerugi

Daerah;

h. mengoordinasikan dengan pihak terkait dale
penyelesaian tuntutan perbendaharaan;

i. menyiapkan pelaksanaan sidang majelis penyelesai
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

j. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis terkait
penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah; dan

k. melaksanakan  tugas kedinasan lainnya  yan
diperintahkan kepala bidang.

Q™

&
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Pasal 521

Kepala Subbidang pelaporan dan pertanggun.awaban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 516 huruf ¢ mempunyq.1
tugas melaksanakan pengelolaan pelaporan Kkeuang
Daerah, termasuk penyusunan konsolidasi, analisis daj
pembinaan laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah Daerah untuk memastikan akuntabilitas dan
transparansi keuangan Daerah

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 521, Kepala Subbidang pelaporan dan pertanggung

jawaban menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun laporan keuangan bulanan, trivulanan, dan
semesteran sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. mengoordinasikan dengan perangkat Daerah untuk
memperoleh data keuangan yang relevan dan akurat;

c. mengumpulkan laporan keuangan dari SKFD dan BLUD
untuk konsolidasikan dalam laporan keuangan Daerah,

d. memastikan konsistensi dan kesesuaian laporan dengan
standar akuntansi pemerintah (SAP);

e. menyusun rancangan peraturan Daerah mengenai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f. menyusun rancangan peraturan Wali Kota terkait
penjabaran pelaksanaan APBD;

g. melakukan analisis terhadap laporan
pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  untuk
mengevaluasi kinerja keuangan;

h. menyusun laporan analisis sebagai bahan masukan bagi
pengambilan keputusan pimpinan;

i. memberikan bimbingan teknis kepada perangkat Daerap
terkait penyusunan laporan keuangan dan
pertanggungjawaban;

j- melakukan supervisi untuk memastikan pelaksanaan
pelaporan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh kepala bidang. |

Bagian Kedelapan
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 523 '
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan
Penatausahaan;
c. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 524
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 523 huruf a mempunyai tugas
membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas
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pengelolaan asset Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk tertibnya barang milik Daerah

Pasal 525 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala.q'l

Pasal 524, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerajp

menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan standar harga
berdasarkan jenis dan tipe barang;

b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik Daerah;

c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;

d. melakukan Penatausahaan barang milik Daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang
milik Daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik,
administrasi dan hukum barang milik Daerah;

g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
Daerah;

h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik Daerah;
i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;

J. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka
penyusunan laporan barang milik Daerah;

k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan
laporan barang milik Daerah dari SKPD;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan
pengelolaan barang milik Daerah; dan

m. melaksanakan  tugas kedinasan lainnya  yang
diperintahkan kepala badan.

Pasal 526
Kepala Subbidang perencanaan, pemanfaatan dan
penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 523
huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan dan
pengelolaan barang milik Daerah

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 526, Kepala Subbidang perencanaan, pemanfaatan dan

penatausahaan menyelenggarakan fungsi: ,

a. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;

b. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam
penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik Daerzh; |

c. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang
milik Daerah;

d. menyiapkan surat Kkeputusan penetapan  status
penggunaan barang milik Daerah;

e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan
barang milik Daerah,;
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f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaa.b
pemindahtanganan barang milik Daerah;

g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang
milik Daerah;

h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan
barang milik Daerah;

1. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang
milik Daerah;

j- menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan
barang milik Daerah; dan

k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik
Daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik
Daerah.

Pasal 528
Kepala Subbidang pengamanan dan pemindahtanganan
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 523 huruf ¢ mempunyai

tugas melakukan pengamanan dan proses mutasi barang
milik Daerah

Pasal 529 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 528, Kepala Subbidang pengamanan dan

pemindahtanganan menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan berita acara serah terima atas penggunaan
barang milik Daerah; |

b. menyiapkan Surat [jin Penghunian (SIP) penggunaan
rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris
Daerah;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
pengamanan barang milik: Daerah;

d. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang mil.i.L
Daerah;

e. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD
secara berkala;

f. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan
barang milik Daerah;

g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang
milik Daerah;

h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan
barang milik Daerah; dan

i. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang miliL
Daerah dalam rangka pemanfaatan barang ranilik Daerah,

BAB XXV ‘
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 530 L

(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepzla Badan.
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Pasal 531
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
mclaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 531, Badan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingku!p
tugasnya; '

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan Pemerintahan Daerah di bidang xepegawaian,
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 533
Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
Kepala Badan;
Sekretariat;

Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat;
Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi
Administrasi ASN; dan |
Kelompok Jabatan Fungsional.

aoop

o

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 534
Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 533
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk peningkatan sumber daya aparatur.

Pasal 535 ‘
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal
Pasal 534, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: BIT
a. merumuskan dan  menetapkan  program = Kkerja
berdasarkan peraturan pemerintah perundang-undangan
Daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan
sesuai norma standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
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b. menyiapkan penyusunan  peraturan  perundang-
undangan Daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan
pelatihan sesuai norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh pemerintah sabagai dasar pelaksanaan
tugas;

c. menyelenggarakan pengadaan pegawai negeri sipil Daerah
sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

d. menetapkan administrasi kepegawaian dalam
pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan
pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yar?b
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk
tertibnya administrasi kepegawaian,;

e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan
dan kurikulum pendidikan pelatihan teknis dan
fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yvang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
untuk pengembangan aparatur;

f. menetapkan informasi kepegawaian Daerah sesuai sistem
sebagai bahan laporan kepada badan kepegawaian
negara;

g. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepegawaian dan
pendidikan pelatihan kepada bawahan sesuai bidanF
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

h. mengawasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan
pendidikan pelatihan secara menyeluruh untuk efektitas
dan efesiensi kegiatan unit;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian dan
pendidikan pelatihan di Daerah melalui rapat evaluasi
untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan
tugas;

j- mengonsultasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan

tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk
penyatuan pendapat;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkalfa
sebagai bahan evaluasi; dan .
l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 536
Sekretariat dipimpin oleh  Sekretaris Badan yang
melaksanakan Penatausahsan di bidang Perencanaan,
Program, Pelaporan, Kepegawaian, Umum dan Kearsipajfl
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuﬁt
kelancaran pelaksanaan tugas. ,

Pasal 537
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 536, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
a. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan
program, keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
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b. meyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan
pendidikan pelatihan berdasarkan pedoman untuk
peningkatan pelayanan,;

d. mendistribusi tugas di bidang perencanaan, program,
pelaporan, kepegawaian, umum dan kearsipan
berdasarkan job untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

f. mengevaluasi tugas kepegawaian dan pendidikan
pelatihan berdasarkan penetapan kinerja sebagai
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

g. mengonsultasikan tugas kepegawaian darn pendidikan
pelatihan dengan atasan secara lisan maupun tertulis
untuk beroleh petunjuk;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepegawaian dan
pendidikan pelatihan dengan kepala-kepala bidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan
pendidikan pelatihan secara berkala sebagai bahan
evaluasi; dan ‘

j- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 538
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 536 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Prograrn; dan
b. Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.

Pasal 539
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
pasal 538 huruf a mempunyzi tugas melaksanakan kegiatan
di bidang program sesuai petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 539, Kepala Subbagian Program menyeclenggarakan

fungsi:

a. menyusunan program, perencanaan dan pelaporan
kegiatan sesuai ketentuan sebagai dasar pelaksanaan
tugas;

b. mengumpulkan peraturan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis administrasi penyusunan program
perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan penyusurnian rencana Kkerja anggara_ntl
berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit; ‘

d. membagi tugas administrasi penyusunen program,
perencanaan dan pelaporan kepada bawahan sesuai job
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. membimbing bawahan d. bidang program berdasarkan
ketentuan untuk tertibnya pelaksanaan tuges;
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f. memeriksa hasil penyusunan administrasi di bidang
program, perencanaan, dan pelaporan sesuai ketentuan
untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan,;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan
administrasi di bidang program secara berkala agar
diketahui perkembangan pelaksanaan tugas;

h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan
melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan
petunjuk; |

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;

J. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
oleh atasan baik lisan /tertulis untuk kelancaran tugas
kedinasan.

Pasal 541
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 538 huruf
b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 541, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan administrasi
keuangan, umum, dan kepegawaian sesuai ketentuan
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan peraturan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis adeministrasi keuangan, umum, dan
kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

c. membagi tugas pengelolaan administrasi keuangan,
umum dan kepegawaian kepada bawahan sesuai job
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. memberikan bimbingan kepada bawahan di bidang
administrasi keuangan, umum dan kepegawaian
berdasarkan ketentuan untuk tertibnya pelaksanaan
tugas;

e. melakukan koreksi hasil pengelolaan administrasi di
bidang keuangan, umum dan Kkepegawaian sesuai
ketentuan untuk mengetahui tingkat kebenaran d
keakuratan;

f. memeriksa hasil penyusunan administrasi di bidan
program, perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan
untuk mengetahui tingkat kebenaran dan keakuratan;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan
administrasi di bidang keuangan, wumum dan
kepegawaian secara berkala agar diketahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
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h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan
melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan
petunjuk;

i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala
subbidang dan kepala subbagian lainnya melalui
pertemuan untuk penyatuan pendapat;

J- membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan/tertulis untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat

Pasal 543
Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat terdiri
atas:
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 544 |
Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN dan Diklat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 huruf a mempunyai
tugas di bidang pengembangan, pengendaliean ASN dan
kediklatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 544, Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian ASN

dan Diklat menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan program kerja di bidang pengembangan,
pengendalian ASN, dan diklat sesuai ketentuan sebagai
dasar pelaksanaan tugas; |

b. membagi tugas teknis penyelenggaraan administrasi di
bidang pengembangan, pengendalian ASN dan diklat
berdasarkan job untuk terdistribusinya tugas kepada
bawahan;

c. memberi petunjuk dan koreksi penyelenggaraan
administrasi di bidang pengembangan, pengendalian ASN
dan diklat sesuai standar operasional pelayanan untuk
tertibnya pelaksanaan tugas;

d. memproses administrasi di bidang pengembangan,
pengendalian ASN dan diklat berdasarkan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran
pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. melakukan pengawasan penyelenggaraan acministrasi di
bidang pengembangan, pengendalian ASN dan diklat
secara terus menerus untuk tertibnyz pelayana.?
administrasi kepegawaian;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan
administrasi di bidang pengembangan, pengendalian ASN
dan diklat secara berkala agar diketahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
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g. mengonsultasikan tugas kepada atasan melalui
pertemuan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sckretaris,
kepala bidang lainnya melalui pertemuan untu
penyatuan pendapat;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi atasan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang cliperintahkan

atasan baik lisan/tertulis untuk kelancaran tugas
kedinasan.

Bagiar. Keenam
Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi
Administrasi ASN

Pasal 546
Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan Informasi Administrasi
ASN terdiri atas: '
a. Kepala Bidang; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 547

Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Status den Informasi

Administrasi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 546

huruf a mempunyai tugas pengelolaan administrasi di bidang

mutasi, pensiun, status, dan informasi administrasi ASN
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk
tertibnya administrasi kepegawaian.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 547, Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, Status dan

Informasi Administrasi ASN menyelenggarakan fungsi:

a. merencanakan program kerja di bidang mutasi, pensiun,
status, dan informasi administrasi ASN sesuai ketentuan
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas teknis penyelenggaraan administrasi di
bidang mutasi, pensiun, status, dan informasi
administrasi ASN berdasarkan job untuk terdistribusinya
tugas kepada bawahan; ‘

c. memberi petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi di
bidang mutasi, pensiun, status, dan informasi
administrasi ASN sesuai standar operasional pelayanan
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

d. memproses administrasi di bidang mutasi, pensiun,
status, dan informasi administrasi ASN berdasarkar
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untu
kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian; }

e. melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi di
bidang mutasi, pensiun, status, dan informasi
administrasi ASN secara terus menerus untuk tertibnya
pelayanan administrasi kepegawaian;

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan
administrasi di bidang mutasi, pensiun, status, dan
informasi administrasi ASN secara berkala agar diketahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
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g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan
melalui pertemuan untuk mendapatkan arahan dan
petunjuk;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan
sekretaris/kepala bidang lainnya melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi atasan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan baik lisan/tertulis untuk kelancaran tugas
kedinasan.

BAB XXVI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 549
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. ‘
(2) Badan dipimpin oleh Kepezla Badan.

Pasal 550
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
yang diberikan kepada Daerah.
Pasal 551
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 550, Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengam
lingkup tugasnya; |
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 552

Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala Badan,;

b. Sekretariat;

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahana
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;,

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan  Organisasi
Kemasyarakatan;

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 553

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan,

mengoordinasikan, membina,

mengarahkan,

menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporikan kegiatan
di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 553, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

menetapkan program kerja di bidang kesatuan bangsa
dan politik; I
merumuskan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri,
ketahanan ekonomi, sosia|, budaya, agama dan organisasi
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

melaksanakan pengkoordinasian Kkegiatan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,
politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
agama dan  organisasi kemasyarakatan, serta
kewaspadaan nasional dan penanganan konilik;
melaksanakan pembinaan dan mengarahkan kegiatan
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, serta
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
menyelenggaraka kegiatan di bidang ideolcgi, wawasar
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri,
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkungan Badan Kesbangpol;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
penyelenggaraan kegiatari di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri,
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi
kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik;

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhada
penyelenggaraan reformasi birokrasi, Siste
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), d
pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota
berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,
politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
agama  dan organisasi kemasyarakatan, serta
kewaspadaan nasional dan penanganan konilik;
melakukan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesuai job untuk: tertibnya pelaksanaan tugas;
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k. melaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidan;
kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Walikot?
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

l. melaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas daJ‘x
unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan
pendapat; dan

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala
sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 555

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan

kegiatan bidang penatausahaan bidang program dan
keuangan, pengelolaan kepegawaian, sarana prasarana serta

rencana kerja badan .

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 555, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan penyusunan program kerja di llngkungan
kesekretariatan;

b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan dibidang
program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, Umum
dan Kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

c. melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah;

d. mengelola keuangan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah;

e. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah;

f. mengelola urusan aparatur sipil negara di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa clan Politik Daerah;

g. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

h. mengoordinasikan tugas dengan Kepala - kepala Bidang
melalui rapat pertemuan untuk penyatuan pendapat;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahk
oleh atasan. T

Pasal 557 |
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Pasal 558
Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimeksud dal
Pasal 557 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegia?ji
ketatausahaan administrasi keuangan, umum da_h
pengelolaan kepegawaian, perencanaan program dan
kegiatan serta penyiapan sarana prasarana perelengkapan
kerja.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 560, Kepala Subbagian Umum menyeslenggarakan

fungsi:

a. menyusunan rencana kerja sub bagian Umum sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit;

b. menyiapkan Bahan perumusan kebijakan teknis di Sub
bagian umum; |

c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan
dilingkungan unit; |

d. menyiapkan bahan kerjasama kehurnasan dan
keprotokolan;

e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor
dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;

f. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang
inventaris kantor/rumah tangga;

g. melaksanakan pengadean, pemeliharaan  sarana,
prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

h. menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan
aset-aset kedinasan yang bersifat umum meliputi
kendaraan  dinas/jabatan, peralatan/perlengkapan
kantor dan rumah tangga:

i. menyiapkan bahan pengendalian Anggaran Keuangan
dan kegiatan unit;

j- menyiapkan bahan  pelaksanaan verifikasi dan
Pembukuan,

k. menyiapkan bahan pelaksanaan Akuntansi,

l. menyiapkan Konsultasi tugas dengan atasan secara
lisan/tertulis untuk beroleh petunjuk;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evsluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama '
[

Pasal 560 aJL
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahan
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 561
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud
dalam pasal 560 huruf a bertugas melaksanakan sebagian
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tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten /kota di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dala

Pasal 561, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dat

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan penyusunan program kerja di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, da
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotik
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;

c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahguriaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
di Daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang ideolcgi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaajx
serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahguriaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
di Daerah;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yan
diperintahkan oleh kepala bidang.
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Bagian Keenam .
Bidang Politik Dalam Negeri clan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 563
Bidang Politik Dalam Negeri clan Organisasi Kemasyarakatan
terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 564

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 563
huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkat
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintaharn, perwakil
dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihar. umum Wali
Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 564, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja di bidang pendicikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengket
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi  kelembagaan  pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas
dan ormas asing di Daeral;

c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengket
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendicikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umurna Wali Kota,
pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
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e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi
politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas
dan ormas asing di Daerah;

f. menuyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan
pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 566 .
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
terdiri atas: |
a. Kepala Bidang;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 567

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasioal dan Penanganan Konflik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 566 huruf a mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasema intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing can Lembaga
asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 567, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasioal dan

Penanganan Konflik menyeleriggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah;

c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembags asing, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah;

d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembage asing, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah;
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e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah,;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara

berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan.

BAB XXVII
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 569
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 570
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bicang penanggulangan bencana
Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan yugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 571
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan?
Pasal 570, Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 572
Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
Kepala Badan;
Sekretariat;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
Bidang Kedaruratan dan Logistik;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Mmoo T
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Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 573 .
Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas Memberikan
dukungan teknis administratif dan operasional kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk terlaksananya Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 573, Kepala Pelaksana Badan menyclenggarakan

fungsi:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhar
penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  yang
mencakup berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana pada wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Wali Kota setiap sebulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurzt bencana,;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantu
bencana;

h. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yan
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengen peraturan
perundang-undangan. |

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 575

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang mempunyai

tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanak

kegiatan Penatausahaan dibidang Perencanaan, Pengelola

Keuangan dan Umum berdasarkan peraturan Perundang |

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 575, Sekretaris Badan rnenyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan
program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum
dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas;
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b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan; |

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian
berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan/Petuajuk Teknilé
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan
unit;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningakatan kinerja aparatur;

h. mengkonsultasikan tugas dengan atsan secara lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; \

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanzan tugas;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 577
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Keuangan; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 578
Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 577 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas unit.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad

Pasal 578, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan pengelolaan keunagan sesual
kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. melaksanakan penyusurian rencana kerja anggaran
berdasarkan program untuk kelancaran tugas unit; |

d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran
eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi keunagaﬁ
berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis
untuk tertibnya administrasi keuangan;



SR S S——— Y-

- 196 -

f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk leblh
lanjut;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepal ‘-
kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untl.a(
penyatuan pendapat;

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 580
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kelompok Jabatan Fungsional. !

Pasal 581
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 580 huruf a bertugas melaksanakan
tugas dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai
peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi
terjadinya bencana.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 581, Kepala Bidang Fencegahan dan Kesiapsiagaan

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang pencegahan dan
kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas; |

b. mengidentifikasi sumber bahaya dan melakukan uji coba
rencana penanggulangan bencana;

c. melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya alam
dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu
sumber bahaya bencana; ‘

d. melakukan penataan ruang, pengelolaan lingkungan
hidup serta penguatan ketahanan sosial masyarakat
bersama instansi terkait;

e. melakukan pemasangan dan pengujian sistem peringatan
dini untuk mengurangi resiko terkena bencana;

f. mengorganisir dan melakukan penyuluhan, pelatihan d
gladi tentang mekanisme tanggap darurat; a-l"l

g. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategis
penaggulangan bencana berdasarkan penelaahan, anali:£
potensi kebencanaan, ancaman, ketentraman, risiko d
kapasitas;

h. melakukan evaluasi naskah akademik, kebiiakan teknis,
sistem dan strategi penanggulangan bencanei;

i. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana;

j- mengkonsultasi tugas dengan atasan secara hsaﬂ;

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut;
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k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari
dan kepala-kepala bideng melalui rapat/pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

l. mendistribusikan tugas kepada bahawan sesuai bidang
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang kedaruratan dan Logistik

Pasal 583
Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 584
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana
dimaksud dalam pasal 583 huruf a mempunyai tugas di
bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan peraturan
Perundang-undangan untuk kelancaran penanganan
bencana. ‘

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 584, Kepala Bidang Kedaruratan can Logistik

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan
logistik sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menghimpun data dibidang kedaruratan dan logistik
melalui unit terkait untuk mengetahui perkembanganya;

c. menyusun rencana kegiatan dibidang kedaruratan dar
logistic sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksana?@
tugas; .

d. melakukan pengkajian terhadap bencana melalui
identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan tingkat
kerusakan;

e. melakukan kajian penentuan status keadaan darurat
bencana sesuai skala bencana;

f. melakukan analisa kebutuhan penanganan darurat
bencana, bahan penyusunan pedoman  teknis
kebencanaan dan evaluasi naskah akademik, kebijakan
teknis sistem dan strategi penanggulangan bencana;

g. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencan
dan kelompok rentan;

h. menyusun rencana pengaduan logistik sesuai untuk
penanganan bencana; |

i. melakukan pemenuhan kebutuhan <dasar yang
dibutuhkan oleh korban bencana,;

j- mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut;
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k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala bidang melaui rapat/pertemuan untuk
penyatuan pendapat;

1. mendistrubusikan tugas kepada bawahan sesuai bldapg
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lair yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrulksi

Pasal 586
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 587
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 586 huruf a mempunyai tugas
dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Pasal 587, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasioal dan

Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang rehabilitasi den
rekonstruksi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagal
dasar pelaksanaan tugas;

b. merumuskan kebijjakan dibidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana,;

c. mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijjakan umum
dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

d. melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana,;

e. mengadakan pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan
pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;

f. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kelompok
jabatan fungsional melalui rapat/pertamuan untuk
penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;

h. melakukan kajian teknis kebijakan sistem dan strategi
penanggulangan kebenceanaan;

i. melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan tekms
sistem dan strategi penanggulangan bencana;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
untuk tertibnya pelaksariaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.



UNIT
KERJA

| KABAG
\ HUR
| ASISTEN

| SEKDA

- 199 -

BAB XXVIII
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 589 ‘
(1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerak.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 590
Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan
Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

Pasal 591
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 590, Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan scsuai dengan lingkup tugasnya
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 592

Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
a. Kepala Badan; \
b. Sekretariat; |
c. Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
d. Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan,;
e. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
Bidang Penagihan Pemeriksaan dan Analisa Keberatan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b}

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 593
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Weli Kota dal
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah
bidang pendapatan Daerah.

Pasal 594
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 593, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
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a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan
Daerah;

b. melaksanakan administrasi dan manajemen badan
pendapatan Daerah; ‘

c. melaksanakan penyusunan proyeks: anggaran
pendapatan Daerah berclasarkan pedoman dan tahapan
yang telah ditentukan;

d. melaksanakan proses penatausahaan anggaran
pendapatan Daerah;

e. melakukan pembinaan pengelolaan pendapatan Daerah;

f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber
dan potensi pendapatan Daerah;

g. mengoordinasikan sumber pendapatan Daerah dengan
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Sekretariat i
Pasal 595
Sekretariat dipimpin oleh Sexretaris Badan yang mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
kegiatan bidang penatausahaan keuangan, pengelolaan
kepegawaian, sarana prasarana serta rencana kerja badan.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 595, Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a. membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan
bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana Kkerja,
keuangan dan rencana kerja badan,;

b. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit; ,

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi
berdasarkan pedoman untuk peningkatan pelayanan;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
keuangan,; |

e. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian,;

f. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan

unit;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk
peningkatan kinerja aparatur;

h. mengkonsultasikan tuges dengan atasan secara lis

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mengkoordinasikan tugas teknis dengan kepala-kepala
bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
pendapat;

j- mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job
untuk tertibnya pelaksanaan tugas; '

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; can
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.  melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 597
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 terdiri
atas:
a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kepala Subbagian Program.

Pasal 598
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 597 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan  kegiatan  ketatausahaan  administrasi
keuangan, administrasi pengelolaan kepegawaian,
perencanaan program dan kegiatan serta penyiapan sarana
prasarana perelengkapan kerja

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada

Pasal 598, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang umum, keuangan
dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan sarana prasarana gedung kantor serta
perlengkapan kerja guna keamanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan penatausahaan dan  pengengolaan
kearsipan sesual jenis/kelompok sebagai bahan
dokumentasi,;

d. mengidentifikasi arsip sesuai jangka waktu untuk
penyusutasn dan pemusnahan;

e. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan yang
meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi atas
permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan,;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan petunjuk pelaksanaa dan petunjuk teknis
untuk tertibnya administrasi keuangan;

g. membuat rencana pengacaan barang milik Daerah sesuai
kebutuhan untuk kelancaran kegiatan;

h. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah |
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi;

i. melakukan pemeliharaan barang milik Daerah sesuai
ketentuan untuk kelangsungan dan kelancaran tugas;

j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi;

1. melakukan penyusunan rencana pengelolaat
administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untu
kelancaran tugas;

m. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi
untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;

n. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
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o. menyusun data induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya
administrasi kepegawaian;

p. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian
melalui daftar urut kepangkatan (DUK) clan nominatif
untuk tertibnya administrasi kepegawaian,;

q. mengkonsultasikan pelaksanaan tigas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasab
untuk kelancaram tugas kedinasan

Pasal 600
Kepala Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 597 huruf b mempunyai tugas rmelaksanakan
perencanaan dan penyusunan program berdasarkan
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 600, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan

fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra),
rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintah
(LAKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan. |

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan

Pasal 602
Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

oo

Pasal 603
Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasel 602 huruf a
bertugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan pendapatan asli Daerah
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Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 603, Kepala Bidang Percncanaan, Evaluasi dan

Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan pendapatan asli Daerah;

b. menyusun strategi pelaksanaan tugas perencanaan,
evaluasi dan pelaporan pendapatan asli Daerah;

c. menyusun perencanaan pendapatan asli Daerah
berdasarkan kebutuhan;

d. melakukan evaluasi pendapatan asli Daeral setiap bulan
sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksarnaan tugas;

e. menyusun laporan kegiatan pendapatan asli Daerah
setiap bulan,;

f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan bidang; dan

g. melaksanakan  tugas  kedinasan lainnya  yang
diperintahkan kepala badan.

Pasal 605
Kepala Subbidang perencanaan pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 602 huruf b mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kegiatan perencanaan
pendapatan asli Daerah.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 605, Kepala Subbidang perencanaan pendapatan

menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak Daerah dan retribusi Daerah;

b. menyiapkan bahan analisis regulasi pendapatan asli
Daerah;

c. menyusun program perencanaan kegiatan intensifikasi
pajak Daerah dan retribusi Daerah;

d. menyiapkan rencana target pendapatan asli Daerah
berdasarkan analisis data dan potensi;

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis perencanaah
pendapatan asli Daerah; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh kepala badan.

Pasal 607
Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 602 huruf ¢ mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan Kkegiatan evaluasi dan
pelaporan pendapatan asli Daerah.

Pasal 608 rL

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalan

Pasal 607, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan

menyelenggarkan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis evaluasi dan
pelaporan pendapatan asli Daerah;

b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi terhadap
realisasi penerimaan penclapatan asli Daerah;
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c. menyiapkan bahan evaluasi atas realisas: penerimaan
pendapatanasli Daerah;

d. menyusun laporan pendapatan asli Daerah setiap
periodik;

e. melakukan rekonsiliasi pendapatan asli Daerah dengan
Perangkat Daerah pemungut pendapatan asli Daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan teknis evaluasi dan
pelaporan pendapatan asli Daerah; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Pendaftaran; Pendataan dan Penetapan

Pasal 609
Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
terdiri atas:
a. Kepala Bidang;
b. Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
c. Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 610
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 609 huruf a
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak Daerah.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 610, Kepala Bidang Pelayanan, Peridataan dan

Penetapan menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran,
pendataan dan penetapan pajak Daerah;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatari pelayanan
pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak Daerah;

c. melakukan monitoring dan pengawasaen terhadap
pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran, pendataan
dan penetapan pajak Daerah;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi
perhitungan, penetapan dan pendistribusian surat
ketetapan pajak Daerah;

e. mendistribusikan pelaksanaan tugas pelayanap
pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak; dan |

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleig
kepala badan.

I Pasal 612

i Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana
KERIA A‘ dimaksud dalam pasal 609 huruf b mempunyai tugas
840 l melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran, pendataan

e dan penilaian pajak Daerah.
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Pasal 613 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 612, Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan

menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran
dan pendataan pajak Daerah;

b. menyusun program perencanaan Kegiatan pendaftaran
dan pendataan pajak Daerah;

c. melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak Daerah;

d. melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran objek dan
subjek pajak Daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan
pelayanan pendaftaran, pendataan dan penilaian pajak
Daerah;

f. melakukan kegiatan pemetaan bidang objek pajak
Daerah;

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran dan
pendataan pajak Daerah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 614
Kepala Subbidang Verifikasi dan penetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 609 huruf ¢ mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan verifikasi
perhitungan, penetapan dan pendistribusian surat ketetapan
pajak daerah.

Pasal 615 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 614, Kepala Subbidang Verifikasi dan Penetapan pajak

menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis verifikasi perhitungan,
penetapan dan pendistribusian surat ketetapan pajak
daerah;

b. menyusun program perencanaan Kkegiatan penetapan
pajak daerah;

c. melaksanakan penaksiran, penilaian dan perhitungan
pajak daerah,;

d. melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah dan
pendistribusian surat ketetapan pajak daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan verifikasi
perhitungan, penetapan dan pendistribusian surat
ketetapan pajak daerah; l

f. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiat !
verifikasi perhitungan, penetapan dan pendistribusian
surat Ketetapan pajak daerah;

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan verifikasi perhitungan, penetapan
dan pendistribusian surat ketetapan pajak |daerah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.
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Bagian Ketujuh
Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

Pasal 616
Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan
a. Kepala Bidang;
b. Sub Bidang Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi;
c. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 617
Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan
Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 huruf a
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
pengolahan data pengembangan pendapatan asli Daerah.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padh

Pasal 617, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan

menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis pengolahan data dan
pengembangan sistem informasi pendapatan asli Daerah;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengolahan data
dan pengembangan pendapatan asli Daerah:;

c. merumuskan kebijakan teknis perjanjian kerjasama
di bidang pengembangar sistem informasi pendapatan
asli Daerah;

d. melakiukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan bidang; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan oleh kepala badan.

Pasal 619
Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pajak dan Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 huruf b mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan koordinasi kegiatan
pengolahan data subjek dan objek pajak Daerah.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 619, Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pajak dan

Retribusi menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis pengolahan data subjek
dan objek pajak Daerah;

b. menyusun program perencanaan kegiatan pengolahan
data pajak Daerah;

c. melaksanakan  kegiatan  pengolahan data d
dokumertitasi pajak Daerah,; -

d. melakukan pemeliharaan data induk wajib pajak Daerail
dan retribusi Daerah;

e. mengoordinasikan  pelaksanaan  teknis  kegiatan
pengolahan data pajak Daerah dan retribusi Daerah;

f. melakukan penginputan data subjek dan objek pajak
berdasarkan hasil pendataan ke dalam sistem;
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g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan perigolahan data pajak Daerah dan
retribusi Dacrah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 621
Kepala Subbidang pengembangan sistem informasi
pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 huruf c
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
pengembangan sistem Informasi Pendapatan.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 621, Kepala Subbidang pengembangan sistem informasi

pendapatan menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem
informasi pendapatan asli Daerah;

b. menyusun program perencanaan kegiatan pembangunan
dan pengembangan sistem informasi pendapatan asli
Daerah;

c. melaksanakan pengkajian dan pengembangan informasi
penerimaan pendapatan asli Daerah;

d. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi
pendapatan Daerah;

e. mengelola penyebarluasan informasi pendapatan Daerah
melalui sistem informasi,

f. mengoordinasikan  pelaksanaan  teknis  kegiatan
pembangunan dan pengembangan sistem informasi
pendapatan asli Daerah;

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi
pendapatan Daerah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Analisa Keberatan ‘

Pasal 623
Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Analisa Keberatan terdiri
atas:
a. Kepala Bidang;
b. Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Piutang;
c. Sub Bidang Pemeriksaan dan Analisa Keberatan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 624
Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaa dan Analisa Keberata_ql
sebagaimana dimaksud dalam pasal 620 huruf a mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penagihan,
pemeriksaan dan Analisa Keberatan pajak Daerah.
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Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 624, Kepala Bidang Penagihan, pemeriksa dan Analisa

Keberatan menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis penagihan, pengelolaan
piutang, pemeriksaan dan analisa keberatan pajak
Daerah,;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penagihan,
pengelolaan piutang, pemeriksaan dan analisa keberatan
pajak Daerah,;

c. mengoordinasikan program penagihan dan pengelolaan
piutang pajak Daerah;

d. mengoordinasikan kegiatan penyidikan; penyegelan dan
penyitaan;

e. mengoordinasikan kegiatan permohonan keringanan atau
pengurangan pajak Daerah;

f. mengoordinasikan pelaksanaan teknis  kegiatan
pemeriksaan dan analisa keberatan;

g. melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan kegiatan bidang; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 626
Kepala Subbidang Penagihan dan Pengelolaan Piutang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 huruf b mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijaken penagihan
dan pengelolaan piutang pajak Daerah.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 626, Kepala Subbidang Penagihan dan Pengelolaan

Piutang menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan teknis penagihan dan
pengelolaan piutang pajak Daerah;

b. menyusun program penagihan dan pengelolaan piutang
pajak Daerah;

c. melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak
Daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;

d. menerbitkan surat tagihan atas pajak Daerah yang telah
melampaui jatuh tempo;

e. melaksanakan pengelolaan piutang pajak Daerah;

f. mengoordinasikan kegiatan penyidikan, penyegelan dan
penyitaan;

g. melakukan monitoring dan pengawasan terhada;J.r»
pelaksanaan kegiatan penagihan pajak; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 628
Kepala Sub bidang Pemeriksaan dan Analisa Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 623 huruf ¢ mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan  kebijakan
pemeriksaan dan analisa keberatan pajak Daerah.
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Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 628, Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Analisa

Keberatan menyelenggarakan fungsi: |

a. merumuskan kebijakan teknis pemeriksaan dan analisa
keberatan pajak Daerah;

b. menyusun program pemeriksaan dan analisa keberatan
pajak Daerah;

c. menerima keberatan atas ketetapan pajak Daerah;

d. memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan
keringanan atau pengurangan pajak Daerah;

e. mengoordinasikan pelaksanaan teknis  kegiatan
pemeriksaan dan analisa keberatan;

f. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan analisa keberatan
pajak Daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai bidang tugasnya.

BAB XXIX
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 630
(1) Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

Pasal 631
Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordina*i
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,

pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan pengelolaan
kebersihan.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 631, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan,
dan pengelolaan kebersihan;

b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan,
dan pengelolaan kebersihan;

c. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan,
dan pengelolaan kebersihan;

d. melaksanakan evaluasi cdan pelaporan penyelenggaraan
pemeriritahan,  pelayanan  publik, pemberdayaan
masyarakat kelurahan, dan pengelolaan kebersihan;

e. melaksanakan administrasi kecamatan untuk
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan pengelolaan
kebersihan; dan
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f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 633
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
Camat;
Sekretariat;
Seksi Pemerintahan; 3*1

faoop

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengelola
Kebersihan;

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

S

Pasal 634
Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan.

Pasal 635 .
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 633
huruf b terdiri atas:
a. Subbagian Program; dan
b. Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Sekretaris.
(3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagiar.

Pasal 636 |
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 huruf g,
huruf d, huruf e dan huruf {, dipimpin oleh Kepala Seksi. T

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Camat

Pasal 637
(1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan  umum,  koordinasi  pemberdayaan

masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, ketertibar

[ unr l : umuim dan pengelolaan Kebersihan, perierapai dat
| ke h' penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kotq,
KABAD membina dan mengawasi penyelenggaraan Kkegiatan
| HUKUM
— kelurahan.
ol (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada |
sl | f ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan
' 7 oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dasrah Daerah.
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Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 637, Camat menyelenggarakan fungsi:

a.

merumuskan  kebijakan teknis  penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan
sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar
pelaksanaan tugas;

merencanakan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan,
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan
kebersihan dan  sosial kemasyarakatan  secara
berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat;

mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintahan;
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan
kebersihan dan sosial kemasyarakatan melalui
mekanisme/prosedur kerja untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan
kebersihan dan sosial kemasyarakatan secara tepadu
untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan,
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan
kebersihan dan sosial kernasyarakatan sesuai bidangnya
untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
membina pelaksanaan tugas pemerintahan,
pembangunan, keamanan ketertiban, pengelolaan
kebersihan dan sosial kemasyarakatan secara berkals
untuk  peningkatan kinerja aparatur diwilaya
kecamatan; |
melakukan pengawasan pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan, keamanan Kketertiban,
pengelolaan kebersihan dan sosial kemasyarakatan
secara eksteren maupun intern untuk menghindari
terjadinya penyimpangan;

melakukan tindakan prefentif terhadap permasalahan
yang timbul diwilayah kecamatan secara terpadu untuk
tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat;

mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkat kelurahan
melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

mengonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait
melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;
mendistribusikan tugas kepada bawahari sesuai job
masing-masing untuk kelancaran pelaksatiaan tugas
unit;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara

berkala sebagai bahan evaluasi; dan
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.



UNIT
KERJA

-

KABAG
HUKUM

ASISTEN

SEKDA
e

-212 -

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 639
Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas dibidang
penyusunan program, keuangan, periatausahaan,

perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian berdasarka
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tuga
unit.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal

Pasal 639, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsei‘-j1

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perencanaan dan
penyusunan program, keuangan, penatausahaan,
perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; '

b. menyusun tugas penyusunan program unit kerja yan
dituangkan ke dalam rencana kegiatan unit sesuai
kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuang
berdasarkan pedoman wuntuk tertibnya administrasi
keuangan;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum
berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan,;

e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan
kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiata#
unit;

. melaksanakan  tugas  pengelolaan  Kepegawaian
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian; |

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untul
peningkatan kinerja aparatur; T

h. mengoordinasikan tugas teknis dengan kepala-kepal
seksi, Lurah untuk kelancaran tugas;

i. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lis
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jo
untuk tertibnya pelaksanaan tugas; ‘

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Program

Pasal 641
Kepala Subbagian Program friempuniyai tugas nielaksanakan
perencanaan dan penyusunan program berdasarka
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran

pelaksanaan tugas unit. |
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Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 641, Kepala Subbagian Program menyeclenggarakan

fungsi:

g. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan progran?
sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra)
rencana kerja (Renja), lapcran kinerja instansi pemerintat
(LAKIP), laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasar
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebil
lanjut;

j- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk
penyatuan pendapat;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

5

=]

=

Paragraf 4
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum dan
Kepegawaian

Pasal 643
Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umum daﬁm
Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi
keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian
sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk
tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan,

kearsipan dan kepegawaian. |

Pasal 644 |

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad

Pasal 643, Kepala Subbagian Administrasi Keuangan, Umu

dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang keuangan,
perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusurian rencana Kkerja anggaran,
rencana pengadaan barang, serta rencana pengelolaan
kepegawaian berdasarkan program dan kebutuhan untu
kelaricaran tugas lain, |

c. mengajukan rencana kerja anggaran eksckutif untu
menjadi dokumen penggunaan anggaran;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangaq,
perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaia
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
untuk tertibnya administrasi; F

e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris
berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi
barang milik unit;

f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebaga
bahan dokumentasi dan rnempermudah pencarian;

j=
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g. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan
prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip;

h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk
tertibnya administrasi kepegawaian;

i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan,
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut; '

j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepalalt
kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untu
penyatuan pendapat;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 5
Kepala Seksi Pemerintahan
Pasal 645
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan, pembinaan administrasi

pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan
serta Pertanahan.

Pasal 646
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 645, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan
fungsi:
a. menyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan;
b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan

kecamatan;
c. melaksanakan pembinaan pemerintahan Kelurahan;
d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian

administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendaliar: pertanahan;
melaksanakan pelayanar. kepada masyarakat dibidan
pemerintahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

=y

Paragraf 6
Kepala Seksi Keteritraman, Ketertiban Umum, dan
Pengelolaan Kebersihan

Pasal 647
Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, Pengelolaan
Kebersihan mempunyai tugas dibidang Ketentraman,
ketertiban umum dan Pengelolaan Kebersihan berdasarkan
peraturan perundang-unclangan untuk terciptanya
keamanan wilayah.
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Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 647, Kepala Scksi Ketentraman, Ketertibar. Umum, dan

Pengelolaan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Pengelolaan Kebersihan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan
tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan
situasi wilayah;

c. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan
tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian di
wilayah;

d. menyusun rencana kegiatan di bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Pengelolaan Kebersihan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

e. melakukan kegiatan Keteritraman, Ketertiban Umum, dar
Pengelolaan Kebersihan melalui pertemuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat;

f. melaksanakan tugas pengendalian Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Fengelolaan Kebersihan melalui
operasi penertiban umum untuk terciptanya ketentraman
dan ketertiban masyarakat;

g. melakukan monitoring kegiatan masyarakat di Daerah
rawan konflik secara langsung atau tidak langsung untuk
mengetahui situasi ketentraman dan ketertiban dan
pengelolaan kebersihan;

h. melakukan penertiban peraturan Daerah dan peraturan
lainnya di wilayah kecamatan sesuai jenis untuk
supremasi hukum;

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-
kepala seksi melalui rapat dan pertemauan untu
kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 7
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 649
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  untuk  peningkatah
kesejahteraan masyarakat.

Pasal 650 .
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 649, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejaht(éraa'.r‘x
Rakyat menyelenggarakan fungsi:
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a. munyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuzi kebutuhan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan data pemberdayaan dan kesejahteraan
rakyat melalui format untuk memperolen gambaran
keadaan masyarakat;

c. mengelola data pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk mengetahui
perkembangannya;

d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan kesejahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk
menjadi program unit;

e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup
masyarakat;

f. melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat
secara terpadu wuntuk peningkatan peran serta
masyarakat dalam pembangunan; |

g. memfasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan sebageﬂi
upaya mengatasi kesenjangan masyarakat;

h. melakukan monitoring program pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung
atau tidak langsung untuk mengetahui peningkatan
kesejahteraan masyarakar;

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala

kepala seksi melalui rapat dan perternuan untuk
penyatuan pendapat;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 8
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 651
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tug
dibidang perekonomian dan pembangunan berdasarka
peraturan perundang-undangan.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 651, Kepala Seksi Ekonomi dan Fembangunan

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perekonomian
dan pembangunan Kemasyarakatan sesuai kebutuhan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan data potensi kecamatan melalui survei
untuk mengetahui gambaran pembangunan ekonomi
kemasyarakatan;

c. mengolah data potensi kecamatan sesuai jenis untuk
mengetahui perkembangannya;
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d. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan
pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program
unit;

e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan
pembangunan berdasarkan skala prioritas untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat;

f. melakukan bimbingan teknis pengembang:i
perekonomian melalui pertemuan untuk peningkat
pendapatan masyarakat;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atas
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebllﬁ
lanjut;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala!-
kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk
penyatuan pendapat;

i. menyusun laporan hasi pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan eveluasi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB XXX
KELURAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 653

(1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan
yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan
yang dipimpin lurah.

(2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat
Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan
oleh camat.

Pasal 654
Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lural
selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepad:
camat.

2=

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 655
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
a. Lurah;
b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Pengelolaan Kebersihan;

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan

e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat.
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Paszal 656
Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655 huruf c,
huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Seks:.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Lurah

Pasal 657
Lurah mempunyai tugas membantu camat dalara:
melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurehan;
melakukan pemberdayaan masyarakat;
melaksanakan pelayanan masyarakat;
memelihara Kketenteraman, Kketertiban uamum dan
pengelolaan kebersihan;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas
pelayanan umum;
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh camat; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

anop

R ™

Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 657, Lurah menyelenggaran fungsi:

a. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;

b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di kelurahan; l

c. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman,
ketertiban umum dan pengelolaan kebersihan,;

d. mengoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di kelurahan;

e. melakukan pengawasan tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;

f. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan di Kelurahan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 659
Sekretaris mempunyai tugas melaksanekan @ tugas
pengelolaan administrasi umum, perencanaan, Kepegawaian
dan keuangan berdasarkan peraturan perundaag-undangan
untuk tertibnya pelayanan.

Pasal 660
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 659, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
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a. menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi
umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana kegiatan berdasarkan pedoman
sebagai acuan pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum
kelurahan sesuai pedoman untuk peningkatan pelayanan
masyarakat;

d. melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga
kelurahan sesuai kebutuhan untuk menunjang
kelancaran kegiatan unit;

e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan
berdasarkan petunjuk teknis;

f. mengelola administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan
untuk peningkatan kinerja aparatur;

g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut
dalam pelaksanaan tugas;

h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas derigan kepala-
kepala seksi melalui pertemuan wuntuk penyatuan
pendapat dalam pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporati hasil pelaksanaan tugas Secaff:l
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasaT

untuk kelancaran tugas dinas. .
|
Paragraf 3
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Pengelolaan Kebersihan

Pasal 661
Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas dibidang
pemerintahan, ketentraman, ketertiban wumum dan
Pengelolaan Kebersihan berdasarkan peraturari perundang-
undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 661, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Pengelolaan Kebersihan

menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemerintahan,
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengelolaan
Kebersihan kelurahan sesuai kebutuhan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

b. mengumpulkan data kependudukan melalui survei untuk
mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk
kelurahan;

c. mengelola data kependudukan melalui format sebagai
bahan penyusunan data base kependudukan;

d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentram
Ketertiban Umum dan Pengelolaan Kebersihan keluraha
sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

e. melakukan kegiatan program Pemerintahan,
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengelolaan
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Kebersihan melalui media dan pertemuan untuk
peningkatan pemahaman masyarakat;

f. mengelola administrasi Pemerintahan, Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Pengelolaan Kebersihan kelurahan
sesuai jenisnya untuk tertibnya administrasi,

g. mengelola administrasi pertanahan sesuai petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya hak
kepemilikan tanah diwilayah kelurahan;

h. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis d
tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaa
wiiayah konflik;

i. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis d
tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian yang
timbul diwilayah;

j. melaksanakan tugas pengendalian keamanan, ketertiban
umum dan Pengelolaan Kebersihan secara terpadu untuk
terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;

k. melaksanakan kegiatan pengelolaan kebersihan diwilayah
kelurahan;

l. melakukan monitoring kegiatan masyarakat kelurahan
secara rutin untuk mengetahui situasi dan kondisi
masyarakat;

m. melakukan penertiban peraturan Daerah dan peraturan
lainnya diwilayah kelurahan sesuai jenis untuk supremasi
hukum; '

n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baﬂt
lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanju
dalam pelaksanaan tugas;

o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan
untuk penyatuan pendapat;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 4
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tuga
dibidang perekonomian dan pembangunan diwilayal
kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 663 h%

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 663, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

menyelenggarkan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian
dan pembangunan sesuai kebutuhan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan data potensi kelurahan melalui survei
untuk mengetahui jumlah dan perkembangennya;

c. mengelola data potensi kelurahan sesuai jenis sebagai
bahan penyusunan data base/profil kelurahan;
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menyusun rencana kegiatan perekonomian dan
pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program
unit;

melakukan sosialisasi program pengembangan ekonomi
dan pembangunan melalui media dan pertemuan untuk
peningkatan pemahaman masyarakat;

melakukan pengembangan perekonomian masyarakat
secara terpadu untuk peningkatan pendapatan
masyarakat;

memfasilitasi program pembangunan diwilayah kelurahan
secara terpadu untuk terwujudnya pelaksanaan
pembangunan,;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih
lanjut;

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris
lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau
pertemuan untuk penyatuan pendapat;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara
berkala sebagai bahan evaluasi; dan |
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasauL
untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 5
Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 665

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 665, Kepala Seksi Pernberdayaan dan Kesejahteraan
Rakyat menyelenggarakan fungsi:

a.

menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan
Masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan
sebagai dasar pelaksanaan tugas;

mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatan
melalui survei untuk mengetahui gambaran/keadaan
kehidupan masyarakat;

mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai
jenis sebagai bahan data base/profil kelurahan;
menyusun rencana kegiatan pemberdayaar masyarakat
dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk
menjadi program unit;

melakukan sosialisasi program Kkegiatan pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan rakyat melalui media dan
pertemuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat;
melakukan kegiatan pemberdayaan masysrakat secara
terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
melakukan monitoring program kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung
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maupun tidak langsung untuk mengetahqi
perkembangannya;

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan
baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebilﬂ&
lanjut; |
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretari
lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atai
pertemuan untuk penyatuan  pendapat dala
pelaksanaan tugas;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secar
berkala sebagai bahan evaluasi; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atas
untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB XXXI
STAF AHLI |
Pasal 667 |

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali
Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretari
Daerah.

Pasal 668

Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; ‘
Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan da+
Pembangunan; dan |
Staf Ahli Bidang Kemasvarakatan dan Sumber Daya

Manusia.
\

Pasal 669
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politil
sebagaimana dimaksud dalam pasal 668 huruf ¢
mempunyai tugas memberikan pertimbangan terhadaj
isu strategis kepada Wali Kota terkait dengan bidan;
Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dai
Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66!
huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangar
terhadap isu strategis kepada Wali Kota terkait dengar
bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 668 huruf c
mempufyai tugas memberikan pertimbarngan terhadap
isu strategis kepada Wali Kota terkait dengan bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

mo v A

= = WD

BAB XXXII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 670
Untuk melaksanakan tugas teknis yang menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas/Badan dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam
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pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas/Badan.

Pasal 671
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667 ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara
tertulis kepada Pemerintah Provinsi.

BAB XXXIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 672
Pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 673
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE XXIV
TATA KERJA

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Perangkat
Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Perangkat Daerah maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Pasal 675
Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi
bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. %

Pasal 676
Setiap pimpinan Perangkat Daerah dalam lingkungan satuan
kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 677
Setiap pimpinan satuan organsiasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

Pasal 678
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
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untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 679
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusa
laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yan
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 680
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpincm Perangk
Daerah dibantu oleh Kepala satuan organisasi dlbawahny
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
wajib mengadakan rapat berkala. |

BAB XXXV '

KEPEGAWAIAN |

Pasal 681
Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
manajerial serta jabatan non manajerial dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan.

BAB XXXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 682
Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dal
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan daql
Peraturan Wali Kota ini.

BAB XXXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 683
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yan
telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampa
dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat ban
berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

=.0Q
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Pasal 684 |

(1) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan didudul;t
disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yan
diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya
ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatar..

(2) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas
jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional
Penyetaraan Jabatafi mengikuti peraturat: perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan
Fungsional tersebut.

(3) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional
yvang disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan
kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional
yang akan diduduki.
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BAB XXXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 685

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2008 tenta
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 200
tentang Badan Penanggulangan Bencana DCaerah (Berita
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 31);

Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 201
tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita
Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tent g
Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah, Tugas d
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Ko a
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 51);

Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tent
Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah. Tugas d
Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 52); dan

Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tent
Kedudukan, Susunan Perangkat Daerah. Tugas d
Fungsi serta Tata Kerja Sckretariat Daerah (Berita Daer

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Daerah Tahun 2022 Nomor 4),
Pasal 686

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangg
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Kota Gorontalo.

Diundangkan di Gorontalo

24 November 2027

ada tanggal

ISMA

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Novemter 2025

ALI KOTA GORONTALO,%,

O

ADHAN DAMBEA

{SEKRETARIS DRERAH KOTA GORONTALO,

ADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 20



LLAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO

—
WAL KOTA
WAKIL WALI KOTA
.
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O
ASISTEN ‘
ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN ‘ ASISTEN
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[ FUNGSIONAL - FUNGBIONAL |-
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;
| xaBac
| HUEUM

asistex |/
SEKDA
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INSPEKTORAT DAERAH

e
MYOr i W

SEKRETARIS
L
PROGRAM EVALUASI DAN KR W AN
PELAP N ADMINISTRASI DAN UMUM
l l |
INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU | INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH | WILAYAH It WILAYAH Il WILAYAH IV

UNIT

KEFJA

KABAG
HUKUM

ASISTEN

SEKDA

e a2l

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS
DPRD

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

| |

UNIT
KEFRJA

KABAG

HUKUM

ASISTEN

s

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KEPALA BAGIAN FASILITASI
PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

T p——

T
|
|
.
|
1

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I |
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KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

}7 SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, TATA
LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

|

[

—

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

I

= = 1

KEPALA SEKS|I KURIKULUM DAN
PENILAIAN

KEPALA SEKSI
KELEMBAGAAN DAN SARANA
PRASARANA

1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |

I I |

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENDIDIKAN DASAR

KEPALA SEKSI
KURIKULUM DAN PENILAIAN
PENDIDIKAN DASAR

o [ I

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KETENAGAAN

KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN

KEPALA SEKSI
KELEMBAGAAN SARANA DAN |
PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |

| AI—

[E——

PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA SEKSI
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

1 1

|

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I

S S

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

—

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ‘

| R \
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DINAS KESEHATAN
KEPALA DINAS
[
SEKRETARIS
|
| i
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM FREDHISE smTn
PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG KESEHATAN | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN WEPALA BIDANG PELAYANAN
MASYARAKAT ' PENGENDALIAN PENYAKIT S e DAYA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

r
i
|
i

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1 1




DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KEPALA DINAS

T

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

J

KEPALA BIDANG KEPARIWISATAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

| I

KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF

-
|

| B

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I [

|

KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

l I
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DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

.

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I |

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG
KEPALA BIDANG KONSUMSI KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KELAUTAN
KETERSEDIAAN DAN KEPALA BIDANG PERTANIAN
DISTRIBUSI PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN
i | | | i
. | | i ]
| | | | |
I | | | |
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
| | [ 1 [ | ] | 1 i
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP

J

KEPALA BIDANG PENATAAN DAN
PENAATAN PPLH

KEPALA DINAS
SEKRETARIS

|
K L et :
i

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
I I
|
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

SAMPAH, LIMBAH B3 DAN
PENINGKATAN KAPASITAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

[ |

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

[ I

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I I




'RLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

[

o ra i a . an e _‘.

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

T
\
i

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

| I

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEL?::S;;:?‘:TAN
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
1
KEPALA BIDANG KETAHANAN KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL

I |

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

] [

DAN ANAK

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I I
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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN ADM .
KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAW AIAN

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM

—

KEPALA BIDANG KEFPALA BIDANG PENEGAKAN
KEPALA BIDANG
KETENTRAMAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH
KETERTIBAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI
PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN

KEPALA SEKSI LINMAS,
KESIAPSIAGAAN DAN
MITIGASI

KEPALA SEKSI KEMITRAAN

KEPALA SEKSI PEM ADAM AN
DAN PENYELAMATAN
KEBAKARAN

KEPALA SEKSI PEM BINAAN
MASYARAKAT

KEPALA SEKSI OPERASI DAN
PENGENDALIAN

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL = = . _ .. L FUNGSIONAL = =} . - : FUNGSIONAL ST




KEPALA DINAS

SEKRETARIS

[

|

KEPALA SUB BAGIAN ADM.
KEUANGAN,UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL,
KELEMBAGAAN DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

KEPALA BIDANG
REHABILITAS| SOSIAL, PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

1

i
i
i

|
.
i
.
i
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

| E
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ASISTEN
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]
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KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN ADM. KEUANGAN,

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA

KEPALA BIDANG PELATIHAN
PRODUKTIFITAS PENEMPATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

REFALA BIDANG KOFERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

T
'
I
|

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

l 1
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DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN ADM.
KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UNIT
KERJA

KABAG
HUKUM

ASISTED

S 1 BN

I i

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

____é'*::&?—r'
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DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KEPALA DINAS
SEKRETARIS
[ |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ 1
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN
KOMUNIKAS! PUBLIK KEPALA BIDANG APLIKAS| INFORMATIKA STATISTIK
| i | G i NE—
L ik !
|
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKSI PERSANDIAN i
|
l i l | i
!
!
!
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | |
1 |
1 I [ |

--:Q—Q's\fs?"



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADII SATII BPINTI
[ emar n e l
| NEFALA WINAD [
i
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i
|
; SEKRETARIS
i
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: AL SR AR DR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
i
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JABATAN FUNGSIONAL PENATA JABATAN FUNGSIONAL PENATA

KELOLA PENANAMAN MODAL PERIZINAN
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS
|
|
| SEKRETARIS
1
1 I |
|
| KEPALA SUB BAGIAN ADM.
e KEUANGAN,UMUM DAN KEPEGAWAIAN
i
|
| 4 | |
KEPALA BIDANG BINA MARGA KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG

e

b vacaad

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

l

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONY_
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DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

{ KEDAI A DINAS -l
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN ADM. KEUANGAN,
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM UMUM DAN KEPEGAWAIAN
[ 1
1 |
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KEPALA BIDANG PENERANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERMAKAMAN UMUM
l )
! !
! !
| |
KELOMPOK .JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA BIDANG PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN ADM. KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
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KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN
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i
[

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN ‘

.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
f 1
KEPALA BIDANG KEARSIPAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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DINAS PERHUBUNGAN

-

l REFALA DINAS ]

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN ADM. KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UMUM DAN KEPEGAWAIAN
| i

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
KEPALA B'D::g LALU LINTAS DAN BIMBINGAN DAN KESELAMATAN
KUTAN TRANSPORTASI
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BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KEPALA BADAN
[
SEKRETARIS
|
|
L Sy R —— ‘
| :
. KELOMPOK JABATAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN T et FUNGSIONAL
- KEPALABDANG | | |
ﬁ:‘“&ﬁﬂ:&ﬁ ';i:?ﬁ_t‘:‘;’f KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN, SDA, KEPALA BIDANG RISET DAN
el nin DAN PEMBANGUNAN MANUSIA INFRASTRUKTUR DAN INOVAS| DAERAH
KEWILAYAHAN
i i i -
i ' I I
! ! | > |
' | ! b
; ; § #
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
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BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN
SEKRETARIS
] L-\..MML_.'JJ.-.L-“.
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KELOMPOK
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN

T

SEKRETARIS
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KEPALA SUB BAGIAN ADM. KEUANGAN,
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN,
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN
UMuUM

KELOM POK JABATAN
FUNGSIONAL
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KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
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BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAFH

HKEPALA BADAN
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BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPAILA BADAN

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM, DAN
KEPEGAWAIAN
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KEPALA BIDANG

PERENCANAAN EVALUASI |

DAN PELAPORAN
PENDAPATAN
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KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN
PENDAPATAN

KEPALA BIDANG

IPELAYANAN PENDAFTARAN,

PENDATAAN DAN
PENETAPAN
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KELOMPOK JABATAN
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KEPALA BIDANG
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DAN PENGEMBANGAN
PENDAPATAN
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KEPALA SUB BIDANG
PENGEL'OLAAN DATA
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KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
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KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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KEPALA BUB BAGIAN
PROGRAM

| |

KEPALA BIDANG
PENAGIHAN
PEMERIKSAAN DAN
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KEPALASUB BIDANG
PENAGIHAN DAN
PENGELOLAAN
PIUTANG

KEPALA SUB BIDANG
PEMERIKSAAN DAN
ANALISA KEBERAT AN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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KABAG
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KASIE PEMERINTAHAN

KECAMATAN
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SEKRETARIS
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KEPALA SUBAG ADM. KELOMPOK JABATAN
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KEUANGAN, UMUM DAN FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN , ,
1 1 1
KASIE KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN WG PE"EEE:::“‘" R KASIE EKBANG
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

ASISTEN

| SEKDA




- 28 -

UNIT
KEFRJA

KABAG
HUKUM

KELURAHAN

LURAH

SEKRETARIS

KASIE PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PENGELOLAAN
KEBERSIHAN

KASIE EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

ASISTEN

ﬁ;'&f"

SEKDA

-,

KASIE PEMBERDAYAAN DAN
KESRA

/

WALI KOTA GORONTALO,/

«

ADHAN DAMBEA



